UNIVERSITAS INDONESIA

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN KEBIJAKAN
SPIN QFF PADA UNIT USAHA SYARIAH

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untok memperolek gelar
Magister Huokum

ARIEF BUDIMAN
#706175092

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER HUKUM
HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JULI 2009

Tinjauan Hukum..., Arief Budiman, FH Ul, 2009

o e



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendivi,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirvjuk

telah saya nyatakan dengan benar.

Nama Arief Budiman
NPM 0706175092
Tandatangan % w}“:ﬁ
Tanggal 1 Juli 20909

Tinjauan Hukum..., Arief Budiman, FH Ul, 2009

H



1t

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh -

Nama : Arief Budiman

NPM : 0706175092

Program Studi : Nmu Hukum

Judul Tesis + Tinjauan Hukum Terbadap Penerapan Kebijakan Spin Of pada
Unit Usaha Svariah

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai
bapian persyarafan yang diperlukan oniek memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Studi lmu Hukem Fakultas Hukem Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUN

Pembimbing : Dr. Yunus Hesein, S.H, L.LM {

S :
Penguji/Ketua Sidang  : Surini Ahlan Sjarif, S H, MK W

T
WIE
Penguii : Abdul Salam, $.H., M.H ( ﬁiﬁdﬂt ;

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal - 14 Juli 2009

Tinjauan Hukum..., Arief Budiman, FH Ul, 2009



v

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puil syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan

rahmat-Nya, tesis ini dapat saya selesaikan. Penulisan tesis ini dilakukan dalam

rangka memenuhi salah satu syarat untok mencapai geler Magister Hukum
jurnsan Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya
menyadarl bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pthak, dari masa
perkuliahan sampail pada penyusunan tesis ini, sangatiah sulit bagi saya untuk

menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan ferima kasih kepada:

3

2)

3

4)

5

6)

Bpk. Dr. Yunus Husein, 8.H., LL.M, sclaku dosen pembimbing yang telah
menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam
penyustian tesis ini;

Tou Surini §.H., dan Bpk Abdal Salam 8.3, M H. atas kesediaannya untuk
meluangkan wakiu guna mengujt Peaulis.

PT, Batavia International Ventura sebagai tempat saya bekeria yang telah
memberikan bantuan baik berupa moril maupun materiil,  izin dan
dispensasi kepada saya untuk dapat mengikuti Program Magister Hukum
di Univergitas Indonesia;

Orang tua penulis yang telah memberikan kesempatan dan dorongan baik
moril dan materill, adik-adik yang telah memberikan semangatnya tiada
henti serta pasangan yang telah sabar dan penuh perhatian menemani
penulis dalam menghadapt balangan-halangan yang diemui dalam
penulisan tesis ini. Saya tidak akan bisa menyelesaikan tesis ini tanpa
bantuan dan doa-doanya.

Sahabat dan temen-teman Magister Hukum Kelas B tahun 2007 yang telah
banyvak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini, Sahabat dan teran-
teman Sarjana Hukum Universitas Parahyangan angkatan 2000 yang telah
banyak memberikan dukungan dan  semangat dalam  membantu
terwijudnya tesis ini

Para Pihsk yang tidak dapat disebutkan satu yang telah membantu

terwujudnya fesis ini.

Tinjauan Hukum..., Arief Budiman, FH Ul, 2009



Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala
kebaikan semua pihak yang teleh membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat
bagi pengembangan Hmu.

Jakarta, 1 Juli 2009.

Pennlis

Tinjauan Hukum..., Arief Budiman, FH Ul, 2009



V1

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUIUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPERTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya vang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : Arief Budiman
NPM - 1706175092
Program Stud( : Magister Hukum
Fakultas + Hokum

Jeniskarya  :Tesis

Demi pengembangan ilmm pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Liniversitas Indonesia Hak Bebas Royalti Nonekskiusif (Non-exclusive Royalty-
Free Right} atas karya ilmigh saya yang berjudul :

Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Kebijakan Spin @ff Pada Unit
Usaha Syarizh.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Nonekskiusif  imi Universitas Indonesia berhak menyimpan,
mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (darabase),
merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan namsa
saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 1 Juli 2009

Yang menyatakan
WL':”

{ Arief Budiman }

Tinjauan Hukum..., Arief Budiman, FH Ul, 2009



Vi

ABSTRAK
Nama : Arief Budiman
Program Studi : Magister Hukum
Judul : Tinjavan Hukam Terhadap Penerapan Kebijakan Spin Off Pada
Unit Usaha Syariah

Tesis ini membahas mengensi tinjauan hukum terhadap wnit usaha syariab yang
melakukan pemisahan stau Spin Off Penelitian ini adalah penelitian normatif
vang menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian inl  adalah
diperlukannya pengataran yang lebih baik guna mengatur tentang pemisaban atau
Spin Off, khususnya terhadap perseroan ierbatas. Karena terhadap Unit Usaha
Syariah pengaturan mengenai pemisahan dapat merujuk kepada Persturan terkait
lainnya, seperti Peraturan Baok Indonesia. Oleh karenanya hasil dari penelitian ini
menyarankan agar pemerintab dapat mepgeivarkan persturan - mengenai
pemisahaan yang khusus mengatur perseroan terbatas.

Kata kuneis
Unit Usaha Syariah, Pemisahan atau Spin OF, Peraturan

ABSTRAC
Name : Arief Budiman
Study Program : Magister of Law
Judul ¢ Observation of Law toward the application of spin off policy to

syarjah division

This thesis discusses about the spin off or separation of a syariah divison on
conventional banks. This research is a normative juridical research and analytical
descriptive. The Results of research is suggest that it needs {o be well regulated,
especially for limited company. Because spin off or separation for limited
company is not regulated well yet. This situation will create a confusion to do the
separation. This research suggest that the regulator must create a regulation to
clirninate this situation and condition.

Key words :
Syarigh Divison, Separation or Spin Off, Regulation
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BAB1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perbankan yvang turnbuh dan berkembang di Indonesia mengalami pasang
surut, Jumlsh Bank vang ada pada tahun 1988, setelah Pakto 1988 diluncurkan,
mencapai 240 bank dari awalnya 132 bank. Namun sckarang jumiah tersebut
berkurang menjadi 131 bank'. Memang sampai saat ini jumlah bank yang terdapat
di Indonesia masih terbanyak dibandingkan Megara-negara lain, sebagai contoh
Megara Malaysia yang bhanyaz memiliki 10 bank, Jepang dengan 4 bank dan
Australia sekitar 4-6 bank.

Jenis kegistan perbackan di tanah air banyak didominasi oleh kegiatan
simpan pinjam. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (untuk
selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Perbankan) dalam pasal 1 butir 1
menyebutkan Bank adalah badan usaba yang menghimpun dana dar masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningakatkan taraf hidup orang
banyak. Kegiatan tersebut dapat diartikan sebagai kegiatan simpan, vaitu kegiatan
vang menghimpun dana dart  masyarakat bentuk  simpanan  kemudian
menvalurkannya dalam beptuk kredit. Bentuk usaha ini merupakan bentuk usaha
yang klasik, karena tujuan dari semua pendirian bank adalah untuk menghimpun
dana masyarakat.

Namun bentuk usaha perbankan tidak hanya terbatas pada bidang tersebut.
Pasal € UU Perbankan menyebutkan, bahwa Usaha Bank Umum meliputi,
diantaranya ;

A. Menghimpun dana dari masyrakat dalam bentuk simpapan berupa giro,
deposite berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atan bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu :

! Jumiak Bank di Indanesia Akan Diciutkan, wiw.indonesia go id, diskses pada tanggal
& Februari 2009
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B. Memberikan kredit:

C. Menerbitkan surat pengakuan barang:

D. Membeli, menjual atau menjalin atas risiko sendiri maupun untuk
kepentingan dan atas perintah nasabshnya :

1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang
masa berlakanys tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam
perdagangan surat-surat dimaksud;

Z. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainya vang masa
berlakunya tidak lebih lama dari kebiassan dalam perdagangn
surat-surat dimaksud;
kertas perbendabaraan Negara dan Surat Jaminan Perperintah;
Sertifikat Bank Indoncsia (SBI);
abligasi;
surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tabun;
instrament surat berbarga lgin yang berfangka waktu sampai
dengan 1 (satu} tahun,

E. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk

B S L

kepentingen nasabah;

F. Mencmpatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana
kepada baok lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi
maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

(3. Menerima pembayaran dari tagiban atas serat berbarga dan melakukan
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

H. Menyediakan teropat untuk meyimpan barang dan surat berharga;

1. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan
suatu kontrak;

1. Meiakukan penempatan dana dari nasabah kepada pasabah laionya dalam
bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

K. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam
hal debitur tidak memenuhi kewsjibannya kepada bank, dengan ketentuan
agunan yang dibeli tersebut wajib dicaitkan secepatnya;
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L. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali
amanat;

M. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil
sesuat dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah,

N. Melakukan kegiatan lain yang lazim oleh bank sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-undang ini dan persturan perundang-
undangan yang berlaku.

Kemudian dalam usaha bank, terdapat beberapa kegiatan yang dijalankan
secara konvensional dan prinsip gyariah. Kegiatan yang didasarkan pringip syarizh
adalah, menurut UU Perbankan Pasal 1 bufir 13, adalah aturan perianjian
berdasarkan hukurmn Islam antars bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana
dan/atau pembieysan berdasarkan pringip bagt hasil (mudharabaeh), pembiayaan
berdasarkan prinsip penyertaan miodal fmusyarakal), prinsip jual beli barang
dengan memperoleh keuntungan (munrabahah) ataw pembiayaan barang modal
berdasarkan prinsip sewa murni tanpa piliban (¥arah), atau dengan adanya pilihan
pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihek bank oleh pikak lain
{ljarah wa igtina}.

Daiam bank umum, kegiatan perbackan dengan prinsip syarish mulai
banyak diprakiekkan. Sebagai contoh adaleh Bank Mandiri yang mendivikan unlt
usaha Syarizh dengan nama Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI yang memiliki
BNI Syariah. Namun ada juga bank yang didirikan berdedikasi terhadap prinsip
syariah, yakni PT Bank Muamalat Syariah Tbk,

PT Bank Muamalat Syaiah Tbk, didirikan pada tahun 199! dan mulai
beroperasi pada bulan Mei 1992 dan diprakarsai oleh Majelis Ulamsa Indonesia
{(MUI}, Pemerintah Indonesia dan mendapat dukungan dari eksponen lkatan
Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) dap beberapa pengusaha mustim®
Bank Muamaliat merupakan cikal bakal dari Bank Syariah. Secara umum, kegiatan
bank syariah terbagi dalam 4 kelompok besar yang masing-masing memilki
bentuk-bentuk uszhanya sendiri-sendiri, yaitu®

* H. Zainuddin AR, Hukum Perbankan Syariuh, Jakarts: Sinar Grafika, him, 1011
? 1bid, him. 21430
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a. Bentuk-bentuk Produk Bank Syariah

L

o W

Pasar Modal;

Reksadana Syariah;

Pasar Uang dan Produk Perbankan Syariah;
Asuransi dan Dana Pensiuan Syariakh;
(Gadai Syariah;

b. Bentuk Penghimpuan Dana Bank Syarish

i

Wadi'ah

Yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu
maupun sebagai suaty bentuk hukum Titipan tersebut harus dijaga
dengan baik, karena dapat diambil oleh pemiltknya sewaktu-wakiu.
Titipan tersebut dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh penerima titipan
dengan menerima hasil dan syarat bshwa pemberi titipan harus
mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut.

2. Mudhargbah

Mudrabah adalah kerjasama antara dua pihek dimana shahibul masi
menyediakan modal sedangkan mwdbarib mejedi pengelola dana
dimana keuntungan dap kerugian dibagi menurut kesepakatan dimuka®,
Filosofi dari Mudharabah adalah bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan
dengan berbagai kelebihan dan  kekusangan  Untok  terciptanya
keseimbangan yang berpunya atau berkelebihan membantu yang tidak
mempunvai atau berkekurangan dengan cara yang adil. Dikenal sebagai
profit sharing.

. Murabahak (pembiayaan dengan margin)

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tarmbahan keuntungan
yang disepakati dan tidak perlu terlale memberatkan calon pembeli.

. Bai Bi As-Saman ‘Ajil

Adalah suatu perianjian pembiayaan yang disepakati antara bank denpan
nasabahnya, vaitu pihak bank menyediakan dana pembelian

5, diakses tanggal § Febroary 2009
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barang/asset yang dibutuhkan oleh nasabah wntuk mendukung suatu
usahan atau proyek.

. Musyarakan

Merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk
melakukan suaty usahah tertentu. Masing-masing pihak melakukan
usaha dimaksud, memberikan kontribusi dana {atau ama/expertise)
berdasarakan kesepakatan babwa keuntungan dan resiko akan
ditanggung bersana sesuai kesepakatan ketika melakukan akad, Akad
ini sering discbut sebagai profit and loss sharing.

¢. Bentuk Penyaluran Dana Bank Svariah

i.

Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli;
1.1 Pembiayaaan Murabahah;

1.2 Pembiayaan Salam;

1.3 Pembiayaan Istishna;

1.4 Pembiayaan dengan Pringip Sewa (ijarah).
Pembiayaan dengan Prinsip Bagt Hasil
2.1 Pembiavaan Musyarakah;

2.2. Pembiayaan Mudharabah;
Pembiayaan Prinsip Akad Pelegkap
3.1 Al-Hawalsh;

3.2 Gadai {Rahn};

3.3 Garansi Bank (Kafalah);

3.4 Perwakilan {Wakalah)

d. Produk Umum Perbankan Syariah

1.

=T NN

Mudharabah;
Murabahah;

Bai Bi As-Sman ‘Alil
Musyarakah;
Wadi’ah;

Ljarah;
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7. Qard Al-Hasan;
& lasa Bank.

Jenis kegiatan yang dijalankan oleh Perbankan Syarish dengan Bank
Konvensional tidak jauh berbeds. Hanya saja dalam pringip bagi hasil
telah memberikan keuntungan tersendiri bagi perbankan syarinh. Sebagai bukti
adalah ketika terjadi Krisis Moneter pada tahun 1997, di mana semua bank
konvensional yang pada saat itu berjumlah 240 Bank mengalami likuidasi. Namun
berbeda dengan kondisi yang dialami oleh perbankan syariab.

Mereka selamat dani krisis dikarenskan Bank Syariah tidak memiliki
kewaiiban untuk membayar bunga simpamannya, melainkan mereka hanya
membayar bagi hasil yang jumlahaya sesuai dengan tingakat keuntungan yang
diperolah dalam sysiem pengelolaan perbanken syarizh. Bagi hasil ternyaia
menyelamatkan perbankan syariah dari negative spread”. Oleh karena itu banyak
perbankan konvensional yang mulai melirik usaha ataupun perbankan syariah
Ciri khas dari perbankan atau usaha syariah dapat dilihat dari hal-hal betikut®:

a. Dalam meperima fitipan dan investasi, harus sesuat dengan fatwa

Dewan Pengawas Syariah;

b. Hubungan antara investor {penyimpanan dana), pengguna dana dan
Lembaga keuangan Syariah sebagai intermediasi  institution
berdasarkan kemitraan, bukan bubunpan debitor-kreditur,

¢. Bisnizs Lembaga Keuangan Syariah bukan hanys dimiliki berdasarkan
prafit oriented, tetapt juga falak oriented, yakni kemakmuran di dunia
dan kebahagiaan di akhirat,

d. Konsep yang digunakan dalam transaksinya didasarkan pada prinsip
kemitraan bagi hasil, jual beli atav sewa menyewa guna {ransaksi
komersisl dan pinjam meminjam (garadb/iaedit) guna transaksi sosial

komersial sosial,

* Op.cit, him. 3
¢ Ibid. Bim. 59
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¢. Lembaga Kevangan Syariah hanya melakukan investasi vang halal dan

tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam,

Ciri yang ditonjolkan oleh Perbackan atau Lembaga Kevangan Syariah
adalzh pola kemilraan yang berpegangan pada pandangan atau ajaran Islam.
Ketika suatu transaksi digolongkan ke dalam transaksi tidak halal atau haram dan
merugikan orang lain, maka transaksi tersebut akan dijaubkan. Karena transaksi
vang dilakukan tidak hanya berpedoman pada profit oriented pamun juga pada
tujuan akhir hidup, yaity surga. Maka ketika fransaksi dilskukan dan ternysis
haram serta merugikan orang lain, kenmuingkinan besar akan kehilangan surga atau
tidak masuk surga. Hal-hal seperti inflah yang membedakan perbankan
konvensional dengan perbankan atau Lembaga Kevangan Syariah, Atas dasar ini
banyak perbankan konvensional melakukan atsn mendirikan unit usaha syariah
dan bahkan beberapa investor mendirikan Bank Umum Svariah,

Perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah adalah menorut
Undang-undang Neo.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syaraibh (untuk
selanjutnya discbut Undang-undang Syariah} Pasal 1 butir I Perbankan Syariah
adalah segala sesuatu yang menyangkut fentang Bank Syariah dan Uit Usabs
Syarizh, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serts cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatun usahanya. Butir 7 Undang-undang Syarish menvebutkan
Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan
Prinsip Syariah atauw unit kerja di kentor cabang dari sustu bank vang
berkedudukan dv Juar npegeri yang wmelaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional vang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang dari suatu
bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaba secara
konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu
syariah dan/atau unit syariah, UUS berada dalam bark umum konvensional.
Berbeda halnys bank umum syariah, yang memang dari awal didirikan bertujuan
untok menjalankan usaha perbankan dengan menggunakan prinsip syarieh. Dalam
butir {7 menyebutkan prinsip hokum Islam dalam  kegiatan perbankan
berdasarkan fatwa yang dikeloarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan
dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
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Menurut data Karim, Januari 2008°, pada tahun 2006 telah berdiri
perbankan dan Unit Usaha Syariah sebanyak 3 Badan Usaha Syariah, 20 Usaha
Unit Syariah, dan 105 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, kemudian pada tahun
2007 bertambah menjadi 6 unit usaha Syariah baru yakni BPD DY, Bank Sulsel,
Bank Nagari, Bank Jatim, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Lippo Syariah,
maka tidak mengherankan jika banyak bermunculan bentuk usaha syariah
Pendirian kegiatan usaha syariah dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cars, yaitu®:

1} Bank Umum vang telah memiliki UUS, mengakusisi bank yang relatif
kecil, mengkonversinya menjadi bank syariab dan melepaskan serta
menggabungkan UUS yang dimilikinya dengan bank barmm yang tclah
dikonversi tersebut,

2} Bank Umum Konvensional yvang belum memiliki UUS, melakukan
tindakan mengakuisisi Bank yang relatif kecil kernudian mengkonversinya
menjadi syariah,

3) Melakukan Spin Off (pelepasan) UUS menjadi Bank Utum Syariah.

Untuk butir 1 dan 2, lebih dikenal dengan bentuk Akuisisi, sedanpkan

untuk Spin OfF belem dikenal dan diperlukan pengaturan lebih lanjut. Adapun
definisi Spin Off adalah

1) Spin Off adslah organisasi, objek atau entitas baru vang merupakan
hasil pemisahan atau pemecahan dari bentuk yang lebih besar’.

2} “Historically, spin off were used by established corporations to divest
themselves of on wnderperforming division or a part of the business
which was incompatible with the core of the paren{”m

Terjemahan bebasnya adalah: Secara historis, Spin-Off berarti

pemisahan suatu unit usaha yang kurang baik atau unit usaba yang

memiliki perbedaan prinsip dengan perusahaan induk.

? peshankan Syariah 2008 : Evaluasi, Trend dan Proyeksi,
htorfwww karinconsalting comfnew/fikes/Artikel 81 perhankan svarish.odf diakses tanggal
& Februari 2009

¥ Ibid.

? Wttp:#fid wikipedia.orp/wikifSpin-off, diakses tanggal 9 Februari 2069

" Copaorate Spin Offs and Federat Securities Law, hitp /fwwwihagsniaw com/docy/Spin-Offs. odf,
diakses tanggal & Februari 2005,
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3y "An independeni compuny created from an existing par! of another
company through a divestiture, such as a asale or distribution of new
shares'™

Terjernahan bebasnya adalah Suatu Perusahaan yang tienbul dari suatu

perusahaan lain dengan cara penjualan ataupun distribusi saham baru.

Secara uwmum terlihat dari definisi tersebut di atas Spin-Off adalah
kegiatan pembentukan badan bukum, organisasi, objek afau enlilas baru yang
berasal dari sebuah bentuk yang lebih besar.

Baik dalam lndang-undang Syariah maupun dalam Peraturan Bank
Indonesia, tidak menjelaskan definisi atau pengertian dari Spin Off. Tetapi dalam
Undang-undang Syarigh dapat ditafsirkay bahwa Pelepasan atan lebih dikenal
dengna, Spin Of, adalah pelepasan atau pemisahan unit usshe syariah suata bank
umum konvensional menjadi Bank Umun Syariah.

Penafsiran in sesnai dengan Pasal 68 (1) Undang-undang Svarish yang
berbunyi. Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS (unit Usaha
Syariah) yang nilai asetnya telabh mencapai paling sedikit 50% (Lima Puluh
Persen) dari total nilai asset induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya
Undang-undang ind, maka Bank Umum Konvensional dimaksud waiih melakukan
Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umuim Syarizh

Dalam pasal tersebut menetapkan syarat pelepasan 1JUS menjadi Bank
Umum Syariah, scbagai berikut :

1. Subjek hukumnya Bank Umuro Konvensional yang memiliki UUS

Bank Umum Konvensional, menurut Undang-ondang Syarish, adalah
Bank Konvensional vang dalam kegistannya memberikan jasa dalam
lalu fintas pembayaran. Sedangkan UUS, menwunt Undang-undang
Syariah, adalah Unit Usaha Syariah atau UUS adalah unit kerja dari
kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor
induk dari kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan

' hitpiwww investorwords.com/464 7/spinofT himl, diskses pada tanggal ¥ Februari 2009
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Prinsip Syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang
berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional vang berfungsi sebagai kantor induk dari kamor cabang
pembantu syariah dan/atau unit syariah,

2. Bank Umum Konvensional memiliki asset atau telah mencapai asset
paling sedikit 50% (Lima Puluh Persen) dari nilai asset induknya.
Ketentuan ini untok memberikan kepastian dan jaminan aset serta

permodalan yang baik dan kuat bagi UUS untuk dapat berdiri sendiri.

3. Pemisahan UUS menjadi Bapk Umum Syarish wajib dilaksanakan
selambat-lambatnya 15 tahun seisk berlakunya Undang-undang ini.
Dapat diartikan bahwa Pemerintah berencana untuk menggintkan sektor
Perbankan Syariah '

Namun yang patut untuk dicermati adalak proses pemisahan UUS menjadi
Bank Umum Syariah. Pada Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun
2007 (untuk selanjutuya disebut Undang-undang PT) Pasal 1 butir 12, yang
dimaksud dengan Pemisahan adaleh perbuatan hukum vyang dilakukan oleh
Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan
pasiva Persercan beralih karena hukum kepads dua Perseroan atau lebih atau
sehagian aktiva dan pasiva Perscroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan
atan lebih berbeda dengan peleburan atau pengambilaiihan atau merger dan
skuisisi. Pemisahan memcermunkan adanya satu baden usaha yang memisabkan
diri baik secara hukum maupun perikatan dsri perusahaan induk dan membentuk
perusahaan tersendiri.

Peleburan atau pengambilalihan menurut Undang-undang PT adalah
perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Persercan atau lebih untuk meleburkan
diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukam mempereleh
aktiva dan pasiva dari Perseroan vang meleburkan diri dan status badan bukum
Perseroan yang meleburkan  diri berakhir  karena  Iukum, sedangkan
Pengambilalihan adaiah perbuatan bukum vang dilskukan oleh badan hukum atau

Tinjauan Hukum..., Arief Budiman, FH UJBISMERSITAS INDONESIA,
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prang perseroan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan
beralihnyva pengendalian atas Persercan torsebut.

Mengingat bahwa persisaban atau Spin-Off merupakan hal yang baru di
Indonesia, maka dirasa perlu untuk meneliti dan mengkaji secara intensif dalam

sebuah penelitian yang berjudul

“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN KEBIJAKAN
SPIN OFF PADA UNIT USAHA SYARIAH”

B. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di stas, maka dapat
diidentifikasikan beberapa permasatabarn, yaitu;
f. Bagaimanakah pererapan kebijakan Spin-Off pada Unit Usaha
Syariah?
2. Apakeh permasalehan yang muncul sehubunpan dengan penerapan
Kebijakan Spin-Off?

Tinjauan Hukum..., Arief Budiman, FH Ul MVERSITAS INDONESIA
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C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penclitian pada hekekalnya adalash untuk mendapatkan dan

mengungkapkan sesuatu vang hendak dicapai oleh seorang peneliti*® .

1.

Adapun {ujuan pokok penclitian ini adalah
Untuk mengetahui mengenai  penerapan  Kebijakan Spin-Off pada
Perbankan Umum Syariah.

2. Untuk mengetabui permasalahn yang timbul sehubungan dengan

penerapan Kebijakan Spin-Off

Manfaat pokok dari penelitian ini adalah:

L.

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan-bahan yang akan
diberikan dalam mata kuliah ilmu bukurn, terutama hukum perbankan, dan
diharapkan juga aksn bermanfaat untuk memberikan kontribusi
pemikiran bagi pihak-pihak yang merasa tertarik dalam masalah vang akan
dibahas.

Manfgat Prakiis

Hasil penelitian ini dibarapkan dapast memberikan informasi kepada
masyarakat mengenai Kebijakan dan Peraturan yang berlaku di bidang
perbankan di Indonesia.

. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penclitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada
masyarakat mengenai Kebyjakan dan Peraturan yang bexlaku pada bidang
perbankan di Indonesia.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

[

Kerangka Teori
Keberadaan Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan.
Keduanya saling menyatu, di mana terdapat masyarakat pastilah terdapat

2 Seeriono Soekanto, Pengantar Penelition Hukum, cet. 3, Jakarta: Ul Press 1936, Him. §
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pula Hukuem. Hukum yang berlaku dalam masyarkat berawal dari
kebiasaan yvang kemudian tumbub menjadi norma dan akbirnys menajadi
hukum. Hukum #u sendiri bisa berupa hukum tertulis maupun hekum
tidak tertulis.

Tidak dapat dipungkici bahwa hukum tidak dapat dipisabkan dari
masyarakat, keduanya saling mempengaruhi. Hidup tumbub dan hidup
dalam masyarakat dan relasi masyarakat dipengarchi oleh hukum, bahkan
hukum mengatur relasi-relasi sosial dalem interaksi dengan sosial yang
aca, antara individu demgan imdividu, mdividu dengan lernbaga dan
sebaliknya.

Hukum dipandang dari sudut pandang sosial. Menurut Selznick
hukum dilihat dari sudit pandang sosizl menghasilkan 3 (tiga) urutan,
yvakni Sociclogical Juwrisprudence, Sociviogy of Law don Legal
Socislogy’. Menurut Sociological Jurisprudence, hukum memfokuskan
diri pada perbuatan dan prinsip-prinsipnya dan keberlakukan secara efektif
pada masyarakat. Para pemikir ini harus melibat bahwa hukum hanis
berjalan seiring dengan perubshan masyarakat,

Kemudian Sociology of Law, melihat bahwa hukum merupakan
bagian dari masyarakat yang ada Hukum menjadi variabel dalam
masyarakai bersama-sama dengan variabel yang lainnya. Dalam urotan ini,
hukum sangat bergantung pads masyarakat. Unwtan sclanjutnya adalah
Legal Sociology. Agaran ini mescoba untuk mengintegrasikan antarg
Soctelogical furispudence dengan Sociology of Law. Ajaran ini mencoba
untuk menjadi jembatan antara ilmo normatif, ilmu hukem, dengan ilmu
empiris, sosiologi.

Adapun Tujuan Hukum yang diciptakan dan berlaku pada
masyarakat di suatu Negara akan berlaku sebagai Hukuem Positif memiliki
makna keberadaan bersami dan dilingkupi oleh jiwa rakyat vang terikat
dalam ruang dan wakt tertentu, Hukum muncul karena adanya semangat
atau roh rakyatl yang hidup dalam tiap individu vang menghendaki adanya
hukum tersebut. Pembentukan hukum positif dapat dilihat dari bukii yaitu

** Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullan, Penganiar Ke Filsafat Hukem, Jakarta
Kencana Presads Media Group, 2007, hlm. 125-12]
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adanya hukum tersebul. Pembentukan hukum positif dapat dilihat dari
bukti yaitu adanya pengakuan dari masyarakat yang bersangkutan secara
faktual. Pengakuan itu sebagai perasaan internal bersama yang dimiliki
oleh masyarakat. Hal ini dilihat dari adanya tuntutan pemberlakuan hukum
yang bersangkutan. Yang kedua terlihat dari sikap tindak atau perilaku
masyarakat yang telah terjadi lama sekali dan telah menjadi fakta historis.
Hukum positif terbentuk sesuai dengan perjalanan dan perkembangan
masyarakat'’.

Melihat perkembangan dan pertumbuban masyarakat maka dirasa
perlu untuk merancang dan menerapkan suatu hukum yang mampu
mengakomodir atau menjembatani perkembangan dan pertumbuhan
tersebut. Hukwm dapat diharapakan akan menghilangkan daerah abu-abu
(Grey Area). Selain itu hukum diharapkan untuk menjadi fus Constitutum

dan fus Constituendum,

. Rerangka Konsepsional

Untuk membatasi definisi vang akan digunakan dalam melakukan
penelitian, maka akan digunakam definisi yang berkaitan dengan tema
penelitian ini.

Definisi dalam penelitian ini mencakup:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan/atan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatn vang menyangkut fentang
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakop Kelembagaan, kegiatan
usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam

kegiatannta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,

“ 1hid, Blm. 137.
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Bank Syariah adalah Bank vang menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkanr Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdirt atas Bank Umum
Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalum kegiatannya
memberikan jasa dalam lalo lintas pembayaran.

Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalh
dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta
mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah,

Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya discbut UUS, adalah unit
kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai
kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanskan kegistan usaha
berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja dikantor cabang dari suatu
Bank vang berkedudukan di fuar neperi yang melakasanakan kegiatan
usaha secara konvensional yang berfungsi sebagal kantor induk dari kantor
cabang pembantu syariah danfatau syariah.

Spin-Qff adalah organisasi, objek atau entitas baru yang merupakan
kasil pemisahan atau pemccahan dari bentuk yang lebih besar.

“Historicaily, spin off were by established corporations to divest
themselves of an underperforming division or a part of the business which

was incompatible with the core of the parent”.

E. METEDOLOGI PENELITIAN
Adapun metode penelitian yang digunakan adalzh

I,

Tipe Penelitian

Tipe Penelittan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

Sifat Penelitian

Sifat Penelitian dalam penlisan ini adalah deskriptif analistis, yaitu suatu
metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu
kondisi, suatu system permkiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa
sekarang, yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-

undarigan yang relevan untuk meneliti permasalahan yang ada,
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Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat

deskripsi, gambaran, atan lukissn secara sistematis, faktual dan akurat

mengenat fakia-fakta, sifat-sifat serts hubungan antar fenomena yang
diselidiki'®,

3. Data

a. Sumber data
1} Sumber data sclunder

Data sckunder diperoleh dari bahan-behan pustaka melalui
kegiatan studi dokumen yang terkait dengan pokok pembahasan,
Data sekunder mencakup':

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,
seperti norma atau kaideh dasar (Pembukaan UUD 1945),
peraturan perundang-undangan serta peraturan vang dikeluarkan
oleh Bank Indonesia seperti Peraturan Bank Indonesia.

b) Bahan hukum sekunder, vang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukumn primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, jornal
dan seterusnya.

¢} Bahan hukum tersier, yaitv bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder;
contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan

seterusnya.

b, Cara dan alat pengumpulan data

Metode vang digunakan sebagai sumber untuk memperolah data dalam
uszha mencapai tujuan penclitian adalah sebagai berikut:
1} Msatode Kepustakaan

Dalam hal ini penulis mengambil acvan dari buku-buku, tulisan-
tulisan peraturan perundang-undangna yang berkaitan deogna topik
pembahasan. Metode kepustakaan ini dilekukan dari teori dasar
schubungan dengan pokok permasalahan yang dibshas.

* Mobammad Nagzir, Metode Penelitian cet, 3, Jakarte: Ghalia Tndonesia, 1988, him. 63

" 1bid, bim. 13
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2} Wawancara akan dilakukan dengan peiabat vang berwenang dan

berkompeten dalam bidang n), utuk mendukung studi penelitian

c. Analisis Data

Dari data dan informasi yang telah terkumpu!l, akan dipilih dan
disesuaikan dengan topik pembshasan penelitian yang relevan tentang
hukum perbutuhan. Kemudian data ini diolah secara kualifikatif, vaitu
menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan uraian kalaimat
yang dapat dimengerti, dipahami dan dapat dipertangpungjwabkan

secara alamiah'?,

Y Soerjone Sockants, Op.cit. him, 32
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F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penetitian ini terdiri dari 5 (Lima) bab, di mana

masing-masing bab akan diuraikan pokok pembahasan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan diuraikan & {enam) sub bab, yaitu mengenai latar
belakang masalah, identifikasi masalah, tyjuan dan manfaat penelitian,
kerangka pemikiran, metedologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB I : TINJAUAN UMUM TERHADAP PERBANKAN SYARIAH
Dalam bab ini akan membabas mengenat Unit Usaha Syariab mulai dari
sejarah, pembentukannya dan pendiriannys dalam perbankan umum
Konvensional serta proses pendirian dan pembentukan Bank Umum
Syariah.

BAB I : KEBIJAKAN SPIN-QFF PADA BADAN HUKUM
Bab ini akan membshas mengenai kebijakan Spin-0f Mulai dari latar
belakang munculnya sampai dengan penerapannya dalam perbankan,
Selain itu skan dipaparkan moengenal manfaat penerapan Spin-Off pada
perbankan,

BAR VI : PENERAPAN SPIN-OFF PADA PERBANKAN KONVENSIONAL
Pada bab ini akan membahas mengenai pencrapan Spin-Off pada badan
hukum perbankan. Selain ftu akan divraikan juga mengenal penerapan
sampai dengan manfaat yang akan diperoleh dengan pelaksanaan tersebut,
baik negatif maupun postitif.

BAB V : PENUTUP
Bab ini berisi mengerai kestmpulan terhadap keselurchan matert vang

telah divraitkan pada bab sebelumnya disertal dengan saran sebagai hasil
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pikiran penulis, yang diharapkan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan
pada umumnya dan dunia perbankan pade Kinsusnya.
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BAB I
TINJAUAN UMUM TERHADAP PERBANKAN SYARIAH

A. SEJARAH PERBANKAN

Bank, adalah suatu kata tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Menurut
Undang-undang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana
dari magyarskat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup orang banyak. Jika Baok adalsh mengenai badan usahanys, maka
perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut fentang bank, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan
usahanya.

Perbankan telah ada sejak »aman Babilonia kemudian berkembang ke
wilayah Yunani dan Romawi. Pada awalnya prakiek perbankan terbatas pada
tukar menukar vang, yang kemudian berkembang menjadi usaha menerima
tabungan, menilipkan ataupun meminjamkan vang dengan memungut bunga
pinjaman, Pads zaman Babilonia, prakiek perbankan didominasi dengan transaksi
peminjaman emas dan perak pada kalangan pedagang yang membutuhkan dengan
tingkat bunga 20 % (dua puluh persen) per bulan. Bank ini disebut Bank Of
Babylon. Kemudian mengalami perkembangan di Yunani. Praktek perbankan
pada masa torsebut berkembang menjadi penerima simpanan uang dari
masyarakat untuk kemudian digalurkan pada kalangan bisnis. Penghasilan didapat
dengan menarik biaya dari jasa tersebul, Pada zaman Romawi, prakick perbankan
berkembang lagi. Pada masa ini usaha perbankan meliputi praktik tukar menukar
vang, menerima deposito, memberi kredit, dan melakukan transfer dana. Pada
masa ini juga bermunculan bank-bank swasta'®,

Lebih lanjut, era perbankan modern dimulal pada abad 16 di Inggris,
Belends dan Belgia. Pads masa tersebut bermunculan pengaturan mengenal
piriaman atau kredit. Kredit dapat digolongkan ke dalam 3 (tigs) bagian yaitu

¥ Tatok Budisantosa dan Sigit Triandam, Bank don Lembagae Keuangan Loin, Jakarin: Sslemba
Ewmpat, 1986, bim 4.5,

UNIVERSITAS INDONESIA
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kredit penjualan, kredit wesel dan kredit faut. Kredit penjualan dikhususkan untuk
membantu pembelian hasil-hasil panenan dan membantu para produsen, Kredit
wesal digunakan uniuk pengiriman vang kelnar pegeri. Kemudian kredit laut
dikhususkan untuk para pembuat,

1. SEJARAH PERBANKAN DI INDONESIA

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari sejaral Hindia Belanda.
Pada masa terscbut bank yang pertama kali berdiri adalzh Bank van Leening
tahun 1746, kemudian Nederiandsche Handel Maatschapij pada tahun 1824, De
Javasche Bank tehun 1828, Escompiobenk tehun 1837 dan Nederlandsche
Indische Handelsbank tahun 1864'%. Pada masa tersebut struktur perckonomian
negara masih dipengaruhi oleh dominasi kolonial Belanda.

Ketika tahun 1953, melaini Undang-undang Pokok Bank Indonesia yang
dikelnarkan pada tanggal 1 Juli 1953 lahirlah Bank Indonesis. Tugas Bank
Indonesia pada wakiu itu adalah untuk mengawest bank-bank. Namun, aturan
pelaksanaannya sendiri tersebut barn ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.
1 tahun 1955, Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia telah
membuahkan hasil, yaitu terungkap praktek yang tidak wajar, seperti penyetoran
modat fiktif atau bahkan praktek bank dalamy bank. Untuk membersihkan praktek
dan mengatasi kondisl seperti i maka pemerintah mengeluarkan Keputusan
Dewan Moneter No. 25/1957 yang melarang bank-bank unmok melakukan
kegiatan di luar kegiatan perbankan,

Seiring dengan perkembangan perbankan pada masa it dan mulai
membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia, diputuskan untuk melakukan
nasionalisasi. Nasionalisasi adelah keglatan pengambilalihan  perusahaan-
perusahaan milik Belanda, termasuk bank. Ketentoan nasionalisasi terdapat dalam
Undang-urdang Nomor 86/1958 yang berlaku surut hingga 3 Desember 1957,
Adapun bank-bank yang dinasionalisasi adalah

a. Nuationale Handelsbank yang pade tahun 1959 menjadi Bank Urmum

Negara (BRUNEG),

 nooSfww bigo id/NR/rdonlyre/D I FCTFE4.7400-4A35-B02 1 -
A4596387C20A/824/Seinrah PerbankanPerivde 19531950, pdf, diakses pada tanggal 2 Maret 2009
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b. Escomprobank yang pada tabun 1960 menjadi Bank Dagang Negara
(BDN),

¢. Nederlandsch Harndel Mamschappij N.V. (Factorii} vang pada tahun
1957 digabungkan ke dalam Bank Tani dan Nelayan (BKTN) yang
merupakan hasil peleburan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Bank
Tani dan Nelayan (BTN).

Sedangkan untuk bank-bank yang dimiliki bukan oleh Belanda, pada tahun
1950-an dinyatakan ditutup oleh pemerintah. Bank tersebut antara lain adalah
Ohverseas Chinese Banking of China, serta Hongkong and Shanghai Banking
Corp. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Mo, 2/1959.

Perkembangan perbankan kemudian berlanjut. Pada sekitar tabun 1959, di
mana ekonomi dilaksanakan secara terpimpin, perbankan dituntut untuk berperan
schagai alat perjuangan. Afas dagar fersebut nuncullah doktrin “Bank Berdioang™
dan Bank Tunggal’. Dalam rangka pelaksanaan Bank Tunggal, maka pada
tangpal 17 Agustus 1965 dibentuklah bapk Tunggal, yang merupakan hasil
peleburan antara Bank Indonesia dengan Bank Pemerintah. Tujuan pembentukan
Bank Tunggal adalah agar kebijakan pemerintah di bidang moneter dan perbankan
dapat dijalankan secara cfisien, efektif dan terpimpin. Sejak saat itu Indonesia
mempunyai 3 (tiga) bapk pemerintah, yaitu Bank Negara Indonesia {bank
tunggal), Bank Dagang Negara, dan Bank Pembangunan Indonesia, namun seeara
operasional terdapat € bank pemerintah yang berjalan sesual dengan fungsi
masing-masing BNI Unit I (BKTHN), BNI Unit IIT (BNI), BNI Unit IV (BUNE®),
BNI Unit V (BT) BDN dan Bapindo.

Sebagai akibal dari ekonomi terpimpin adalah pemerintah menghentikan
untuk sementara perizinan bagi pendirian bank umum dan bank tabungan swasia
akibat adanya peninjauan kembali jumlah bank swasta serta adanya gejala
persaingan tidak sehat amtar bank. Kemudian pada tahun 1964, pemerintsh
membuka kemball perizinan bagi bank umum dan bank tabungan. Namun
perizinan bagi bank umum ferbatas di luar kota besar (Jakarta, Surabaya,
Semarang, Bandung, Medan, Palembang dan Makassar} sedangkan tidak ada
persyaratan bagi perizinan bank tabungan. Selain perizinan bank tersebut,

® hiinZrerww bi g id/NR/rdonlyres/D1 FCIPE4-7400-4A 35-B02 1
A4596387C20A/825/SejarahPerbankanPeriode] 9591966 pdf, diakses pada tanggal 2 Maret 2009

UNIVERSITAS INDONESIA
Tinjauan Hukum..., Arief Budiman, FH Ul, 2009



Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada Bank asing untuk membuka
perwakilan di Indonesia dengan ketentuan tidak diperbolebkan untuk menarik
dana dari masyarakat dalam negeri melalui giro dan deposite serta ketentuan
bahwa saham yang dikeluarkan harus atas nama WNI atau badan hukum
Indonesia yang dimiliki oleh WNI, Ketentuan ini diperuntukkan untuk mencegah
penyusupan unsur asing dan menghindari dominasi kelompok terientu atas bank
swasta nastonal,

Karena kondisi politik yang masih tidak menentu, maka kebijakan
perekonomian pun juga berganti-ganti. Pada tabun 1965, Sistem Ekonomi
Terpimpin terhenti seiring timbulnya G 30S/PKI*'. Tahun ini diawali dengan
kelahiran Kabinet Ampera yang menggantikan Kabinet Dwikora, yang memiliki
tugas untuk melaksanakan pregram stabilitasi dan rehabilitast yang berkonsentrasi
pada pengendalian inflasi, pencukupan penghidupan pangan, sandang. Dalem
rangka tugas tersebut, maka perlu didokung oleh sektor kevangan dan perbankan.
Sektor keuangan dan perbankan merupakan prioritas utama, dengan melakokan
penataan kembali perbankan yang diatur dalam Undag-undang No. 1471967
tentang Pokok-Pokok perbankan tertanggal 30 Desember 1967 dan penataan
kembali Bank Indonesia melalui Undang-undang No. 13/1968 tentang Bank
Sentral tertanggal 7 Desember 1968,

Undang-undang ini menghapuskan kebijakan Bank Tunggsl Bank
Tunggal dihapuskan dan Bank pemerintah dimunculkan kembali. Sehingga pada
saat selain Bank Indonesia selaku bank sentral, terdapat pula bank-bank lainnya
seperti Bank Negara Indonesia 1946 (BNI), Bank Bumi Daya (BBD), Bank
Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Ekspor Impor
Indonesia, Bank Dagang Negara (BDN), dan Baok Pembangunan Indonesiz
{BAPINDG). Guna memperbaiki sektor keusngan dan perbankan, maka
pemerintah pada waktu membentuk Badan Musyawarah Perbankan (BMP) pada
tahun 1967. Tujuan pendirian BMP adalah votuk membantu pemerintah dalam
merumuskan ketentuan tentang tata cara pendirian bank, konsep peraturan kliring
bary dan pendekatan guna penyelesaian perdata dalam perbankan. Kondisi di
tahun 70an tidak menggembirakan bagi sckfor keuangan dan perbankan di tanah

 hitpiweew bl go J/NRirdonlyres/DI FCIFES. 78004 A 358021
A4596387CI0A/R26/SejarahPerbankanPerinde] 9661983 pdf. diakses pads tanggal 5 Maret 2009
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air. Kondisi ini merupakan akibat dari banyaknya jumiah bank swasta vang
beredar di tanah air. Sehingga pemerintah bersama dengan Bank Indonesia
melakukan upaya penertiban bank swasta melalui Program Penertiban Swasta
Nasional. Upaya yang dilakukannya adalah dengan penghentian pemberian izin
bara dan penyederhanaan jumlah bank dengan cara merger dengan reward dan
enforcement. Program ini membuabkan hasil, bank berkurang menjadi 77 di tahun
1980 dari awaluya 129 bank pada tabun 1971, selsin mengurangi jumlah bank
yang ada, program ini juga ditujukan untuk menghimpun dana masyarakat,

Penghimpunan dana masyarakat dilakukan oleh Bank Indonesia dilskukan
dengan cara mengeluarkan atau mengenalkan produk-produk tabungan seperti
TABANAS (Tabungan Pembangunan Nasional) dan Taska (Tabungan Asuransi
Berjangka). Selain menghimpun dana dari masyarakat, pemerintah dan Bank
Indonesta juga menggiatkan program pemberian kredit kepada masyarakat. Bank
Indonesia mengeluarkan KILBI (Kredit Likoidasi Bank Indonesia) untak
menggalakkan sektor usaba kecil seperti KIK/EMKP (Kredit Investasi Kecil/
Kredit Modat Kerja Permanen). Sejarah perbankan telah memunculkan dua jenis
perbankan, yani Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Menurut UU Perbankan, yang dimaksudkan Bank Umum sdalah Bank
yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan
Prinsip Syariah vang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syarigh yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

B. USAHA PERBANKAN

Usaha perbapkan di Indonesia adalah mengenai penhimpunan dan
penyaim dana dari masyaraket, ootk masyarakat dan oleh masyarakat.
Menurut Undang-ondang Perbankan, usaba bank dapat dibagi menjadi 3 {tiga)
jenis usaha, yakni:

1. Menghimpun Dana,

2. Menyalurkan Dana,
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3. Memberikan jasa bank lainnya,

Jenis usaha penghimpunan dana, bank dapal melakukan kegiatannya dengan
berbagai cara, yakni™ :

1. Dana Sendiri,

2. Dana dari deposan,

3. Dana Pinjaman,

4. Sumber dana lain-lain.

Dang sendirt berasal dari proporsi dana sendiri. Dana ini terhitung kecil
apabila dibandingkan dengan total dana vang dibimpun ataupun total aktivanya,
namun begitu dana sendiri merupakan hel yang penting bagi kelangsungan
usahanya. Dara sendixi ini dikenal dengan nama istilah rasio kecukupan modal
(capital adequacy ratic). Apabila CAR suatu bank terlalu rendah, maka
kemampuan bank tersebut untuk bertahan pada saat mengalami kerugian juga
rendah.

Dana dari Deposan dapat berupa Giro, Deposite berjangka, tabunpan,
sertifificat deposito, deposito on csll, dan rekening giro terkait. Giro adalah
simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbithan cek
untuk peparikan tunai atau bilyet giro untuk pernindahbukuan, sedangkan cek atav
bilyet gire ni oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Yang
dirnaksud dengan Deposito berjangka adaleh simpanan yang penarikannya hanya
dapat dilakukan pada waktu tertentu sesual dengan tanggal yang diperjanjikan
antara deposan dengan bank. Deposito merupakan simpanan afas nama, bukan
atas tunjuk, Tebungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan
dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek atan bilyet giro atau
alat lain vang depat dipersamakan dengan ta. Sedangkan sertifikat deposito
merupakan hasil penpembangan dari deposiio berjangka. Sertifikat deposito
adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperjualbelikan. Agar
simpanan ini dapat diperjuatbelikan dengan mudah, maka penarikan pada saat
jatuh tempo dapat dilakukan atas tunjuk sehingga siapapun yang memecgangnya
dapat mencairkannya pada saat jatuh tempo.

2 Op.cit. him. 96-98
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Dana pinjaman yang diperoleh bank, dapat berupa cafl money, pinjaman
antarbank, Kredit Likuiditas Bank Indonesia. Caff Mongy merupakan sumber dana
yang dapat diperoleh bank berupa pinjamen jangka pendek dari bank lain melalui
interbank call money. Pinjaman antarbank dilakukan untuk memenuht kebutuhan
dana yang terencana dalam ranpgka pengembangan usaha atau penerimaan bank.
Sedangkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia adalah kredit yang diberikan oleh
Bank Indonesia terutarna kepada bank yang sedang mengalami kesulitas
likuiditas. Masalah likuiditas terjadi karenma bank kalah kliring atau adanya
penarikan besar-besaran oleh nasabah suatu bank (rusk), seperti yang terjadi pada
tahun 1998,

Selain menghimpun dana, Bank juga melakukan kegiatan penyaluran dana
kepada masyarakat. Penyaluran dana dilekukan dengan cara kredit. kredit adalah
penyediaan uang atau tagiban berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
mepminjam antara baok dengan pihak lain yamg mewajibkan pihek peminjam
untuk melunasi kewajibannya setelat jangka walkiu tertentu®™. Menurut Undang-
undang Petbankan, kredit adalab penyelesaian utang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan #Hu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-
meminjam antara bank dengan pibak lain yang mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi ulangnya setelah jangka wakm tertentu dengan pemberian bunga.
Dalam rangka penyaluran dans kepada masyarakat, barik juga melakukan kegiatan
investasi berupa penanaman dana dalam surat-surat berharga berjangke menengah
dan panjang atau berupa penyertaan Jangsung pada badan usaha lain.

Sedangkan kegiatan laionya yang dilakukan cleh bank, menurut Undang-
undang Perbankan, adalah melakukan trapsfer baik untuk kepentinpan diri sendiri
maupun nasabzh, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat
berharga.

C. JENIS-JENIS BANK

Berdasarkan undang-undang Perbankan, bank dapat diklasifikasikan
menurut berbagai macam kategori, yakni ;

3 ibid. him. 104
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a. Menurut Jenisnya;
1. Bank Umum
Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan
atau berdssarkan Prinsip Syariah  yeng dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam Jah: Hntas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat
Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau
berdasarkan Prinsip Syarigh yang dalam kegiatennya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
b. Menurut Bentuk Hukumnya;
1. Bank Umum
b.1.1. Perseroan Terbatas,
b.1.2. Koperast,
b.1.3. Perusahaan Dacraly,
2. Bank Perkreditan Rakyat
b.2.1. Perusahaan Daerah,
b.2.2. Koperasi,
b.2.3. Perseroan Terbatas,
b 2.4, Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
c. Menurut Kepemilikannya;
i, Bapk Umum
¢.1.1. Warga Negarz Indonesia,
¢.1.2, Badan Hukum Indonesia,
¢.1.3. Warga Negara Indonesia atan Badan Hukum Indonesia
dengan warga negara asing, dan atau badan hukum asing.
2. Bank Perkreditan Rakyat
©.2.1. Warga Negara Indonesia,
¢.2.2. Badan Hukum Indonesia,
¢.2.3. Pemerintah Daerah

¢.2.4. Kombinasi ketiganya.
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Selain pembedaan di atas, juga terdapat pembedaan bank berdasarkan jenis
transaksinya, yaite Bank Devisa dan Bank Non Devisa. Bank devisa adalah bank
vang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan
kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Bank devisa dapat menawarkan
jasa-jasa bank yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut seperti transfer
keluar negeri, jual beli valuta asing, transaksi eksport import, dan jasa-jasa valuta
asing lainnya®*, sedangkan Bank Non Devisa adalah bank yang belum mempunyai
izin untuk meclaksanakan transaksi sebagai bank deviss, schingga tidak
melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa®.

Pengaturan kegiatan usaha bank, selain tertuang dalam Undang-undang,
juga terdapat dalam Peraburan Bapk Indonesia. Bank Indonesia berperan sebagai
Bank Sentral. Peran Bank Indonesia scbagai bank sentral, tidak terlepas dari
sejarah,

D. BANK UMUM KONVENSIONAL

Berdasarkan kegiatan usaha, perbankan konvensional dibagi menjadi dua
bagian besar yang terpisah, yakoi Bank Umuse dan Bank BPR. Menurut Bank
Indonesia, Bank Umum di Indonesia berjumlah 124 bank™. Dari Jumlah tersebut
yang dimiliki oleh swasta ada sebanyak 119 bank dan dimiliki oleh pemerintah
sebanyak S bank. Bank umum swasta dapat ditelaah menjadi Bank Pembangunan
Daerah sebanyak 26 Bank dengan Bank Pembangunan Daerah dengan Prinsip
Syariah sebanyak 15 Bank, kemudian Bank Umum berjumlah 88 Bank dan Bank
Umum dengan Prinsip Syariah sebanyak 13 Bapk, kemudian Bank Umum Swasta
Syarizh berjumish 5 Bank. Schiogga dan jumlah tersebut, maka bank umum
memiliki jumiah yang terbanyak, dalam hal ini adalah bank vmum konvensional.

Bank umum konvensional memiliki banyak kegiatan usaha dibandingkan

BPR. Sebagai perbandingan adalah BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Dalam

* nupeifid wikipedia.orgiwiki/Bank _devisa, diskses pada tanpgal 2 Maret 2009

Shtin/www.kamashukum com/kamushukum entries vho? bank%20non%20deviss_&ident-408
diakses pada tanggal 2 Maret 2009,

* hitp/fww b go idfweb/id/Perbankan/Tkhtisar

+Perbanioanl embap

okl atPerbankan/, di akses pada
tarigeal 11 Maret 2809,
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undang-undang Perbankan, BPR tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan
jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bagi Bank Umum adalah
sebaliknya. Sehingga lingkup kegiatan BPR tidak seluas seperti bank umum. Bank
urmum adalah Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensioral dan atav berdasarkan Prinsip Syarish yvang dalam kegiatannya

merberikan jasa dalam lalu lintag pembeyaran. Undang-undang Perbankan Pasal
6 menyebutkan, Usaha Bank Umum meliputi;

1.

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dar/atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu;

memberikan kredit;

3. menerbitkan surat pengakuan hutang;

membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk

kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank vang
masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam
perdagangan surat-surat dimaksud;

b. surat pengakuan hutang dan kertas dagang linnya vang masa

berlakunya tidak lebik larma dari kebiassan dalam perdagangan

surat-surat dimaksad;

kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

oblipasi;

B oo

r

f.  surat dagang berjangka wakiu sampai dengan 1 {satu) tahun;
instrumen suraf berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1
(satz) tabum,

memindabkan vang baik uotuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan nasabakh;

menempatkan dena pada, meminjam dana dari, atsu meminjamkan
dana kepada bank lain, baik dengan meoggunakan suwrat, sarana

telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
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8. menerima pembayaran dari tagthan atas surat berharga dan melekukan
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

9. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

i0. melakukan kegiatan penitipan untuk  kepentingan pihak  lain
herdasarkan suatu kontrak;

11. melakukan penempatan dasa dari nasabah kepada nasabah lainnya
dalam bentuk surat berharga vang tidak tercatat di bursa efek;

12. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan
wali amagat;

13. menyediakan pembiayaan danfatan  melakukan kepiatan  lain
berdasackan prinsip syariah, sesuai dengan keteniuan vang diletapkan
oleh Bank Indonesia;

14. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepenjang
tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaba yang dijalankan oleh Bank Umum konvensional yang
disebutkan diatas, tidak semuanya dapat dilaksanakan. Hal ini berhubungan
dengan permodalan vang dimiliki oleh Bank tersebut. Semakin besar modal yang
dimiliki cleh suatu bank, muaka ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi,
yakni struktur permodalan yang kuat terutarna untuk menghadapi keisis keuangan
seperti yang terjadi sekarang ini dan dengan besarnya maodal yang dimiliki maka
bank tersebut dapat melakukan hampir semua kegiatan yang tercantum dalam
uridang-undang tersebut,

Setiap bank yang didirkan pastilah berorientasi pada keuntungan {profir
oriented). Namun darimanakah keuntungan yang diperoleh oleh bank. Ternyata
iika diamati keuntungan yang diperoleh suatu bank, salah satunya, berasal dari fee
vang dilakukan bank tersebut dalam menjalankan kepiatan untuk nasababnya.
Semakin banyak kegiatan yang dilakukan bank, maka semakin besar keuntungan
yang diperolehnya. Oleh sebab itu Bank berusaba untuk memenuhi semua
kebutuhannya nasabahnya, dengan barapan untuk memperoleh keanntungan yang
besar pula.
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Namun, untuk dapat menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut perln
didukung permodalan yang baik. Mepurat Peraturan Bank Indonesia No.
7/15/PBI/2005 Tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum, tertanggal
1 Juli 20035 menyebutkan bahwa bank umum wajib untuk memenuhi permodalan
inti minimum sekurang-kurangnya sebesar Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh
miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2007 dan kemudian wajib untuk
ditingketkan menjadi sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiak)
pads tanggal 31 Desember 2010. Modal inti minimum, menurut Peratwran
tersebut, adalah modal disetor dan cadangan tambahan modal {disclosed reserves)
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Baok Imionesia tentang Kewajiban
Penyedizan Modal Minimum Bank Umum.

Kewsjiban bank uwmgum konvensional untuk memenubi permodalan ini
tidak lain adalah untuk memperkuat stroktur permodalan bank itu sendiri. Kuatnya
modal  diwujudkan dalam bessrnya modal  Selain itu kuataya modal
dipergunakan untuk menghadapi potensi kerugian resiko yang akan dibadapi nanti
dan dengan demikian akan mencipiakan suatu struktur perckonomian unfuk
menciptakan kondisi perbankan yang berkesinambungan dan menciptakan
kestabilan sistemn keuangan. Hal ini selaras dengan API {Arsitektur Perbankan
Indonesia).

Argitektur Perbankan Indonesia (APD merupskan suatu kerangka dasar
sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyelurub serta memberikan arah,
bentuk, dan tatanan indusiri perbankan untuk rentang waktu fioa sampai sepuluh
tahun ke depan. Arah kebijakan penpembangan industrl perbankan di masa
datang yang dirumuskan dalam APl dilandasi oleh visi mencapai svato sistem
perbankan vang schat, kuat dan efisien sebagai kelanjutan dari program
restrukturisesi perbankan untuk menciptakan kestabilan sistem kevangan dalam
rangka membantua mendorong pertumbubmn  ekonomi nasional.  Arsitektur
Perbankan Indonesia terbagi dalam Pilar-Pilar yaitu®” ;

Pilar I : Struktur Perbankan Yang Sehat,
Pilar i : Sistermn Pengaturan Yang Efektif,
Pilar 11T . Sistern Pengawasan Yang Independen dan efekiif,

T hiip:/herveve bl g id/ webdid/Infot Ponting/ Arsitekinr s Perbankan+Indonesia/, diakses pada
tanggal 11 Maret 2000
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Pilar IV 1 Industri Perbankan Yang Kuat,
Pilar ¥ . Infrastruktar Pendukung Yang Mencukupi,
Pilar VI ¢ Perlindungan Konsumen.

Penguatan modal bank umum sebagaimana dimaksud di atas, ditujukan
untuk meneiptakan struktur perbankan yang sehat. Struktur perbenkan yang sehat
dapat ditermpuh dengan membuat business plan yang memuat target waktu, cara
dan tahap pencapaian. Adapun cara pencapaiannya dapat dilakukan melalui®:

1. Penambahan modal baru baik dari shareholder lama maupun investor

baru;

2. Merger dengan bank (atau beberapa barnk) lain untuk mencapai

persyaratan modal minimum baru;

3. Penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modal;

4. Penerbitan subordinated foan,

Kecukupan medal berhubungan erat dengan kegiatan yang akan dilakukan
oleh bank tersebut. Sebagaimana dijelaskan diatas, semakin banyak modal yang
dimiliki maka tidak wenutup kemungkinan bank akan melakukan kegistan
sebanyak mungkin demi mencari keuntungan.

Namun dari kegiatan &i atas tersebut, terdapat kegiatan perbankan yang
tergolong baru yakni, menurut Undang-undang Perbankan Pasal 1 butir m, bank
menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip
syariah, sesual dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Imdonesia. Bank
melakukan kegiatan lain berdasarkan syariah. Berdasarkan syariah dising berarti
menambah sistem perbankan, bergandengan dengan konvensional.

Awal mula prinsip syariah digunakan pada perbapkan adalah ketika
berdininya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991
yang digagas oleh Tim Perbankan MUI”. Lahirnya PT. BM! ini dilatarbelakangi
oleh berkembangnya aspirasi serta kebutuban masyarakat akan lembaga keuangan
syariah. Afas dasar itu maka dididirikanlah BMI yang kemudian beroperasi pada
tanggal 1 Mei 1992, Selain BMI, terdapat pula Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

2 bito-/www.bi.go idNRirdonlyres/2562404 A.-6622-46A4-5030
GOCFIFC86ATAII 380 program.pdf, diskses pada tanggal 11 Maret 2008,

* Sejarah Perkembangan Industri Perbanksn Syariah di Indonesia,
hitp:/ferwrw republika oo id/berila/16813/Seiaral Perkembangan Industel Perbanksn Syusiah d
i_Indomesia, dinkses pada tamggs! 12 Maret 2009,
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Dana Mardhatillah dan BPR Berkah Amal Sciahters yang didirikan pada tahun
1991 di Bandung, vang diprekarsal oleh Institte Jor Sharic Economic
Development (1SELD).

Rupanya terobosan ini didukung olch pemerintah. Melalui Undang-undang
Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 Tabhun 1992,
yang kemudian Undang-undang tersebut diubah dengan Undang-undang Nomor
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Hal ini menandai sefarah dibukanya atau
diizinkannya Bavk dengan Prinsip Syariah serta Uni Usaha Syariah dalam
lingkup Bank Umum untuk beroperasi.

E. BANK UMUM SYARIAH
1. Sejarah Perbaakau Syariah

Awal kelahiran perbankan syariah dilandasi dengan dengan kehadiran dua
gerakan repaissance Islam Modemn, yaitu neorevivalis dan modernis, yaitu
berlandaskan ctika bagi kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek
kehidupan ekonominya berdssarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah®. Kemudian
pembentukan bank-bank syariah di dunia, tidak terlepas dari pelopornya, yakni®'

1. Mit Ghamr Bank

Rintisan bank syariah mulai mewuajnd di Mesir pada dekade 1960an,
dan beroperasi sebagai rural-social bank (sermacam keuangan unit desa
di Indonesia) di sepanjang delta sungai Nil. Lembaga fersebut diberi
nama Mit Ghamr vang mendapatkan pembinaan dari Prof. Ahmad
Najjar. Operasional bank tersebut hanya terdapat pada pedesaan Mesir
dan berskala kecil Meskipun demikian, bank tersebut mampu untuk
menjadi pelopor dan pemicu bagi perkembangan sistem financial dan
ekonomti Islam.

2. Islamic Development Bank (IDB)

* Muhammad Syaf’] Antonlo, Bank Syariak: Dari Teori ke Prakiik, Jukarta: Gema Insani Press,
him. 1%

3 Ihid, him, 19421
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Proposal pembentukan IDB digulirkan pada Sidang Menteri Loar

Negert Negara-negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi,

Pakistan pada Desember 1970, Proposal tersebut berjudul Studi

tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan

Pembangunan  (Imfernational  Islamic Bank  for Trade ond

Development) dan  Proposal pendirian Federasi Bank Islam

(Federation of Islamic Bawnks). Inti dari proposal tersebut adalah

mengusulkan untuk penggantian sistem keuangan berdasarkan bunga

dengan suatu sistem Kerjasama dengan skema bagi hasil keunfungan

maupun kerugian. Selain #u proposal tersebut mengusulkan

a. Mengatur transaksi komersial antar negara Islam,

b. Mengatur institusi pembangunan dan investasi,

¢. Merumuskan masalah transfer, kliring serta settlement antarbank
sentral di negara Islam sebagai langkah awal mennju terbentuknya
sistern ekonomt Islam yang terpadu,

d. Membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral syariah di
negara islam,

e. Mendukung upaya Bank Sentral di negara Islam dalam
pelaksanaan kebijakan yang sejelan dengan kerangka kerja Islam,

f.  Mengatur Administrasi dan mendayagunakan dana zakat,

g. Mengatur kelebihan likuiditas bank sentral negara Islam.

Selain usuwlan tersebut, akan direncanakan untuk membentuk suata

badan yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-Negara

Islam {Investment and Development Body of Islamic countries), Badan

tersebut berfungsi sehagai

a. Mengatur investasi modal Islam,

b. Menyeimbangkan aptara investasi dan pembangunan di negara
Islam,

¢. Memilib sektor yang cocok entuk berinvestasi dan mengatur
penslitiannya,

d. Memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek vang dirancang
khusus untuk investasi regional di negara Islam.
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Selain mengusulkan pembentukan badan tersebut, dalam Sidang
terscbut juga diusulkan untuk membentuk perwakilan khusus, yaitu
Asosiasi Bank-Bank Islam {dssociation of Ifslamic Banks) yanp
berfungsi sehbagai badan konsultatif umtuk masaleh ckonomi dan
perbankan syariah. Badan ini bertugas untuk menyediakan baotuan
teknis bagi nepara-negara Islam yang ingin mendirikan bank syartah
dan lembaga keuangan syariah. Pada bulan Maret 1973, dalam Sidang
Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya, usulan tersebut disetujoi dengan
membentuk bidang Kheses dalam OKI untuk menangani masalab
ekonomi dan keuangan Kemudian pada tahun 1973, disetujui pula
rancangsn pendirian Bank Pembanguman Islam  ateu Islamic
Development Bank (IDB) yang modal awal scbesar 2 miliar Islam
Dinar. Semua anggota OKl menjadi anggota IDB. Awgl berdirinya
IDB mengalami kesulitan, tervtagsa dalam masalah politik. Namun
dengan seiringnys waktu, IDB mampu membuktikan untuk memenuhi
kabutuhan-kebutuhan negara islam upfuk pembangunan. Bank ini
memberikan pinjaman bebas bunga untuk proysk mfrastrukiur dan
pembiayaan kepada anggotanya berdasarkan partisipasi modal negara
tersebut,
3. Islamic Research and Training Instiftde

IDB juga membantu mendirikan bank-bank Islam diberbagal negara.
Uniuk pengembangan sistem ckonomi  syarish, institute ini
membangun sebuah lembaga riset.

Dengan berdirinya IDB sebagai lembeaga perbankan internasional syariah,
maka mendorong muncuinya lembaga keuangan syarigh. Secara garis besar
lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu bank Islam
komersial dan lembaga investasi dalam bentuk infernational holding companies™.
Yang termasuk dalam bank Islam komersial adalah :

I Faisal Islamic Bank,

2. Kuwqgit Finance House,

* Thid. bim. 2122
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Dubai Islamic Bank,
Jordan Islamic Bank for Finance and Investment,
Bahrain Islamic Bank,

Islamic International Bank for Irvestment emd Development

Kemudian lembaga perbankan yang masuk dalam kategori kedua adalah

i

NI VR NS PV W

Daar al-Maal al-Istami,

Isltamic Invesiment Company of the Gulf,
Fslamic hvestment Company of Bahama,
Istamic Iavesiment Company of Sudan,
Baprain Istamic hreestment Bank Manama,

Fsleomie Investment House,

Perkembangan 1IDB juga memberikan efek yang positif ke seluruh dunia
Terutama bagi negara-negara anggotanya. Maka bermunculan perbaukan dengan
menganut prinsip syariah di seluruh dunia, diantaranya adalah™:

a.

Pakistan

Negara ini merupakan pelopor di bidang perbankan syariah pada awal
Juli 1979, yang menghapuskan sistem bunga pada 3 (tiga) institusi
yakni nasional investment (unit frust), House Building Finance
Corporations (Pembiayaan Sektor Perumahan) dan mutual findsof the
invesiment corporation of Pakistan (kerjasama investasi). Prinsip
syariah yang digunakannya adalah bagi hasil, melalui Mudharabah
dan Muwrabghah dan disosialisasiken melalui undang-undang pada
tahun 1981, Sebagai akibat dari pemberlakuan tersebut maka pada
tahun 1985, Pakistan telah mengkonversi seluruh sistem perbankannva
meniadi sistern perbankan syariah,

Mesir
Pada tahun 1978 di Mesir, telah beroperasi sebuah bank Syariah yang
bernama Faisal Islamic Bank yang langsung mencatatken total aset

sebesar 2 Miliar Dollar. Kemudian muncul Islamic International Bank

3 Zainuddin Ali, Hukum Perbarkan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, him. 49-52
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Jor Investment and Development. Bak Faisal Islamic Bank maupun
islamic Imternational Bank for Investment and Development beroperasi

sebagai bank investasi, bank perdagangan maupun bank komersial.

¢ Siprus

Faisal Istamiclnvestment Corporation beroperasi pada bulan Maret
1983 dan memiliki dua cabang, yakni di Siprus dan Istambul. Prinsip
syariah vang dilakukannya adalah mudharabah, musyarakah serta
murababah. Operasional bank tersebut dilakukan denpan cara
berkeliling desa untuk mengenalkan dan mengumpulkan tabungan
dari masyarakat. Selain mengelola dana, mereka juga mengumpulkan
Al-Qardu Hasan dan pengelolaan zakat baik zakat fitrah maupun
zakat harta danfatau penghasilan.

d. Kuwait
Pada tahun 1977 kuwait mendirikan Kuwgir Finance House (KFH) dan
beroperasi tanpa bunga. Pada tahun 1980-1982 telah memiliki puluhan
cabang yang menunjukkan perkembangan yang cepat,

e. Uni Emirat Arab
Pelopor perkembangan Bank Syariah di Uni Emivat Arab adalah
Dubai Islamic Bank (OB}, yvang berdiri pada tahun 1975, Kegiatan
yang dilakukannya adalah dengan berinvestasi di bidang perumahan,
proyek-proyek industri dan aktivitas komersial,

f.  Malaysia
Bank Islam Malaygia Berhad (BIMB) merupakan bank syariah
pertarna di Asia Tenggara. Bacok ini didirikan pada tahun 1983,
dengan susunan modal sebesar 30% dari pemerintah federal hingga
akhir tahun 1999, Pada tahun yang sama berdiri pula Bank Bumi Putra
Muamalah yang merupakan anak perusahaan dari bank bumi putea
vang melakukan merger depgan bank of commerce. Selain iu
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Pemerintah  Malaysia memperkenalkan  sistem  window  yang
memberikan pelayanan syariah pada bank konvensional, Pelayanan ini
memiliki kemiripan dengan bank konvensional yang terdapat di
Indonesia.

Prinsip syariah yang digunakan oleh perbankan di dunia, teiah
memberikan efek positif kepada Indonesia. Hal ini telah memunculkan bank
dengan prinsip syariah dan unit usaha svarieh pada bapk-bank konvensional.
Dengan muncelnya syarish pada perbankan nasional, {elah menimbulkan Dual
Svsterm, pada perbankan, yaite konvensional dan syariah.

2. PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Awal kemunculan Bank Syariazh di Indonesia ditandai dengan berdirinya
Bank Muamalat Indonesia. Namun sebelrmnya, pada tabun 1980¢an, para tokoh
Istam telah berkumpul dan berdiskusi mengenai masalah ini. Bahkan beberapa
ujicoba telah dilaksanakan diberbagai daerah, seperti di Baitut Tamwil-Salman,
Bandung dan Jakarta, Koperasi Ridho Gusti. Kemudian tanpgal 1 November
1991, atas hasit kerja Tim Perbankan MUI, Akte Pendirian PT. Bank Muamalat
Indonesia ditandatangani. Saham awal yang berbasit dikumputkan adalah sebesar
Rp. 84 Miljar, yang kemudian bertambah menjadi Rp, 106 Miliar pada acara
silaturalymi Presiden di Istana Bogor. Pada tapgpal 1 Wei 1992, PT. Bank
Muamalat Indoensia, resmi beroperasi’'. Pendirian dan beroperasinya PT. Bank
Muamalat Indonesia, menandai era kelahiran Bank Syariah di Indonesia. Seketika
itu juga banyak bermunculan bank kenvensional yang memiliki cabang bank
gyariah, misalnya™

1. Bank IF],

2. Bank BNI'46,

3. Bank Mega,

4. Bank BRI,
5. Bank Bukopin,

M Op.cit.bim 25,
% Jbid. hlm. 27.
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& BPD Jabar,
7. BPD Aceh,

Tentu ada suatu pemikiran yang baik dan baru dalam dunia perbankan
gyariah, sehingga bank konvensional tertarik dengan pembentukan syarizh. Bagi
sebagian perbankan, juga telab menambah unit baru dalam bank konvensionzinya,
yaitu unit usaba eyarizh,

Pada tahun 1997 terjadi krisis mometer yang membuat konvensional
mengalami regative spread yang berakibat pada pada likuidasi, kecuali perbankan
syarish. Pada masa itu terjadi pesutupan bank (likudiasi) sebanyak 54 bank dan
schanyak 55 bank masuk dalam kategori BTO (Bawk Take Over) dalam
pengawasan BPPN®, Kondisi ini jauh berbeda dengan perbankan vang
menggunakan prinsip syariah.

Kondist ini terjadi karena adanya perbedaan prinsip perbankan antera
perbankan konvensional dengan perbankan syarigh. Perbankan syariah hanva
terbebani membayar bagi hasi kepada nasabahnya vang jumlahnya sesuai dengan
tingkat keuntungan yang dipercich dalam sistem pengelolaan perbankan syariah,
tidak dibebani dengan pembayaran bunga kepada nasabahnya. Pola bagi hasil
yang diterapkan oleh Bank Syariah tidak terkena negative spread.

Selain bagi basil yang diperkenalkan oleh Bank Syariah, tentunya ada hal
lain yang mendorong perbankan konvensional untuk mendirikan perbankan
syariah, diantaranya adalah” ;

1. Kondisi perbankan sejak krisis moneter berada dalam keadagn yang sulit
karena tidak seimbangnya kualitas asset dan kewajiban yang ada, dimana
kualitas asset terus menuron sementara kewajiban (dalam bentuk suku
bunga} terus meninggi bahkan pernah berada dalam situasi abnormal. Hal
tersebut melahirkan fenomena negative spread pada industri perbankan,
Fenomena negative spread menggambarkan suatu sistern yang tidak
memberikan keseimbangan posist Jdidntara pars pelaku yaitu deposan,
bank dan peminjam. Schingga perhi adanya alterpative vang memberikan
keseimbangan antara pelaku  industry perbanken, pamun tetap

% § o cit, i, 3-4
*" Tim Syariab Bank IF], Prakiek Rank Konvensionad Dengan Cabang Bank Syariah, him. 1-3
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memberikan peluang pengembangan bisnis yang baik. Sistern perbankan

Syartah dilihat dapat menjadi suatu sistem alternatif tersebut.

2. Peluang bisnis dari sistem i dianggap cukup besar dengan melihat
sehagian besar penduduk  Indonesia adalah umat Islam, walaupun tidak
tertutup kemungkinan penganut agama lain masuk ke sistem ini, bila
kemudian terbukti dapat memberikan manfaat vang baik dari sepi
finaneial.

3. Secara konsep “Early Warning System” terhadap debitur bank syariah
dapat menciplakan mekanisme conirol yang iebih peka dibandingkan
dengan sistem konvensional.

4. Dengan Kkomitmen motal dari seluruh stzkeholders diharapkan akan
mengeliminasi teriadinya berbagai macamn resiko manipulasi manajemen
dalam operasional bani.

§. Adanya keinginan dan usaha pemerintah (dalam hal ini Bank Indonesia)
untuk mendukung perkembangan bank syariah

6. Produk pendansan dan pembiasyaan di bank syariah yang dapat
dikembangkan lebih lengkap dibandingkan dengan bank konvensional,
sehingga dapat mendorong bank untuk melskukan inovasi.

Bank konvensional vang telah lebih dahulu beroperasidapat mendirikan
unit usaha syarizh, namun dengan kewajiban bahwa pada waktu dan syarat yang
elah diterapkan oleh undang-undang, bank tersebut harus melepaskan onit usaha
syarishnya. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah (untuk selanjutnya disebut dengan undang-undang syariah), pasal 1 angka
10, unit usaha syarieh untuk selanjutnya disebut dengan UUS, adalah unit kerja
dari kantor pusat Bank Unnuine Konvensional yaog berfungsi sebagai kantor induk
dari kantor atau unit yang roelaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Pringip
Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di
luar negeri yang melaksanakan kegiatan secara konvensional vang berfungsi
sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariab dan/atan unit syarish,
Dari definisi tersebul, dapat digambarkan bahwa UUS merupakan bagian dari
Bank Konvensional, Bank konvensional telah terlebih dahulu berdini kemudian
membuka cabang atau unit usaha baru berupa syariah. Sehingga dapat dikatakan
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bahwa UUS merupakan unit bars dengan prinsip kerja yang beda dari induknya.
Sehingga hal Ini menciptakan Dual systerm dalam perbankan. Duaf sysiem adalah
bank konvensional dengan bunga dan kemudian UUS dengan prinsip bagi hasil,

Lebih lanjut dalam Undang-undang Syariah discbutkan bahwa UUS dapat
menjadi Bank Syariah tessendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia, Izin
tersebut dapat diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Hal ini termaktub dalam
pasal 16, Namun Mengapa Bank Indonesia? Karena Bank Indonesia berperan
sebagai bank sentral yang bertugas sebagai pengawas sekaligus regulator bagi
bark-bank lainnya.

Bagi bank konvensional yang memiliki UUS, seperti disebutkan diatas,
dapat melepaskan diri menjadt bank syariah tersendiri. Undang.undang syariab
menyebutkan bahwa bagi baok konvensional yang memiliki UUS vang nilai
asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (limz puluh persen) dari total nilal
asset bank induknya atau 15 (Lima belas) tshun sejak berlakunya vndang-undang
ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan pemisabaan
UUS tersebut menjadi Bank Umum Syarish, Terhadap pemisahaan dan sanksi
bagi Bank Umum Konvensional akan diatur dalam Peraturan Bank. Indonesis.
Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 68 Undang-undang Syarigh.

Ketentuan tersebut secarz fersurat memeriniahkan bagi bank wmum
konvensional untuk memisahkan ULIS-nya dengan syarat, apabila :

f. Asset UUS ielah mencapai paling sedikit 30% (lima puluh persen) total
nilai asset bank induknya, atau
2. Dalam jangka wakty 15 (lima belas) wmhun sejak berlakunye Undang.
undang ini, bank vmwum konvensional harus memisahkan UUS-niya.
Pemisahan UUS menjadi bank tersendiri merupakan suatu keharusan bagi bank
urnum konvensional, ini terlihat dari bataz waktu yang diberikan oleh undang-
undang. Keharusan ini tidak terlepas juga dari adanya perbedaan antara bank
wmum konvensional dengan bapk syarigh. Karena keduanyz merupakan entitas
yang dapat berdiri sendiri-sendini. Apabila digabungkan maka kemungkinan akan
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merusak sifar luby dard bank syariah Hu sendiri. Secara umuom dapat digambarkan
perbedaan antara bank umum konvensional dengan bank syariah, yakni™ :

No. Perbedaun Bank Umum Syariah Bank Umum
Konvensional
i Investasi Melakukan Investasi Investasi yang halal dan
Halal, tanpa bunga haram
2 Prinsip Menggunakan Prinsip Memakai Perangkat Bunga,
Bagi Hasil
3 Ortientasi Keuntungan dan Falah® Berorientasi pada keuntunigan
4 Hubungan dengan Kemitraan Hubungan debitor — kreditor
nasabah
5 Dewan Pengawas Penghimpunan dan Tidak terdapat Dewan
penyaluran harus sesuai Pengawas,
dengan fatwa Dewan
Pengawas Syariah

Tabel 1. Perbedasn antars Bank Umum Syirish dengan Bank Umum Bonvensional

Perbedaan yang menonjol antara bank syariah dan bank umum
konvensionsl adalah adanya pemahaman mengenai haram dan halal. Bank syarizh
menialankan Invesiasi halsl, tanpa bunga. Hal int berbeda dengen bunk umum
konvensional yang menjalankan Investasi dengan halal yakni adanya bagi hasil
dan haram yaitu dibcriakukannya bunpa.

2.1. DASAR HUKUM PERBANKAN SYARIAH

Sebelum membicarakan lebih lanjut mengenal syariah dan bank syariah,
sebaiknya dipahami terlchih mengenai dasar hukumnya. Dasar hukum bagi suatu
bank syariah maupun UUS dapat dilihat dari dua sudut, yaitu, dari sudut pandang
agama dan suduf pandang undang-undang,

H Muhemmad Svall'l Antonto, Bark Syarigh: Dari Teori ke Proksik, Jakaris: o tosani Press,
him, 34,

¥ Falah berarti mencari kemakmeran i dunia dan kebahngisan di akhirat,
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Sebagaimana telah disebutkan sebehanaya, bahwa sumber dari perbankan
syariah adalah Al-Qur'an den As-Sunnah. Hal ini dischabkan oleh karena
karakter dari Svariah ity sendiri. Syariah sendiri memiliki karakteristik sebagai
berikut*®

1. Komprehensif

Syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah}

maupun sosial (muamalah). tbadah diperiukan untuk menjaga ketaatan dan

keharmonisan hubungan manusia  dengen  khalignya. Ibadsh jupa

metupakan sarana wrtuk mengingatkan manusia sebagal khalifah-Nya di

douria ini. Muamalah diturunkan ke dalam dunia ini menjadi aturan main

manusia dalam kehidupan sosial,
2. Universal

Memiliki makna bahwa syariah Istam dapat diterspkan secars universal

dalam segals wakiu dan tompat sampai Hari Akhir nanti. Universal juga

memiliki makoa tidak membedakan, antars musiim dan nonmushim.

Dalam sifat muwamalah, Islam berpegangan pada ajaran (sawabit wa
mutaghayyiat {principles and variables). Sebagai contoh adalah dalam donia
ekonomi mengenal adanya larengan riba, pembagian hasil, pengambilan
keuntungan, pengenaan zakat dan lain-lain.

Pengaturan yanp diterapkan pada manusia sebagai pedoman dalam
berperilaly uatuk kemudian digunakan pada sebuab institusi yang lebih besar dari
manusia. Yang kemudian perilaku institusi tersebut diatur selaras dengan
pedoman muamalah. Sehinggs apa yang berlaku untuk manusia sebagai individu
kini beriakv untuk sebuah institusi kevangan. Hal inl moencerminkan bahws Islam
mengajarkan suatu pola perilaku yang komprehensif dalam kehidupan.

Kemudian pengaturan tersebut ditvansformasikan ke dalam kehidupan
masyarakat berbangsa dan bernegara. Pengaturan terssbut terfuang di dalam
peraturan perundang-undangau. Secara khsusus, pengaturan syariah diatur dalam:

1. Undang-undang Nornor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,

* {hid, him. 4-5.
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2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,
3. Peraturan Bank Indonesiz Momor 11/3/PBI2008 Tentang Bank Umum
Syariah,

2.2. PENDIRIAN BANK SYARIAH

Dalam hal pembentukan dan pemisshan UUS dalar bank umum
konvensional memang menjadi keharusan, Hal ini diwajibkan dalam Undang-
undang Syariah. Baik perbankan maupun UUS memiliki dasar bisnis operasional
vang berbeda dengan bank umum konvensional. Sehingga perln untuk diatur
tersendiri <an berdiri sendiri, terlepas dari bank umum konvensional,

Berdasarkan Undang-undang Perbankan, suatu bank wmum konvensional
dapat melakukan kepiatan ussha berdasarkan prinsip syariah melalui tiga cara
yaitu;

1. Pendirian Bank Umum Syarizh atau BPR Syariah,

Z, Perubzhan Status Bank Umum Konvensional atau BPR Konvensional
meigjadi Bank Umum Syariah, dan

3. Pembukaas Kantor Cabang Syariah atau Usnit Syariah oleh Bank Umum

Konvensiopal. Bank Umum Konvensional wajib membentuk UUS di

kantor pusal yang berfungsi scbagai induk bagi kantor cabang atay unit

syariah tersebut.

Cara pendirian yang periama dan kedua menyebabkan adanya perubahan
status hukum dari bank wmum konvensional menjadi bank syariah. Sedangken
cara yang ketiga tidak mengubsh sama sekali mengenai status dan kedudukan
badan hukumnya ity sendiri.

Adapun pendirian bank syariah dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai
berikut

I. Berdasarkan Undang-undang Syariah

a. Perizinan,

b. Bentuk Badan Hukum,

¢ Anggaran Dasar,

d. Pendirian dan Kepemilikan Bank Syarial.
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2. Berdasarkan Peratyran Bank Indonesia Tentang Bank Umuem Syariah
a. Pendirian Bank,
b. Persetujuan Prinsip,
¢ lzin Uszha

a Perizinan 7 Pendirian Bank
Baik pendirian Bank Syeriah maupun pembentukan UUS wajib
mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Bagi pendirian bank umum sysriah
walils umtuk memenuhyi persyaratan sckurang-lurangnya
1. susunan organisasi dan kepengurusan,
2. permodalan,
3. kepemilikan,
4, keahlizn di bidang perbankan syatiah,
5. kelayakan usaha

adapun tahapan Pemberian izin oleh Bank Indonesia adalsh :
i, Persetujuan prinsip
Memspakan persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian hank,dan
2. lzin usaha
Adalah izin vang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank
setelah persiapat.
Modal yang disetor untuk mendirikan bank ditetapkan paling kurang
sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (Satu Trilivn Rupiah). Kemudian dalam
Perataran Bapk Indonesia ditetapkan bahwa bank hanya dapat didirikan
oleh dan/atau dimiliki oleh :

1. WNI dan/atau badan hukum Indonesia,
2. WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan WNA dan/stay badan
hukum asing secars kemitrazn,

3. Batay kepemilikan asing yang diizinkan adalah sebesar 99 %
{Sembitan puluh Sembilan persen).

4. Bentuk badan hukwm yang diizinkan adalah Perseroan Terbatas.
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b. Pcrsemjuaﬂ Prinsip

Permohonan untuk mendiriken bank wmum syariah harus diajukan oleh
sekurang-kurangnya satu calon pemilik dan wajib untuk memenuhi
kewajiban penyetoran setoran modal minimal 30 % (Tiga Puluh Persen)
dari medal disetor minimum dilengkapi dengan dokumen pendukung.
Kemudian terhadap permobonan tersebut paling lambat 60 (enam puluhb)
hari Bank Indonesia waiib mengeluarkan keputusan mengenai persetujuan
maupun penoclakan. Persetujuan prinsip tersebut berlaku untuk jangke
waktu 1 (satu} tahun sejak dikeluarkannya tanggal persetujvan prinsip
diterbitkan. Pibak yang telah mendapat persetujuan prinsip dilarang untuk
melakukan kegiatan usaba sebelum dikelvarkannya izin usaha.

Persetujuan prinsip diberikan setelah dilakukannya hal sehagai berikut;

1. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;

2. Analisa terhadap tingkat persaingan yang sehat antar bank dan unit
usaha syarigh, tingkat kejenuban jumlah bank dan unit usaba syariah
serta pemerataan pembangunan ckonomt nasional; dan

3. Ujt kemempuan dan kepalutan terhadap calon pemegang saham
pengendalt, calon anggota dewan direksi dan calon angpota direksi
serta wawancara terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syariah.

Setelah mendapatkan izin prinsip maka bank melakukan permohonan

untuk  mendapatkan izin usaha yang dilengkapi dengan dokumen

pendukung serta pehunasan modal minimum yang dapat dibuktikan dengan
dokumen pendukung. Persefujuan atau penolskan tersebut dilakukan
paling lama 60 (enam puluh) hari setelah dokumen pendukunyg diterima.

Sama seperti pemberian izin prinsip, izin usaha didasarkan pada :

1. Penelitian atas kelengkapen dan kebenaran dokumen;

2. Uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemegang saham
pengendali, calon angpota dewan direksi dan calon anggota direksi
serta wawancaea terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syarish.

Bagt bank yang telah mendapatkan izin usaha dan izin prinsip wajib untuk

- memulai kegiatan usahanya paling lambat 60 {(enam puluh) hari sejak
tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.
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Setelah memperoleh Izin prinsip dan Izin ussha dari Bank Indonesia, maka
Bank Syariah atau UUS diperkenankan untuk beroperasi. Jangks waktu yang
diberikan oleh Bank Indonesia ferhadap penggunsan izin usaba maupun izin
prinsip adalah 1 {satu} tahun scjak tanggal persetujuan tersebut dikeluarkan,

2.3. KEGIATAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Kemudian dalam menjalankan kegiatannya, baik bank syariah mavpun
UUS dibatasi dengan ketentuan dalam operasional. Ketentuan fersebut dapat
dibedakan menjadi ketentuan kegiatan vsaha, ketentuan kelembagasn, ketentvan
kehati-hatian dan ketentuan pengawasan yang merupakan satu kesatuan yang
saling terkait®".
1. Ketentuan Kegiatan Usaha
Kegiatan usaha mengatur mengenal jenis kegiatan vang boleh dan
dilarang dalam syariah. Boleh tidaknya suatu kegiatan bagi perbankan
syarigh dan UUS melibatkan kajian maupun fatwa dari Dewan Svariah
Nasional, sebuah Dewan Pengawas bagi perbankan syarish dan UUS,
Adapun kegiatan tersebut adalah
a. Kegiatan Penghimpunan Dana dari Masyarakat
Penghimpunan dana dapat dibedalcan menjadi dua jenis akad yaitu
a.1. Prinsip akad Wadi ah.

Diterapkan terhadap rekening giro atau tabungan. Akad ini
terdin atas Wadi'ah yad Amana dan Wadi'ah yad Dhamanah
vang merupakan akad titipan dad nasabah yang memungkinan
bank untuk memanfaatkan dan menyalurkan  dena yang
disimpan dengan memberikan jaminan kesmanan terhadap
dana tersebut apabila ditarik sewaktu-waktu. Pihak bank
memberikan jaminan keamanan terhadap simpanannya serta
fasilitas giro dan fabungan lainnya. Selain itu pihak bank juga
mendapatkan keuptungan.

41 op.cit, him. 47.
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Akad Wadi'sh yah Amanah adalah titipan akad nasabah
vang tidak memungkinkan pthak bank uniuk rmenggunakan
barang vang dititipkannya schingga membebaskannys dari
tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan selama bukan
kelalaian pihak bank.

Dasar syariah dari Wadi'ah didasarkan pada Al-Quran
Q.8.2 : 283 dan hadits Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Baik
Wadi'ah yad Amana maupun Wadi'sh yad Dhamanah
merupakan titipan darl nasabah  kepada bank dengan
perbedaan bahwa ada titipan yang boleh dipergunakan untuk
penerima titipan dan sebaliknya.

a.2. Prinsip akad Mudharabah

Akad Mudharabah yang digunakan dalam penghimpunan
dana, terdiri dari Mudharabah Al-Mutlagah dan Mudharabah
Al-Mugayyadah.  Mudharabah  Al-Muflagah  merupakan
bentuk keriasama antara shehibul maal (pemilik dana} dan
mudharib {pengelola dana) yang cakupannya luas dan tidak
dibatasi oleh spesifikasi apapun. Pemilik dana memberikan
kekuasaan yang besar kepada roudharib dalam mengelola
danannya. Sedangkan Mudharabah Al-Mugayyadah bentuk
kerjasama sama seperi Mudharabah Al-Mutiagah namun
cakupan dibatasi dengan jenis ussha, waktu dan tempat usaha.
Pada perbankan syariah diaplikasikan berupa simpanan
khusus dimana pemilik dana memberikan syarat-syarat
tertentu yang harus dipatohi oleh bank.
Dasar syariah Mudbarabah adalab AU-Qurlan Q8. 73220,

Q.5. §2:10, Q.S. 2:198 dan hadits Riwayat Thabrani dari Ibnu
Abbas.

b. Penyaluran Dana
Penyaluran dana terdiri dad
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Prinsip Jual Beli {Bai’)
b.1. Prinsip jual beli melipoti

a. Bai' al-Murababah
Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan
keuntungan yang disepakati. Penjual terlebih dahulu harus .
memberitahu barga produk yang ia beli dan menentukan
tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayarannya
dapat dilakukan dengan tonai atau dengan angsuran. Prinsip
ini sering digunakan dalamn pembiayaan pengadaan barang
investasi, karena sederhana dan menyerupal pembiayaan
mvestasi pada bank umum konvensiopal. Perhitungan
bunga pada prinsip syariah dilarang, oleh karena itu
pengenaan denda bukan didasarkan pada bunga, melainkan
pada perhitungan biaya kerugian yang berjumlah sama
untuk semua kewsjibannya,

b. Bai’ as-Salam
Atau discbut juga in-front payment sale adalah pembelian
barang untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan
pembayaran di muka. Biasanya hal ini dilakukan paralel
dengan melaksanakan dus transaksi Bai® as-Salam antara
bank dengan pasabah dan antarz bank dengan pemasok
(supplier} alan pihak ketipa lainnys secara simultan
Praktek i biasa dilakukan dalam pembiayaan jangka
pendek untuk produksi agribisnis dan industri sejenis
lainnya.
Dasar hukum transaksinya berpegang pada Q.S. 2:282dan
hadits riwayat Thru Abbas.

¢, Bail® al-Istishna
Merupalean kontrak penjualan antars pembeli dan pembuat
barang dengan jalan pesanan. Barang yang dipesan barus
jelas mengenat jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlghnya.

UNIVERSITAS INUDONESIA
Tinjauan Hukum..., Arief Budiman, FH Ul, 2009



20

Prinsip ini diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur,
industri kecil industed menengah dan konstruksi.

b.2. Prinsip Sewa Beli

Prinsip sewa beli discbut juga dengan [jarab Muntahiyyah
Bittamlik yaitu akad sewa menyewa suatu barang antara
bank dengan nasabahnya di mana nasabsh diberikan
kesempatan untuk membell objek sewa pada akhir aked.
Akad ini merupskan perpaduan antara kontrak jual beli
dengan sewa atas suatu akad sewa yang kemudian diakhiri
depgan perpindahan barang ke tangan penyewa dengan opsi
beli,

b.3. Prinsip Bagi Hasil

Dalam prinsip ind meliputi

Akad Musyarakah adaleh kerjasama antara dua pihak atau

lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi

dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian
akan ditanggung bersama. Menuwut hukwm  fikih,

Musyarakah terdini dari berbagal macam, yaitu

1. Syirkah al-dnan yaitu kootrak antara duz orang atau
lebik dimana masing-masing pibak memberikan porsi
dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.

2. Syirkah Mufawadhah, yaitu kontrak antara dua orang
atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan
satu porsi dari kescluruhan dana dan berpartisipast
dalam kerja deangan ciri adanya kesamaan dalam segala
hal, baik dana, tanggung jawab, kerja dan beban utang
yang ditanggung,

3. Syirkah A'maal ataw Syirkah Abdan adalah kontrak
antara dua orang atau lebih untuk menerima perkerjaan
secara bersama-sama dan berbagi pekerjaan tersebut,
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4. Syirkah Wuyjuh adalah kontrak antara dua orang atau
lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik
serta ahli dalam bisnis. Biasanya mereka bertransaksi
dengan jalan membeli barang secara kredit untuk
kemudian dijual lagi secara tunai.

Akad Mudharabah

Mudharabah pada penyaluran dana memilki kesamaan sifat

dengan yang terdapat dalam pengumpulan dana.

b.4. Prinsip akad tainnya
a. Akad Qardh (benevolent loan)

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang
dapat ditagih atau dimintai kembali atau dengan kata lain
sebagai meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Pada
prakteknya akad ini merupakan pinjaman tanpa bunga
yang diberikan oleh bank syariah. Akad gardh biasanya
dipergunakan sebagai :

1. sebagai jasa atas suatu produk pembiayaan seperti
mudharabah, di mana nasabah yang diberikan suatu
plafon pembiayaan dan sudah memakainya,
membufuhkan dana cepat untuk menutupi suatu
pembayaran dan akan dikembalikan secepatnya
sejumlah yang dipinjam.

2. sebagai produk untuk nasabah funding yang
membutubkan dana cepat, sedangkan ia tidak menarik
dananya karena tersimpan dalam simpanan yang tidak
dapat segera dicairkan.

3. sebagai compensating balance dan dana talangan antar
bank syariah.

4. sebagai produk untuk sosial seperti usaha kecil (micro
credit financing) yang menjadi spesialisasi Baitul Mal
wa Tamwil (BMT).
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Dasar svariah Qardh adalah Q.S 57:11, Q.8. 2:245 dan
hadits Riwayat hnu Mas ud.
b. Akad Hiwalah {anjak piutang)

Secara Etimologi, hiwalah berarti pengalihan, pemindshan

di atas pundak. Dalam pengertian syariah, hiwalah adalah

akad pemindaban piutang nasabah (muhl) kepada bank

{muhal alaih) dari nasabah lain {mubal). Tujuannya adalah

untuk membantu supplier mendapatkan mooedal tunal agar

dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan
keuntungan dalam bentuk iumbalan atas jasa pemindan
tersebut.

¢, Akad Rahn (Gadai)

Ar-Rahn adalab menshan salah satu harta milik si

peminjam schagai  jaminan  atas  pinjamen  yang

diterimanya. Barang vang ditaban tersebut memiliki nilai
ekonomis. Dalam perbankan syariah, Ar-Rahn digunakan
dalam perbankan syariah sebagai :

1. produk peiengkap, sebagai akad tambahan, jaminan
kolateral terbadap produk  lain  seperii  dalam
pembiayaan Bai’ al-Muhabarah.

2. sebagai alternatif dalam pegadaian konvensional.

Selain kegiatan dalam pengumpulan dan penyaluran dana masyrakat, bank
syariah juga memiliki penawaran produk barang dan jasa, seperti'*:

1. Akad Waksalah (agency)
Dalam perbankan syariah, prakick ini dilakukan dengan cara nasabah
memberikan kuasanya kepads bank untuk melakukan pekerjaan seperti
pembukaan L/C, inkaso dan transfer.

2. Akad Sharf (jual beli valuta asing)
Akad ini adalah akad jual-beli suatu valuta dengan valuta lainnya.

* oid. him. 78-80
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3. Akad Kafalah
Adalah akad pemberian jaminan (makful alaihi) vang diberikan satu pihak
kepada pihak lain di mana pemberi jaminan (kafil) bertanggungiawab atas
pembayaran kembali suatu utang yang menyadi hak penerima jaminan
(makful). Dalam perbankan syariah akad kafalah ini dipraktekkan dalam
garansi bank,

4. Akad liarah (sewa)
Adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran
upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu
sendiri.

5. Akad Wadi'ah Amansh (titipan)
Akad Wadi'ah Amansh adalah akad penitipan bareng/uang di mana pihak
penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang vaog
dititipkan dasn tidak bertanggungiawab atas kerusakan atau kehilangan
barang titipan yang bukan digkibatkan perbuatan atau kelalaian penerima
titipan. Jasa ini kemudian diterjemahkan oleh perbankan syariah sebagai
jasa penyimpanan baok (safe deposit box)

Dari penjabaran tersebut di atas, nampak jelas bahwa Perbankan Syariah
dan UUJS dilaksanakan dengan menggunakan syariah, artinya tidak menggunakan
sistem bunga. Apabila bunga dilarang, maka keuntungan yang diperoleh bank atau
UUS tersebut berasal davimana? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perbankan
syariah mendapatkan keuntungannya berdasarkan imbalan, fee atau dengan pola
bagi hasil dari hasil melakukan suatu pelayanan atau jass perbankan kepada
nasabahnya. Hal inflab yang membedakan bank syariah atau UUS dengan bank
umum konvensinal lainnya.

Selain itu perbedaan yang menonjol dengan perbankan umum
konvensional yang hanya terdapat dalam perbankan dan UUSyariah adalah
Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah menurut Peraturan Bank
Indonesia adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada
Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Tugas
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lain dari Dewan Pengawss Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi
produk baru dari bank yang diawasinya®.

Selain Dewan Pengawas Syaniah, dalam menjalankan prinsip syariah wajib
pula untuk tunduk pada Dewan Syariah Nasional. Sebelum bank syariah
menjalankan kegiatannya wajib untuk memperhatikan fatwa Dewan Syariah
Nasional, bhal ini sesuai Jdepgan Keputusan Direksi Benk Indonesia
No,32/34/KEP/DIR tahun 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Syanah.

Dewan Syaniah Nasional adalab lembaga oftonom yang berdin di bawah
MUI dan didirikan pads tahun 1997. Adapun tugas dari Dewan ini adalah™:

1. Menumbuhkembangkan peranan nilai-nilai syariah dalam kepiatan

perekonomian pada wnumnya dan sector kenangan pada kbususnya;

2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;

3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah;

4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan,

Baik Dewan Pengawas Syariadh maupun Dewan Syariah Nasional
bertindak sebagai lembaga pengawas dan lembaga yang mengatur syariak selain
Bank Tndonesia, Namus meskipun keduanya berfungsi sebagai lembaga penganurc
dan penpawas, keduanya memiliki perbedaan. Perbedaannya antara lain adalah
mengenai kedudukan. Dewan Pengawas Syariah memiliki kedudukan di dalam
Bank Syariab itw sendin. Dewan tersebut bisa dikatskan berfungsi scbagai
komisaris dalam perseroan. Sehingpa fungsinya adalah sebagai pengawas bagi
tindakan direksi. Sedangkan Dewan Syariah Nasional merupakan dewan tertingp!
bagi Bank Syariah, yang berkedudukan di Inar Bank tersebut. Keputusannya
adalah beropa fatwa yang harus dipatuhi oleh Bank Syaniah,

Mamun dibalik kebaikan dari sebuah prinsip, tentunya terdapat kekurangan.
Sama halpya denpan syarish, kelemahan tersebut telah  meninbulkan
permasalahan baru, Permasalshan tersebut adalah® :

1. Sebagian besar produk-produk bask syariah belum mempunyai standar

vang seragam den bsku. Jelamic Financial Service Board (IFSB)

= Ibid. hies, 234
* Badan Pembinaan Hulam Nasional Departemen Hukum dan HAM RY, Aralisis dan Evaluasi

Hukum tentang Pengaturan Perbarkan Syariah di Indonesia, Jakarts, 2003, hire. 100
* Thid, ki, 17-18

UNIVERSITAS INDONESIA
Tinjauan Hukum..., Arief Budiman, FH Ul, 2009



55

diharapkan dapat mengatast persoalan ini. IFSB akan menetapkan standar
produk perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya sehingga
baku diseluruh dupia dan memiliki standar yang tingei. Dalam
menetapkan standar tersebut juga memperhatikan standar internasional
vang diberlakukan bagi perbankan konvensional yang dikeluarkan oleh
Bank for International Settlement, di Swiss.

Total asset, akses pasar maupuy jurmlah bank-bank syariah seat ini masib
tergolong kecil sehinggs mempengarahi kemampuannya untuk ekspansi
dan melakukan diversifikasi usaha,

. Mengingat jumiahnys yang masih sedikit, maka belum tersedia jaringan
kantor dan lembaga pestnjang perbankan syariah yang memadal untuk
kepentingan pengelolaan likuiditas dan resiko.

. Masih belum terdapat keseragaman dalam praktek akuntansi dan auditing
perbankan syariah, termasuk keseragaman laporan keuangan dan laba rugi
sehingga otoritas pengatur mawpun investor mengalami kesulitnan untuk
melakukan perbandingan dalam vangka menilai kineria bank syariah.
Accounting and Awditing Orgarisation for Llamic Finanacial Institution
belum sepenuhnya dapat menyusun standar keuangan yang baku.

. Peslakuan antare nasabah dengan bank syariah belum sepenuhnya terialin
hubungan kemitraan. Hal ini masih {erpengarub oleh hubungan antara
bank umum konvensional dengan nasababnya.
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BAB I
TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN SPIN OFF PADA BADAN
HUKUM

A. LATAR BELAKANG

Seperti yang telah disampaikan dalam bab sebelumnys, bahwa dalam rangka
pemisahan Unit Usaha Syerigh (UUS) uptuk menjadi Bagk Umum Syariah,
diperlukan mekanisme pemisehan atau Spin Of. Pemisahaan atau Spin OF
dilaksanakan dalam rangka untuk menjadikan UUS sebagal Bank Umum syarish

Pada beberapa negars, pemisshan dikenal dengan istilah yang berbeda-beda
meskipun memiliki pengertian yang sama. Pada negara Austrefia, istilah pemisahan
dikenal dengan demerger, sedangkan di Belanda sdalah splitsing dan istilah spin off
atau hive off di negara Amerika, Pada intinya adalsh sama, baik pemisalian maupun
yang lainnya.

Dalam UUPT, pemisehan dikenal dalam dua bentuk, yakni pemisahan mumi
dan pemisahan tidak murni. Pemisahan mumni menpakibatkan seluruh aktiva dan
passiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 {dud) Perseroan lain atau lebih
yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut
berakhir karena hukum.

Sedangkan pemisahan fidak mumi mengakibatkan scbagian aktiva dan
passiva perseroan beralih karens hukum kepada 1 {satu) persercan lain atau lebih
yang menerima peralihan dan perseroan yang melakuken pemisahan tersebut tetap
ada. Menurut UUPT Pemisahan tidak mumi dikenal juga sebagai Spin off.

Baik pemisahan mumni maupun tidak murni memikiki cirl vang sama, yakai
keduanya merupakan pemisshan persercan yang terjadi karena hukurn dan berakibat
pade berpindahmya aktiva dan passiva baik sebagian maupun ssluruh kepada
perseroan yang baru tersebut. Berpindabnya passiva maupun aktiva tersebut terjadi
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pada perseroan yang baru. Padz pemisahan mumi, perusahasn yang fama telah
berakhir sedangkan pada pemisahan tidak mumni perusahaan lama tetap ada.,

Tetapi berdasarkan undang-undang tersebut, antara pemisahan muri dan
tidak mumi memiliki perbedaan, yaitu badan hukum perseroan yang melakukan
pemisahan. Pada pemisahan murni, perseroan yang melakukan pemisahan berakhir
karena hukum dan berpindah kepada perseroan baru. Sedangkan pada pemisahan
tidak mumi, persercan yang melakukan pemisghan tetsp cksis, Pemisahan tidak
murni hanya memisahkan unit usaha ataw sebagian unit pada tubuhnys.

Perbuatan hukum pemisahan atau Spin Of di Indonesia, melalui Peraturan
diterapkan pada unit usaha syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional.
Prinsip yang digunskan dalam melaksanakan pemisaban atau Spin Off adalah
“Pelayanan terhadap nasabah tidak boleh berhenti®”, Berdasarkan prinsip tersebut,
maka perbuaten tersebuf harus dilekuken dengan sesfektif dan seefisien mungkin
sehingga fidak menggangou pelayanan kepads nasabahmya,

B. PEMISAHAN ATAU SPIN OFF

Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa Spinf OF sebagal bagian dari
divestasi setingkali dilakukan untuk menghindari kerugian vang disebabken oleh
kinerja buruk suatu unit usaha pada perseroan tertenfu.

Divestasi diariikan sebagai penjualan saham atau asset, pemisahan atau
penghapusan unit bisnis, link produk atau penjualan pemsahaan anak. Latar belakang
perusahaan raclakukan divestasi adalah®:

1. Kembali ke kompetensi inti

Banyaknya unit usaha yang dilangani dan terbatasnya sumber daya yang

mendukung masing-masing bidang bisnis tersebut dapat mengakibatkan

terjadinya inefisiensi dan pengendalian yang lemah.

* Hasil wawancara dengan Guaawan Setyo Utomo, Steff Direkiorat Syariah, pada Bank Indonesia
tanggal 2 Mei 2009

8 Abdul Moin, Marger, Akusisi & Divestasi : Bdisi Kedua, Yogyskanta: Penerbit Ekonisia, 2007 him.
324-335
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2. Menghindari sinergi yang negatif

Divestasi yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan nilal perusahaan

meskipun ukuran perusehaan semakin kecil, Jika tidak dilakukan sinergi yang

terjadi justru sinergi yang pegetif (anergi), yaitu gabungan dari perusahaan

atau unit-upit bisni bukannvs memberikan hasil yang lebih besar tetap:

sebaliknya, yaitu memberikan hasil yang lebih kecil.

. Tidak menguntungkan secara ekonomis

Jika perusahann anak memiliki kinerja yang buruk, dan berpotensi merugikan

keuangan perosalaan, maka bal tersebut merupakan tanda babwa perusahaza

anak tersebut berkinerja tidak baik. Jika hal tersebut yang terjadi maka pilihan

vang hamis diambil oleh perusshaan induk adalab dengan melakukan

divestasi.

. Kesulitan keuangan

Kesulitan keuangan dihadapi perusahaan terjadi akibat :

a, Beban hutang yang terialu besar untuk dilunast dengan cash flow yang
kesil;

b. Kesalahan dalam kebijakan kenangan yang menimbaikan kredit macet;

¢. Timbulnya kerugian besar yang menyebabkan terpanggunya operasional
perusahaan,

Jika terjadi kondisi tersebut, maka tidak menutup kemungkinan adanya

permintaan likuidasi daxi keeditor. Untuk mencepah terjadinya hal tersebut,

maka perusahaan melakukan reorpanisasi atau restrukturisasi internal, dengan

jalan divestasi,

. Perubahan strategi perusahaan

Perubahan strategi perusahaan akan menentukan bahwa bidang bisnis tertentu

dirasa tidak sesuai, dan perubahan harus segera dilaksanakan. Perubahan

tersebut dilaksanakan dengan melakukan divestasi terhedap bidang bisnis

tertent.
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6. Mempereoleh dana tambahan
Kesulitan keuangan merupakan alesan yang seringkali digunakan untuk
melgkukan divestasi. Dengan melepaskan perusahaan anak atau unit bisnis
kepada investor meka perusahsan induk akan mendapatkan tambahan dana
yang bisa dimanfaatkan diantarsnya untuk menambah modal ketja,

7. Alasan individu pemegang sahem
Umumaya alasan ini semats-mata ditujuan sebagai persispan pensiun bagi
pemegang ssham. Alasan ini merupakan keinginan prbadi dari pemegang
saham yang bersangkutan sehingea divestasi terjadi diluar dari ateu bukan
disebabkan oleh kinerja perusahaan.

8. Permintaan pemerintah
Pemerimat dapat memerintahkan kepada perusahsan tertenfu  untuk
melakukan divestasi, dikarenakan pangsa passr perusshsan tersebut memiiki
cakupan yang letlalu besar dan melebihi batas yang ditetapkan oleh undang-
undang. Sehingga dengan kata lain, perusshaan tersebut telah melakukan
kegiatan monopoli yang secara langsung merugikan perusahaan lainnya.

Latar belakang divestasi tersebut memiliki kecenderunpan ke arah negatif.
Peruszhaan anak stau unit bisnis yang tidak lagi berpotensi memberikan keuntungan
tidak menutap kemungkinan akan dilskukan divestasi, Schinggs divestasi
memberikan kesan negatif. Namun hal ini berkebalikan dari pemisahan atau Spin Qff
unit ussha syariah. Berdaserkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009
Tentang Unit Uszha Syariah, menyebutkan bahwsa pemisahan ualt usaha syariah
(UUS) waiib dilaksanakan oleh Bank Umum Konvensional apabila :

1. Nilai asset UUS teleh mencapai 50 % (lima puluh persen) dari nilai asset

Bank Umum Konvensional induknya; atau

2. Paling lambat 15 (Jima belas) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor

21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,

Ketentuan yang bersifat mandatory inl harus dilaksanakan oleh Bank Umum
Konvensional yang memiliki TUS dalam struktur organisasinya. Sehingga slasan

UNIERSITAS INDONESIA

Tinjauan Hukum..., Arief Budiman, FH Ul, 2009



60

yang terakhir ini menjadi pelengkap dan merubah pandangan bahwa segala sesuaty

yang berhubungan dengan divestasi adalah sesuatu yang bunuk,

Peraturan Bank Indonesia (PBI) memberikan gambaran bahwa syariah
sebagai suatu sistern perbankan mandiri membutuhkan ruang atau arena tersendiri.
Ruang atau arena tersebut memungkinkan bagi gyarish untuk dapat maju den
berkembang. Syariah dan perbankan konvensional merupakan dual banking system
yang diperkenalkan kepada masysrakat. Kedua sistem ini saling melengkapi.
Sehingga kedudukannya tidak terpisah dengan bank umum konvensional.

Adapun definisi dari pemisahan adalah sebagai berikut

1. Menurut Black's Law Dictionary, adalah
“corporate divestiture in which a division of a corporation becomes
independent company and stock of the new company is distributed to the
corporation s shareholders "

2. Menunit Abdul Moin adalah “pemisshan unit usaha, divisi atsu perseroan
anak dari perseroan induk gehingga tercipta entitas bisnis yang baru dan
independent™”

3. Memerut Kamus Bisnis dan keusmpan Onlize, adalah “4n independent
company created from an existing port of emother company through o
divestiture, such as a sule or distribution of new shares™ "

4. Menurut Patrick A. Gaughan, Spin Of sdalah
“there is a new legal entity that is creuted with a stockholder base that may
be different management team and is ran as a separate firm. New shares are
issued, but they are distributed on a pro rata basis™’

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas
Menurat UU tersebut, Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan
oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan selurub aktiva

62 Ibzd him. 337.

nl, tanggal 9 February 2009

ergezs, &cqmmansand Coc;xme Reslrung, Third Edition, Patrick A. Gaughan, New York,
Yohn & Wiiey, 2602, him. 395,
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dan pasiva perseroan beralih karena hakum kepada 2 {dua) perseroan atan
lebih atan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada
1 {satu) persercan atau lebih,

6. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Pemisahan adalah pemisaban usaha dari satu bank menjadi dus badan usaha
atau jebih, sesuai dengan ketentugn peraturan perundang-undangan,

7. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI2009 Tentang Unit
Usaha Syariah
Pemisahan (Spin-Off} adalah pemisahan usaha dari satu BUK (Bank Umum
Konvensional) menjadi dua badan usaha ateu lebih sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, pemisshan bermakna bahwa adanya
suatu badan hukum yang melakukan perbusten hukum untuk memisahksn died
menjadi 1 (satu) atau lebih perseroan, vang menyebabkan adanys perubahan dalam
aktiva dan passiva perscroan tersebut.

Ada bermacam alasan mengapa pemisahan atau Spin OF dilaksanakan yaita® ;

a. perusshaan memiliki bidang bisnis yang terlalu luas sehingga operast dari
pengendalian dirasakan sulit dan tidak efektif;

b. dengan Spin Gff baik perusabaan induk maupun baru bisa meningkatkan
Kinerja secara lebih baik jika mereka beroperasi secara independen dan
masing-masing bisa mengoptimaikan sumber daya yang dimiliki.

Pada saat Spin Of dilakukan, perusshaan baru yang independen telsh
terbentuk dan ssham perusshazn hasil Spin Of tersebut didistribusikan kepada
pemegang saham lama sebagaimana perusahaan membagikan stock dividend. Tidak
ada pemilik baru yang masuk dalam perigtiwa inl dan tidak ada transaksi yang
bersifat tunai sehingga tidak menimbuikan kewajiban terhadap pajak. Namun apabila
dikemudian hari pemegang sazham lama menjoal ssham-sahamnya kepada pibak lain,

5 Abdul Muin, Merger, akuisisi dan Divestasi,Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2007, him. 338
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maka akan muncu! pemilik baru. Hustrasi Spin Of dapat digambarkan sebagai
berikut™

Sebelum Spin OF
PT. ABC
Divisi Real Divisi Hotel l Divisi
Estate Konsultan
Setelah Spin Off
PT. Real Divisi Hotel ' Divisi
Fetate Konsultan
Tabel 2 : Tustrasi Spin Off

Sebagai gambaran, scbelum Spin Off dilaksanakan, PT. ABC memiliki tiga
visi, dengan berbeda-beda bidang. Ketiga divisi tersebut merupakan kepemilikan
tunggal dari PT. ABC. Divisi real estate menjadi satu bagian dari spin off Kemudian
setelah dilaksanakannya spin off, PT. ABC melepaskan divisi real estate untuk berdin
sendiri menjadi sebuah entitas baru berbentuk perseroan.

 thid, him. 340

UNIVERSITAS INDONESIA

Tinjauan Hukum..., Arief Budiman, FH Ul, 2009



63

Spin Off dapat dilihat dan berbagai aspek, mulal dari Liogkungsn Kerja
sekitar, perusahaan induk dan berdasarkan pasdangan dari proses spin off itu sendiri.
Pandangan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut®’ :

Phase Related o the | From the parent’s perspective | From  the  Spin-Off s
Concerned | environment perspective
Spin-off o Changing sector | » Perceived potential of the | e Factors related to the
Decision characteristics parent’s gnd the spin-off s spin-cff  entrepreneur
o Level of competition} core-businesses ersonal  motives  ard
und concentration * Relatedness of the parent's capabilities, previous
and the spingff's core- education and key work-
business experience}
e Refocusing of the pareni’s| = Perceived potentiol of the
core strategy spinoff & core-business
* Low and declining | # Organisational
performance and profitability environment provided by
* Organisation of the parent the parent
* R&D instantly
» Propensity  to  lake am
“incubator rofe”
o Level of (previous) MEA
activity
Separation | « Regulatory and legal | « Level of the parent’s lop-| ¢ Managerial and technical
Process Jramework (workforce management Suppors key-experience  acguired
Sexibility, taxation of | « Succespul implementation of at the parent company for

57 Alexander Tubke, The Suecess Evaluation of Corporate Spinf-Offs, www. Corporate-sin-ofs.com

Jiambil tanggal & Mei 2009,
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compensations, the separgiion process managing ihe separation
suppori for spin-off or | & Previous experience wit spin- process
start-ups) off processss Level of the parent’s top-
e Available profection management suppovt
Jor the spin-gff's core-
buginess
o Market Structure of
the eguity capital
market
Post s Characterigtics of the | = Effects of rno longer having Successful development of
separation industrial cluster the spin-off activity in-house the new core-business ‘

» Costs of the subsiition of the
spin-off s products or services
» Form and effects of the
eollaboration with the spin-off

(exploitation af the spin-
off s core business)

Form of collaboration
and competitors
Mamagerial and technical
key-experience  acquired
af the parent company

Tabel 3 : Pelaksanaan Spin QfF

Berdasarkan bagan tersebut diatas, maka pemisshan atau Spin OfF dilakuken
dalam 3 (tiga) tahapan yang dapat dilibat dari sudut pandang yang berbeda, yakni
sudut pandang lingkungan usaha, sudut pandang perusahaan induk dan menurut sadut
pandang Spin Qff itu sendiri. Pandangan tersebut terbagi menjadi ke dalam 3 (tiga)

fase, vakni pra Spin Off Proses Spin Off dan paska Spin Off

Pra Spin Off dilihat dari lingkungan usaha, maka pelaksanaan hal ini skan
mempengaruhi pada karakter usahanya. Karens perusabaan melakukan ekspansi ke
arah bisnis baru dari jenis usaha sebelumnya. Ekspansi ind juga hares memperhatikan

kapada tingkat persaingan usaha, Hal ini penting untuk dilakukan mengingat pada

Tinjauan Hukum..., Arief Budiman, FH Ul, 2009
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tahap ini adalsh untuk pengambilan keputusan pelaksanaan pemisahan atau Spin OfF
Kemudian pada tahap pengambilan keputusan, berdasarkan sudut pandang
perusahaan induk kegiatan pemisaban akan merubah prinsip bisnis perusahaan. Selain
itu dalam pemisahan juga harus diputuskan menpenai permasalahan sumber daya
manusia. Apakah menggunakan sumber daya menusia yang ads atau menambah
sumber daya tersebut. Pemisahan mempengaruhi perusshasn induk. Menurut
pandangan Spin Off, kegiatan ini menguji faktor kewirausahaan stau menuntut
kemampuan wirausaha,

Pada {ahap pemisahan, yang hams diperhatikan adalah  mengenai
pengaturannya. Juga berkenaan dengan perlindungan yang diberikan terhadap
perusshaan ketika melakukan pemisahaan. Selain itu dalarn pemisshan juga barus
diperhatikan mengenai kondisi dan siuasi pasar yang skan dimasoki. Berdasarkan
pandangan petusahaan induk, pemisahan mendapatkan dukungan dari Jevel top
manajer vang mengharapkan bahwa pemisashen akan berislan dengan lancar dan
sukses. Sedangkan pada proses pemisahan juga memberikan pengalaman manajemen
yang sangat berharga bagi perusahaan hasil pemisahar,

Setelah proses pemisahan terjadi, meka perusshaan hasil pemisahan
diharapkan dapat mengikuti karakteristik pasar yang dipilihnya serta dapat bersaing
pada perusshaan-perusahean yang felah ada sebolummya. Paska pemisahan,
perusahaan Induk akan mengalami efeknya, vaknl akan muneui biaya-biaya selarma
proses pemisahan berlangsung, selain ity akan ada perubahan terhadsp perusahaan
induk. Sedangkan dari sudut pandang perusahaan hasil pemisahaan maka dibarapkan
dengan adanya pemisshan akan memberikan dampak yang bapgus terhadap
perkembangan perusahasan tersebut ke depannya. Selain itu jugs dalam menjalankan
operasional perusahaan hasil pemisahaan, maka dibutuhkan pengalaman dan
pengetahuan yang diperoleh dart perusahaan induk.

Keberhasilan suatu pemisshan atau Spin Off dapat dilihat pada masa
pengambilan keputusen. Pada masa tersebut, skan terjadi banyak kontroversi.
Banyakrnya pertentangan disebabkan karena reaksi antara pro dan kontra dengan
pemisahan, Schinggs diperlukan penyesuainn dan keserssian. Pada kacamata Spin

UNIVERSITAS INDONESIA

Tinjauan Hukum..., Arief Budiman, FH Ul, 2009

.



Off, kegiatan ini dapat dilibat sebagai kegiatan atau ussha untuk berwiraswasta,
membuka usaha jenis baru yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip atau inti
perusahaan induknya. Sehingga menurut perusahaan, hal ini akan membawa dampak
yang negatif, terutama bagl perusahaan yang bersifat konvensional,

Sedangkan pada sudut pandang pemisahan, merssakan adanya suatu sensasi
bahwa dengen pemisshan, perusahaan yang baru akan dapat melakukan ckploitasi
dan membina serts membangun perusahaan vang Ichil solid dan lebihk baik lagi.
Tetapi hal ini akan menjadi obsesi pribadi dari pibak yang melakukan pemisahan,

Secara general, sukses tidaknya dart pelaksanaan pemisahan tidak lepas dari
dukungan perusahaan induknya, mulat dari pemegang sahamn sampal dengan para
karyawannya. Pemilihan bidang usaha yang skan dimasuki juga merapakan fekior
yang menentukan.

C. PELAKSANAAN PEMISAHAN Aftau SPIN OFF

Terhadap badan hukum perbankan, pemisahan atan Spin Gff  dapat
dilaksanakan berdasarkan dua ketentuan, yang saling menyatu dan melengkapi, yaitu:
1. UuPT
Pemisshan atau Spin (3 dapat dilaksanakan berdasarksn UUPT dan PBI
No.11710/PB1/2009 Tentang Unit Usaha. Menurut UUPT, pemisahan UUS dilakokan
dengan mendasarkan pada Pasal 126, Pasal 127, Pasat 128 dan Pasal 135.

Pada Pasal 126 menyesbutkan ;
(1) Perbuatan kukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, aiau
Pemigahan wajib memperhatikan kepentingan:
a. Persercan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
h. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
¢. masyarakat dan persaingan schat dalam melakukan usaha.
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(2) Pemegang saham vang tidak setuju terhadap keputussn RUPS mengenai
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisshsn scbagaimana
dimsksud pada avat {I} hanya boleh menggunskan haknya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62.

{3} Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidek menghentikan
proses pelaksanaan Pengpabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau
Pemisshan,

Pasal 126 mengisyaratkan bahwa dalam perbuatan perseroan vang bertujuan
untuek merubah anggaran dasar harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang
terkaft, salah satunya adalah masyarskat dan persaingan sehat dalam melakukan
usaha.

Bagi perusahaan yang memproduksi barang atau fasa vang dijual kepada
masgyarakat, selaku konsumen, masyaraket juga berhak untuk mendapatian
perlindungan. Perusabaan baru hasil pemisahan tidak meociptakan atau menimbulkan
terjadinya kondisi persainpgan tigak sehat, Kemungkinan untuk feriadinya persaingan
tidak sehat dalam beptuk monopeli atau monopsoni gtan bentuk-bentuk lain yang
dapat merugikan masyarakat harus dihindad dan dijauhkan, Karena kedudukan yang
akan tetjadi dar kondisi yang demikian ity akan menjadikan ketimpangan dan
mendatangkan kerugian pada masyarakat.

Pasal 127 menyebutkan :

(1} Keputusan RUPS mengenal Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan,
atau Pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat
(1) dan Pasal 89,

(2) Direksi Perseroan vang akan melakukan Penggabungsn, Peleburan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan
paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis
kepada karyawan dart Pers¢roan yang akan melskukan Penggabungan,
Pelehuran, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling
Jlambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
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(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2} memuat juga
pemberitahuan bahwa pihak vang berkepentingan dapat memperoleh
rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilaliban, atau Pemisahan di
kantor Perseroan terhifung sejak tanggel pengumuman sampai tanggal RUPS
diselenggarakan.

Dalam pasal 127, direksi diberikan kewsajiban dan tanggung jawab untuk
menaberitabukan rencana pemisahan dalam bentuk ringkasan kepada khalayak publik.
Adapun tujuannya adslah scbagai pemberitahuan bahwa akan ada pensbahan pada
tubuh perseroan. Pembentshuan ini menyangkut mengensi perlindungan kepada
publik, khususnya para pemegang saham. Pemberitabuan ini juga berguna untuk
melihat reaksi dari pihak-pihak yang terkait, baik yang pro maupun kontra.

Apabila terdapat kontra reaksi maka harus disslesaikan terlebih dabulu
sebelunt mencapai dalam forum RUPS, Kemungkinan terburuk vang dihadapi adalsh
tidak jedinya penyelenggaraan pemisahaan karena terlalu bsnyak pihak yang tidak
setuju, Atau bahkan adanya pemegang ssham yang mengundurkan diri sebagai
bentuk ketidaksetujuannya terhadap rencana pemisahan.

Pasal 87 {(avat) 1 :
{1} Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 89 :

(1} RUPS wntuk menyetonn Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau
Pemisghan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,
perpanjanpan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat
dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit % (tiga perempat) bagian dari
jurnlah seluruh saham dengan hak svara hadir atau diwakili dalam RUPS dan
keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit % (tiga perempat) bagian
dari jumish suara yang dikeluarkan, kecuali angparan dasar menentukan
kuorum kehadiran danfatau keteniuan tentang persyaratan pengambilan
keputusan RUPS yang lebth besar.
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(2} Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimang dimaksud pada avat (1) tidsk
tercapai, dapat diadakan RUPS kedua,

(3) RUPS kedua scbagaimana dimsksud pada ayat (2) sah dan berhak
mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit % (dua pertiga) bagian
dari jumleh selurub saham dengan hak suara hadir atau diwakili delam
RUPS dan keputusan adaiah sah jika disetujui oleh paling sedikit % (tiga
perempat) bagian darf jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran
dasar menentukan kuorum kehadiran dan/stan ketentuan tentang persyarstan
pengambilan keputusan RUPS yang lebih besac.

{4) Ketentuan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 86 gyat (3), ayat (6}, ayat (7),
ayat (8}, dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

{3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2}, dan ayat (3)
mengenai  kuorum kehadiran dan/atau  ketentvan fenfang  persyaratan
pengambilan keputusan RUPS berlaku juge bagi Perscroan Terbuka
sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan pgrundang-undangan di bidang
pasar modal.

Setelah kontra reaksi terhadap masalah tersebut dapat diselesaitkan, maka
takapan  selanjufnya adalsh dengan menggelar forum RUPS. Rapat yang
diselenggarakan harus dibadiri minimal % (tiga perempat) bagian dari jomiah seluruh
saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputizsan adalah sah
jika disetujui paling sedikit % (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan, kecusli anggaran dasar menentukan kuoram kehadiran dan/atau
ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
Keputusan yang diambil dalam RUPS harus mencerminkan musyawarsh untuk
mufakat.

Pasal 128 ayat |

{1} Rencangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan
yang telah disetujut RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan,
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Peleburan, Pengambilalihan, stau Pemisahan yang dibuat i hadapan notaris
dalam bahasa Indonesia,

Pembuatan keputusan RUPS kemudian dibuat dihadapan notaris untuk
kemudian diakiakan. Perbuatan ini menandakan bahwa persetujuan int telah secarn
sah dan mengikat yang dibuat dalam RUPS. Perubahan hanya dapat dilakukan
apabila seluruh peserta rapat bersedia untuk merubahnya dan harus mendapatkan
persefujuan dari setiap anggota pemegang saham.

Pasal 135
{1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:
a2 Pemisahan mumi; atau
b. Pemisahan tidak muoosd.
{2) Pemisahan mumi sebagaimana dimaksud pada avet (3 huruf 2
mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Permssroan beralih karens hukum
kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menctima peralihan dan

Perseroan yang melakokan pemisahan ussha tersebut berakhir karena
hukum,

{3) Pemisahan tidak murni sebapaimana dimaksud peda ayat (1) hunuf b
mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralib karens hukum
kenada 1 {satu} Perseroan {gin atau lebih vang menerima peralihan, dan
Perseroan yang melakukan Pernisahan tersebut tetap ada.

Berdasarkan Pasal ini, maka pemisahan sebuah badan hukum perseroan
terbatas dapal dilakukan dengan 2 {dua) cara, yakni pemisahan mumi dan tidak
murni. Pemisahaan murni mengakibatkan perusahaan lama ekan berakhir berganti
kepada perusahaan yang baru. Sedangkan terhadap pemisshan tidak mumi,
perusshaan yang lama tetap ada dan berdampingan dengan perusahaan yang baru,

Berdasarkan Peraturan tersebut, maka Pernisahan dilakukan dengan cara:
{. Direksi Perseroan yang akan wmelakukan Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumksn ringkasan rancangan
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paling sedikit dalam 1 {satu} Surat Kabar dan mengumumbkan secara tertulis
kepada karyawan dari Persercan yang akan melakukan Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling
lambat 38 (tiga puluh} bari sebelum pemanggilan RUPS. (Pasal 127 ayat 2).

Pasal tersehut mewajibksn bahws Pemisahan terlebih dahulu
disosialisnsikan kepada publik, terutama pemegang saham. Sosialisasi
bertujuan sebagal pemberitahuan kepada pihak kedua, maupun pihak ketiga
dan untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengaijuken
keberatan apabila merasa kepentingannya dirupikan. Apabila terdapat
keberatan dari pihak kedaa maupun ketiga, maka dapat segera ditangani,

2. Kemudian sefeish pengumuman tersebut dilsksanakan dan keberatan-
keberatan telah diselesaikan dengan baik, maka Direksi dapat melaksanakan
RUPS dengan agenda Pemisshan tersebut.

Pelaksanaan RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalthan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan
dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran
Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit % (tiga
peremipat} bagian dan jumlab seluruh saham dengen hak suare hadir atau
diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah iika disetujui paling sedikit %
{tiga perempat) bagian darl jumiah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran
dasar menentukan kuorum kebadiran danjatau ketentuan fentang persyaratan
pengambiian keputusan RUPS vang lebih besar. (Pasal 89 ayat 1}

Forum RUPS digunakan seiaio kareng Forum tertinggt dalam
organisasi perseroan, RUPS memiliki wewenang yang tidsk dimiliki oleh
Direksi atan Dewan Komisaris. Selain itu dalem forum RUPS, Pemegang
saham juga berwenang untuk meminta keterangan-keterangan schubungan
dengan mata acara RUPS yang berkaitan dengan persercan kepada Direkst
danfatau Dewan komisaris. Selain itu dalam RUPS juga harus memperhatikan
kepentingan-kepentingan :

s. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
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b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
¢. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Tujuan diberlakukannya ketentuan ini adalah untuk menjamin bahwa
kepentingan para pihak di stas tidak akan dirugikan. Apabila ternyata
dirugikan maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan.
Sedangkan kepentingan masvarakat dan lingkungan usaha juga wajib
dipechatikan, Pemisahan yang zkan dilakuken tidek boleh menciptakan
lingkungan usaha yang cenderung untuk menimbulkan persaingan tidak sehat,
seperti terjadinyas monopoli aiss monopsoni yang dapat merugikan
lingkungan usaha terutams kepentingan masyarakat.

3, Selanjutnya dalam penyelenggarsan RUPS, ada hal terpenting yang harus
dicermati, yakni mengenai pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan dalam RUPS harus memenuhi  unsur
Musyawarah untuk mufakat (hal ini sesuai dengan Pasal 87 ayst 1)
Keputusan musyawarah untuk mufakat diambil guna menjamin kepastian dan
keadilan bagl selurub kepentingan termasuk pemgang ssham dan kacyawan
serta kepentingan perseroan itu sendiri. Keputusan yang diambii dalam RUPS
untuk menyetujui perisahan harus memenuhi ketentuan pasal 8% ayat 1, yaitu
RUPS untuk menyetaiui Penggabungan, Peleburan, Penpambilaliban, atau
Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatskan  pailit,
perpanjangan jangka wakiu berdirinys, dan pembubaran Perseroan depat
dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit % Qtiga perempat) bagian dari
jumiah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dap
keputussn adalah sah jiks disetujui paling sedikit % (tiga perempat) bagien
dari jumlah suars yang dikeluarksn, kecuali anggaesn dasar menentukan
kuorum kehediran danfatau kefentuan tentang persyaratan pengambilan
keputusan RUPS yang lebib besar. Apabila dalam RUPS terdapst keberatan
pemegang saham fechadup pemisshan, waka pemegang ssham  yang
bersangkutan berhak untuk mengajukan opsi jual saham dengan harga wajar
kepsda perseroan,
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4. Setelah RUPS mencapai  keputusannys, kemudian keputsan tersebut
diaktakan di hadapan Wotaris. Yang kemudian dijadikan dasar untuk
melakukan Pemisahan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia.

Ketentuan yang terdapat dalam UUPT mengatur mengenat pemisahan yang
dilakukan oleh gsuatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas. Pada intinys,
Bark merupaksn suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan terbatas. Sehingga
pengaturannys tercantum dalam UUPT. Sedangkan bagi jenis usahanya mengacu
kepada peraturan mengenai perbankan, baik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia
maupun negsm, baik yang mengatur mengerai perbankan itu sendixi maupun unit
nsahanya.

2. PERATURAN BANK INDONESIA

Pengaturan yang terdapat dalam aturan tersebutl temmasuk pemisahan unit
usahanya. Sehingga selain diatur dalam UUPT, peraturan pecbankan juga mengenai
pemisahan unit usaha syariah atau Spin OfF. Pada Peraturan Barnk Indonesia Nomor
1{710/PBY200% Tentang Unit Usaha Syariah tercantum dalam Bab 1X Pasal 40
sampal dengan Pasal 54 tentang Pemisahan Unit Usaha Syarizh. Pada aturan tersebut,
ditnangkan bahwa Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah
{ULIS) wajib melakukan pemisahan, apabila :

1. NWilai aset UUS telah mencapal 50% (lima puluh persen) dari total ntlal aset

Rank Unrnum Konvensional induknya; atau

2. Paling lambat {5 (lima belas} tahun sejak berakunya undang-undang Nomor

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam menyikapi ketentuan tersebul, tentunya perusahaan akan melakukan
pemisahan, Oleh karena ifv pada pasal selanjutnya mengatur mengenai cara untuk
melakukan pemisaban tersebut. Berdasarkan Peraturan tersebut kegiatan pemisghan
atau Spin Off terbagi menjadi 2 (dua) yaitu

a. Mendirikan Bank Umum Syariah baru; atau
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b. Mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada Bank Umum Syariah yang telah

ada.

Kemudian dalam rangka menjalankan kegiatan tersebut, Bank Umum

Konvensional juga harus memperhatikan syarat-syarat seperti :

i

Pendirian Bank Umum Syariah hasil pemisahan dapat dilakokan oleh 1 (satu)
atau lebih Bank Umum Konvensional vang memiliki UUS,

Pemnisahan UUS dengan cara pengalihan hanya dapat dilakukan kepada Bank
Umum Syariah vang mempunyat hubungan kepemilikan dengan Bank Untim
Kenvensional yang memiliki UUS,

Bank Umum Syariah hasil pemisahan dan Bank Umum Syariah penerima
perisahan harmus memenuhi paling kurang rasio kewajiban pemenuhan modal
minimum (KPMM) minimal 8 % {delapan persen).

Apabila Bank Umum Syariah haesil pemisahan atsu Bank Umum Syarish
penerima pemisahan memiliki rasio Now Performing Financing (NPF) neto
kehih dari 5 % (lima persen) dan/atau mengakibatkan pelampavan Batas
Maksimum Pepyaluran Dana, maka Bank Umum Syariagh hasit pemisahan
atau  Bank Umum Syariah penerima  pemisahan tersebut  wajib
menyelesaikannya dalam wakw | (saty) tahun.

Kedua jenis syarat tersebut waiib wuntuk diikuti olebh Bank Umum

Konvensional. Apabila syarat tersebut tidak ditkati oleh Bank Umum Konvensional
maka Bank Indonesia dapat mengenskan sanksi berupa pencabutan izin usaha UUS.
Jika dilihat dengan seksama, maka persyaratan yang diberikan oleh Bank Indonesia,
dapat Kkita masukkan ke dalam 2 (dua) jeals, yaitu sebelum dilaksanakannya
pemisahan atau Spin Off dan setelah proses pemisahan atau Spin OF berlangsung.
Kedua syarat tersebut wajib dipenuhi baik oleh Bank Umum Konvensional maupun
Unit Uszha Syariah.
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A. Mendirikan Bask Umum Syariah Baru

Pendirian Bank Umum Syarizh bare yang wajib dilakukan seizin Bank
Indonesia. Jzin tersebut adalah Izin Prinsip dan izin Usaha. Menurut Peraturan
Bank indonesia tentang Unit Usaba Syariah, 1zin Prinsip adalah perseimjuan
untuk melakukan persiapan pendinan Bank Umum Syarizh hasil pemisaban.
Kemudian setelah iu waiib pula untuk memenuhi Izin Usaba, yakni izin yang
diberikan setelah Bank Umum Syarish hasil pemisahan sisp melakukan
kegiatan operasional.

Dalam Izin Prinsip tersebut, calon Bank Umum Syarizh wajid
memenchi persyaratan yakni
i, Jumlah modal yang harus disetor oleh Calon Bank Umimm Syariah kurang

lebih sebesar Rp. $00.000.000,- (lima ratus milyar Rupiah), sesuai dengan
pasal 45.

2. Apabila jumlah setoran modal korang maka penambahan atas kekurangan
tersebut harus dilakokan dalem bentuk tunai dan/atau tapah dan gedung
yvang akan digunakan untuk operasional Bank Umum Syariah hasil
pemisaharn.

3, Kemudian jumish modal tersebut wajib ditingkatkan paling lambat 10
(sepuluh) tabun secara bertahap menjadi  paling kurang  sebesar
Rp. 1.000.000.000.000,00 {(Satu Trilyun Rupish) setelah izin usaha
diberikan,

4, Menurut Pasal 47 Persturan Bank Indenesia, Pendirian Bank Umum
Syariah, diajukan melalui permohonan yaog dilengkapi dengan :

8. Rancangan Akta Pendirian Bank Umum Syarish Hasil Pemisahan,
yang kurang lebib berisi :

1. Nama dan Tempat kedudukan Bank Umum Syariah hasil

pemisahan;

2. Kegigtan Usaha Bank Umum Syariah harus sesuai dengan

ketentuan peraturan yang berlaku;
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. Modal vang disetor sebesar Rp. 500.000.000.000,- (Lima Ratus

Milvar rupiah};

. Pemenuhan engenai  ketentuan  syarat, jumizh, tuges,

kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut
Dewan Komisaris, Direksi dan anggotza DPS sesuai peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

Datam hal Dewan Komisaris dan anggota DPS wajib mengikuti uji
kemampuan dan kepatutan (i and proper tesy) serta wawancara
vang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini sesuat dengan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBE2009 Tentang Bank
Umum Syariah.

. Ketentuan mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris,

anggota Direksi dan anggota DPS dengan memperoleh persetujuan
Bank Indonesia terlebih dahulu,

. Ketentuan mengenai RUPS Bank Usaha Syariah yang menetapkan

mengenal tugas mangjemen, remunerast Dewan Komisaris dan
Direksi, laporan pertanggungjawaban tzhunan, penunjukkan dan
biaya jasa akuntan public, penggunaan laba dan hal-hal Jainnya
yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia, dan

. Ketentuan RUPS yang harus dipimpin oleh Presiden Komisaris

atan Komisaris Utama.

. Bank Indonesis dalam memberikan persetujuan atas permohonan

tersebut berdasarkan antacs lain pada“ y

a. Pemenuhan legal aspek mengenal tahapan kesiapan Pemisahan
UJUS yang dilakokan oleh Bank Umum Konveasional,

b. Analisis terhadap proforma laporsn keuangan Bank Umum
Syariah hasil pemisahan, dan

 Lilust Penjelasan Pusal 46 Peraturas Bank Indonesia Teatang Unit Usaha Syariah Nomor

LIH/PRY 2669
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c. Uji kemampuan dan kepatutan {fif and proper fest) terhadap
calon pemegang saham pengendali, calon Dewan Direksi
Kormisaris dan Calon Direksi serfa wawancara techadap DPS.

Setelah semua dokumen {elah dilengkapi dan persvaratan ielah
dipenuhi dan diterima, maka Bank Indonesia memberikan Izin Prinsip kepada
Bank Umum Syrariah hasil pemisahan, Kemudian dalam wakiu 6 {(enam)
bulan sejak diberikannya tanggl persetujuan  tersebut, Bank Umum
Konvensional wajib mengajukan izin usaha. Apabila telah lewat waktu yang
diberikan maka perselujuan prinsip yang telah diberikan menjedi tidak
berlaku. Hal ini berbeda dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
11/3/PBIFZ009 Tentang Bank Umum Syariah yang tidak memberikan batasan
wakiu mengenai pengajuan izin usaha tersebut.

Selain itu, bagi Bank Umum Konvensional yang telah menerima izin
prinsip wajib mengumumkan rencana penpalihan hak dan kewafiban UUS
dalam surat kabar paling lambat 10 (sepulub) hari sejak diberikannya tanggal
persetujuan. Pengalihan hak dan kewaliban hanya dapat dilakukan setelah izin
usaha telah diberikan. Pengumuman ini  wajib  sehubungan dengan
perlindongan yang diberikan kepada pemegang ssham icrutama pemegang
saham minoritas. Undang-undang PT 1elah memberikan pengaturan mengenai
perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.

Dalam pengajuan izin ussha kepada Bank Indenesia, Bank Umum
Konvensional yang telah memperoleh izin prinsip wajib melengkapinya
dengan akta Pendirian Bank Umum Svariah hasii peraisahan. Surat pengajuan
permohanan izin usaha disampaikan oleh Direktur UUS  vang dilengkapi
dengan akta pendirian yang telah mendapatkan persetujuan dari pihak yanp
berwenang. Kemudian sama dengan pemberian izin prinsip, Bank Indonssia
memberikan persctujuan Izin usaha dengan mendasarkan persetujuaonya
pada:

a. Pemenuhan lepal aspek mengenai tahapan kesiapan Pemisahan

UUS yang dilakukan ofeh Bank Umum Konvensional,
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b. Analisis terhadap proforma iasporan keuangan Bank WUmum

Syarial hasil pemisahan, dan

¢. Uji kemampuan dan kepatutan {f¢ and proper test) terhadap calon
pemegang saham pengendali, calon Dewan Direksi Komisaris dan

Calon Direksi serta wawancara terhadap DPS, apabila terjadi

perubahan.

Secara singkat, prosedur pendirian Bank Umumn Syariah hasil pemisahan
dapat digambarkan sebagai berikut ;

vus | Ponsaan | i pringip | Maksimal  f pon vsabs | MK [ Operasionat BUS
1 izin 2 6 {enam) bin 4 30 Hari 5
4 W
Syarat: (3} f Syarat: (5) )
+ Rancangas Akia Pendirian o Tzia Prinsip
Bagk Umuowm Syariah Hasil » Rancangan Akta Pendirian
Pemizsahan

» Permodalan min, 568 milyar

>

Pemisahan

e

Bank Umum Syariah Hasil

Tabel 4 1 Pendirian Bank Umum Syariah

B. Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umunm Syariah atan
Mengalihkan Hak dan Kewajiban UUS kepada Bazak Uwum Syariah

yang telak ada

Pengaliban kepada Bank Umoum Syariah yang telah ada merupakan

salah satu alternatif tersedia yang terdapst dalam Peraturan Bank Indonesia.
Secara singkat, prosedur ini dapat dipambarkan sebagai berikut
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Unit Usaba Syarish JRO1C402 | pengatinan Pelaksanaan | go ¢ yrum Syariah
2 " 4
N 7
fSyzmt : (3) Syarat: (5) \
» Persetujuan Bank Indonesia o Maks. 30 hari setelah tanggal
» Permohonan rencana pengsliban persefujuan wajib dislihkan
hak dan kewajiban e Maks. 18 hari setelah peagaliban
¢ Rencana Pengaliban divmumkan wajib dilaporkan
dalzn Surat Kabar max. 10 bori * Maks, 18 havi setelnh pesgaliban
sefelah persetujoan wajib melaporkan Laporan
\_ A Kenangan
N S
Tabel 5 ; Konverst Baok Urn Konvensional mesiadi Bank Umurn Syartah :
Unit Usaha Syariah yang melakukan pemisaban dengan cara
pengaliban hak dan kewajiban kepada Bank Umum Syarish banya dapat

dilakukan dengan persetujuan Bank indonesia. Persetujuan Bank Indonesia
kemudian ditindakianjoti dengan pemberitshuan dan pengumuman rencana
tersebut dalam Surat Kabar selambat-lambatmya [0 (sepulub) hari setelab
tanggal persefujuan. Persetujuan terhadap pengalihan hak dao kewajiban
tersebut diberikan berdasarkan®™:

a. pemenuhan aspek lepal Pemisahan UUS;

b. agalisis rencana pengaliakan hak dan kewajiban UUS; dan

¢. analisis atas proforma laporan keuangan Bank Umum Syarigh

penerima pemisahay,

Setelah persetujuan dari Bank Indonesia diberikan maka dalam jangka
waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari, UUS tersebut wajib dialihkan.
Kemudian setelah penpalihan dilaksanakan maka Bank Umum Konvensional
wajib melaporkannya paling lambat 10 (scpuiuh) hari. Laporan hasil

® Lihat Penjelasan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Bank Indonssia Tentang Unit Usaha Syariah Nomior
TH10/PBI200Y
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pengalian wajib disampaikan ofch Bank Umum Syariah penerima paling
lambat 10 {sepuluh) hari setelah pelsksanaan. laporan fersebut berisi
mengenai Kondisi keuangan pasca pengalthan. Dalam pemisshan ini, baik
Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syarish penerima UUS memiliki
kewajiban untuk melaporkan kegiatan pelaksanaan pemisahaan dan pasca
pemisahaan. Bank indonesia berhak untuk membatalken persetujuan tersebut
apabifa persyaratannys tidak dipenuhi baik oleh Bank Umum Konvensional
maupun oleh Bank Umum Syariah.
Selain pengalihan hak dan kewajiban seperti tercantum di atas, Unit

Usaha Syarigh dapat menjadi Bank Umum Syariah dengan  carz
mengkonversi, atan lebih dikenal dengan sebutan Konversi Bank Umum
Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Rencans untuk melakukan
konverst ini terlebih dahulu dapat dilakukan dalam 2 {duz)} tshap sebapai
berikut™ :

1. Takap Akuisisi

2. Tabap Konversi

1. Tahap Akuisisi

Adapun definisi dari akusist adalah

a. Peraturan Pemerintoh Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998
Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan akusis
adalgh perbuatan hukum yvang dilakukan oleh badan hukum atau
orang perseorangan uniuk mengambil alih baik seluruh atau
sebagian besar szham perserosn yang dapat mengakibatkan
beralihnya pengendalian terhadap perscroan tersebut,

b. Akuisisi adalah pengambilaliban kepemilikan atau pengendalian
atas saham atau aset suatu perusshaan oleh perusahaan lain dan

"Pedoman Investasi dalam Benk Syarieh, werw.bigo,id/web/Perbankun/?
pada taaggel 15 Mei 2009
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datam peristiwa ini baik perusahasn pengambilalih atau vang
diambil alih tetap cksis sebagai badan hukum yang terpisah”',

Akuisisi merupakan bentuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan
oleh pihak pengakuisisi sehingga akan mengakibatkan berpindahnya kendali
atas perusashaan  vang diambilalih  tersebut. Yang dimaksud dengan
pengendalian adalah kekuatan yang berups kekuasaan untuk™:

a. mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahasn;

b. mengangkst dan membethentikan manajeman;

¢. mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat diseksi.

Akuisisi dilakukan oleh Bank terhadap Bank lain dengan tujuan uatuk
menjadi saham pengendali, sehingga pihak pengakuisisi menjadi pihak
pengendali bank tersebut. Langkah ini dapat dilakukan wntek menghindard
aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia umuk melakukan penyetoran
muxdal minimum bank syarizh baru sebesar Rp | trilyun. Kemudian Bank
Indonesia sendiri menetapkan bahwa izin akuisisi akan diberikan apabila
memenuhi persyaratan sebagai berikut

& Telsh memperoleh persetulgan dari RUPS bank yang akan

diakuisisi,

b. Pihak pengakuisisi memenuhi persyarstan sebagal pemilik bank

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

¢. Jika Bank yang diakuistsi terdaftar di pasar modal, maka wajib

memenuhi ketentuan pasar modal mengenai penawaran tender dan

keterbukaan informasi pemegang saham tertento,

™ Op.cit, Hlm 8

2 vid
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Prosedur akusisi bank ini dapat digambarkan sebagai berikut

&nk dan Pihak  Pengaknisisi

prengajukan vencana akoisisi, berisi 2.1 :

- Nama, lokasi bank & pibak
pengakusisi

- Alesan & penjelusan akulsisi

«  Mekanisme konversi saham

- Rencans snggsran dasar bank

- Ketersedinan dana

- Penyelesaing bak pilisk minorites

~ Rancangan akia shmisisi

- Surat pernyataan pihak pengalmisis

-

..

Pengumuman Riagk Akusisi

30 hari sehelom RUPS

2 surat kabar yang beredar
Tuas

14 schelum RUPS, pada
pegawai bank

bahwa sember dana sesoai keientzmn)

Rancangan akuisisi dan  konscp
akia akuisisi telah disetujui oleh
RUPS bapk dan pibak pengakusisi

\.

(nglms:m Rencana Akuisisi :

Nama, Jokast bayk & pihak
pengakuisisi

- Alasan bank & pibak pengakuisisi
- Lap. Ken, 3 thn terakhir

- Jumisk szham vang akaa dibeli

- Komposisi saham setelah alaisisi
- Perkirnan waktu akeisisi

Tabet 6 : Prosedur Akuisisi

2. Tahap Konversi

[

Persetujunn gfan
Penolalean Bl (38 hari)

j

AKTA AKUISISI

Tahapan i dilaksanakan seteiah Bank teleh telah diakusisi. Bank
hastl akuisisi, oleh pengakuisisi kemudian diubah atau dikonversi menjadi
Bank Umum Syariah. Terhadap rencana tersebut, Bank hasil akusisi atau
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Bank Umum Konvensional barus mencantumkannyz dalam rencana bisnis

bank.

Kemudian dalam rangka memperoich izin konversi dari Bank
Indonesia, dalam hel ini Gubernur Bank Indonesia, maks bank harus
menyerahkan dokumen sebagai berikut :

a. Anggaran dasar bank,

b. Rancangan skta perubshan anggaran dasar, dimana harus tercantum
penegasan bahwa bank melsksanakan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syarieh dan adanya penempatan Dewan Penpawas Syariah
begerta tugas-tupasnys,

¢. Notulen RUPS

d. Diata berupa :

.
1.

i,

Daflar calon pemegang saham berikut rincian besamya masing-
masing kepemilikan saham bagi bank berbentuk hukum
Perseroan Terbatas/Perusshaan Daerah;

Daftar calon anggotla berikut rincian jumliah simpanan pokok dan
simpanan wajib, serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk
hukum koperasi;

¢. Daftar calon angpota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas
Syarialy;
f. Rencana struktur organisasi dan susunan personalia;

g. Rencana bisnis bank untuk tahua pertarna yang paling kurang memuat:

i’

ii.

iii.

Studi kelayakan mengenai peluang pasar perbankan syariah den
potensi ekonomi;

Rencana kepgiatan usaha serta langkah-langkah yang akan
dilakuvkan dalam mewaiiodkan rencana dimaksud, dan

Proyeksi laporan keuangan selama 12 bulan yang dimulai sejak

bank melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip
syariah.

k. Rencana strategis jangka menengah dan panjang;

UNIVERSITAS INDONESIA

Ti_njauan Hukum..., Arief Budiman, FH U, 2009



84

i, Pedoman manajemen resiko, rencana sistemn pengendalian intern dan
rencang sistem teknologi informasi;

j.  Sistem dan prosedur kerja;

k. Rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank terhadap
nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah bank berdasarkan
prinsip syarish;

1. Bukti kesiapan operasional, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Selaniutnya dalam rangka memberikan izin konversi, Bank Indonesia
melakukan penelitian mengenai Tingkat Kesehatan Bank dan melakukan Fit
and Proper test terhadap Dircksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
bank. Persetujuan terhadap penelakan izin konversi paling lambat dalam
jangks waktu 60 {enam puluh} hari setelah dokumen permohonan diterima
secara fengkap.

Apabila izin konversi telah disetujui dan diterima oleh bask, maka
bank tersebut wajib menyelesaikan seluruh  hak  dan  kewajiban
konvensionalnys paling lambat 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejuk tanggal
zin konversi. Bagi bank yeng telah wmendapast izin konversi, setelah
menyelesatkan kewstiban konvensionalnya waiib mencantumkan secara jelas
kata “Syarish” sesudah kata “Bank” pada penulisan namanya, dan bank
dilarang mengubah kembali kegiatan usaha menjadi konvensional.

Izin konversi berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran
dasar atau akta pendirian oleh instansi berwenang atau berlaku sgjak tanggal
pendaftaran gkic perubshan angparan dasar dalam dafitar perusahaan, jika
perubahan anggaran dasar tidak memerlukan persetujuan instansi berwenang.

Setelah konversi selesai dilakukan, kemudian bank tersebut beroperasi
denpan namz bary, yakni diberi logo “Syarish”. Kemudian Unit Usaha
Syariah tersebut akan melebur ke dalam Bank tersebut.
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Pemisahan jenis kedpa ini banyak dilakukan oleh Bank Umum
Konvensional, seperi contohnya adalah Bank BRI Bank BRI pada waktu
melakukan pemisahan atau Spin O dilakukan dengan cara mengakuisisi
terlebih dehuluy Bank Jasa Arta untuk kemudian dikonversi menjadi Bank
Unmum Syariah.

Berdasarkan Ringkasan Rancangen Akuisisi, yang dirmuat pada Harian
Bisnis Indonesia, Senin, 30 Juli 2007, Bank BRI akan melakukan Akuisisi
terhadap Bank Jase Arta. Tindskan akuigisi ini dimaksudkan sebagai jalan
untuk mendirikan Bank Unmum Syariah oleh BRE

Menont Ringkasan terscbut, Bank Jasa Arts adalah Bank Umum Non
Devisa yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan
negara Republik Indonesia. Bank Jasa Arts dimiliki oleh kelompok usaha
Panasia Grup dan berlokasi Jakarta. Dalam melakukan usahanya, Bank Jasa
Arta fokus kepada pengembangan dan pemberian bantusn kepada sektor
Usaha Mikro Keoil dan Menengah (UMKM).

Hal ini sesuzi dengan visi dan misi Bank BRI vang ingin membangun
dan menjalankan usaha perbankan syariah yang fokus kepada UMKM.
Karena persamaan vist dan misi tersebut, maks Bank Jasa Arta setuju untuk
menerima investasi dari Bank BRI, Namun sebelum dilaksanakannya akuisisi,
Direksi Bank BRI wajib untuk memberikan pengumuman dan pemberitahuan
kepada khalayak umum, khususoya pemepang seham publik melalui surat
kabar. Proses akuisisi dilskukan denpan membeli hampir seluruf saham milik
Bank Jasa Asta dengan anggaran sebesar Rp. 18,1 M.

Bagi Bank Jasa Arta, dengean dilaksanakannya akusisi akan memberi
manfaat sebagai berikut”

a. mendapatkan dukunpan permodalan, teknologi dan infrastruktur BRI,
maka Bank Jasa Arta akan lebih maju dalam menjalanken fungsi
intermediasi keuangan dan berkontribusi bagi perekonomian nasional;

” Ringkasan Rancangan Akuisisi, Harian Bisais Indonesia, 30 Juli 2007
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b. untuk memperkuat posisi Bank Jasa Arta di dunia perbankan
Indonesia;

c. lebih fokus pada ssktor UMKM yang dilatacbelakangi dengan
semangat syarish untuk mendorong terwujudnya Bank Umum Syariah
yang terbailk.

Bank BRI menilai bahwa industri perbankan syariah di Indonesia sangat
produkti, hal ini terbukti dari 22 perbanken yang menialenkan bisnis perbankan
syariah, hanys 3 (tiga) pelaku usaha yang menguasai 76 % (tujuh puluh enam persen)
pangsa pasar, Sefain ity cara terbaik untuk mengikuti persaingan ini adalah dengan
melakukan pemisshan unit usaha gyarieh ke dalam Bank Arta Jasa yang kemudian
akan dikonversi menjadi Bank Umum Syariah. Mengingat skuisisi adalah peristiwa
yang besar bagi suatu perusahsan, maka harus dilskukan secara notaséil dengan Akta
notaris yang disetujut dan ditandatangani oleh minimal % pemegang saham, setelah
mendapatkan persetujuan dat Bank Indonesta.

Jumlah saham yang akan diakuisisi adalah sebesar 80.000 saham yang
merupakan 100% (scratus persen) ssham yang dimiliki dan telah disetor penuh oleh
Bank Jasa Aria. Sehingga dalam hal ini Bank Jasa Aria tidak memiiiki pemegang
saham minoritas. Lebih lanjut Bank BRI akan merubah Direksi dan Koamisaris Bank
Jasa Arta sesuai dengan hasil FIt ond Proper Test yang telah disetujui oleh Bank
Indonesia.

Setelah pmberitahuan kepads Publik, selanjutnya dilakvkan pengumuman
terhadap pams karyawan yang kemudian dilakukan RUPS LB, baik oleh Bank BRI
maupun Baok Jasa Aria, RUPS dilaksanakan setefah keberatan-keberatan yang
muncul schubungan dengan pengumuman tersebut telah disefesaikan terlebih dahuba.

Pelaksanaan Akuisisi harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia,
apabila sudah ditandatangani maka pelaksanaan Akta Akuisisi dapat dilakukan. Akis
akuisisi dilakukan dalam bentuk akta otentik olch notaris.

Kemudisn pada tanggal 26 Mei 2008 Direksi Bank BRI akan melakukan
pemisahan atau Spin Off, yang tertuang dalam Ringkasan Rancangan Pemisahan yang
dimuat pada Harian Bisnis Indonesta, pada hari yang sama. Ringkasan ini
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dimaksudkan sebagai pemberitahuan kepada pemegang saham publik sekaigus untuk
melikat keberatan-keberatan terhadap rencana ini.

Baik Bank BRI maupun Bank Jasa Asta yang telah diakuisisi akan menerima
manfaat sebagai berikut™ :

a. Bagi Bank Jasa Arta, akan dapat mewujudkan perubahan visi dan misi

secara fundamental, yakni untuk menjalankan usaha yang fokus pada
UMEM, khususnya dibidang syariah,

b. Dengan dukungsn permodalan, teknologi dan infrastuktur darf Bank BRI
akan dapat Iebih majn dan berkembang dan berkiprah dalam menjalankan
fungsi keuangan serta memberikan kontribusi bagi perckonomian
nasional,

c. Scbagai bank yang memberi fokus kepada sektor UMKM, maka
keberadaan Bank BRI akan memperkuat dan mendorong Bank Jasa Arta
untuk mewwindkan visinya sebagai salah saty Bank Umum Svarizh
terbaik < Indonesia;

d. Akan terjadi pembinaan dan pengembangan karyawan yang lebih baik
untuk meningkatkan kompetisi, keahltan dan profesionalisme.

Sehingga dengan adanya pemisshan diharapkan akan memberikan keuntungan bagi
kedus belzh pihak.

Dalam ringkasan tersebut juga menyebutkan bahwa bagi Pemegang ssham
yang tidak setuju terhadap rencana ind haknya skan diselesaikan melalui rackanisme
Pasal 126 jo. Pasal 62 UUPT. Kedua pasal tersebut memberikan solusi bagi
pemegang seham yang tidak setuju terhadap rencana pemisahan dengan jalan bahwa
perusahaan wajibs untuk membeli saham yang dimilikinya dengan harga yang wajar
sesual dengan ketentuan. Kemudian lebih lanjot menjelaskan bahwa keberatan vang
diajukan sertz pembslian saham tidak mennghambat terjadinya pemisahan.

Pasal ini memberikan perlindungan dengan cara keluar. Artinya bapi
pemegang saham yang tidak setuju terhadap rencana pemisahan, maka dipersilakan
untuk keluar dari susunan pemegang saham. Menurut penulis, ada baiknya zpabils

™ Ringkasan Rancangan Pemisshan, Harian Bisnis Indonesia, 26 Mei 2609
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terdapat keberatan jalan keluar yang diberikan bukan saja menjual sahamnya, namun
memberikan solusi lain. Solusi tersebut antara lain dengan memberikan jalan tengah
agar pemegang sasham yang (idak setuju tetap dapat berkedudukan sebagai pemegang
saham dan proses pemisahan tetap bejalan denpan baik,

Sehubungan dengan rencana pemisahan tersebut, maka bagi karyawan bank
BRI akan diberlakukan peraturan perusahaan yang berlaku internal. Termasuk bagi
karyawan yang menolak atau tidak setuju ferhadap rencana pemisshan. Terhadap
Pihak Ketiga dar/atan Kreditur, Bank BRI akan memberikan kesempatan jangka
wakiu paling Jambat i4 {empat belag) hari seteleh diumomkannya Ringkasan ini.
Keberatan yang diajukan oleh Pihak Ketiga dan/atau Kreditur akan diproses menurut
peraturan perundang-undangan yang beriaku,

Setelgh proses pengumuman selesai dilaksanakan dan keberatan-kebsratan
dengan Pihak Ketiga dan/atan kreditur telah diselesnikan, maka agenda selanjtunya
adalah dengan melaksanakan RUPS. Agends RUPS yang diselenggarskan oleh
Direksi adalah untuk mengesahkan dan menyetujui rencana pemisehen. Rapat
dinadici minimal % (tiga perempat) dar seluroh jumiah pemegang saham dan
keputusan yang diambil adalah sab disetujui minimal % (figa perempat} svara dari
seluruh pemegang saham yang hadir. Mengingat agenda yang dalam RUPS ipi adalah
bukan uniuk mendengarkan laporan pertanggungiawaban direksi selama setahun,
namun diluar dari agenda tersebut, maka RUPS dilaksanakan dalam bentuk RUPS
Luar Biasa. Hasi keputusan RUPS LB kemudian akan dibawa ke badapan notaris
untuk kemudian dibuatkan Akta Otentik. Akta otentik dimaksudkan sebagai alat bukti
yang sempurna dalam hal pembuktian™.

7% Lihat Pasal 1870 KUHPerdata
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BAB IV
PENERAPAN SPIN OFF PADA PERBANKAN KONVENSIONAL

Peiaksanaan pemisahaan atau Spin O pada perbankan konvensional wajib
tunduk pada 2 {dua) ketentuan, yakni UUPT dan peraturan perundang-undangan di
bidang perbankan. Sebagaimana telah diuraikan pada bab selanjutnya, kewsjiban
untuk tunduk pada 2 (dua) kelentuan ini dikarenakan diwajibkan bagi perbankan,
bahwa beniuk badan hukum yang diperbolehkan untuk mendirikan sebuah bank
adalah dengan bentuk Perseroan Terbatas. Sedangkan bagi usshanya sendiri di bidang
perbankan, harus tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan,

Pemisshan atau Spin OfF, menurat UUPT, adalah perbuatan hukum yang
dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaba vang mengakibatkan seluruh
akriva dan passiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dus) perseroan atau
lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukam kepada 1 (satu)
perseroan atau lebih, Sedangksa menurut PBI tentang Unit Usaha Syarish, pemisahan
atau Spin Off adalah pernisaban usaha dari satu BUK (Bank Umum Konvensional)
menjadi doa badan usaha atau lebih sesuai dengean ketentuan persturan perundang-
undangan yang berlaku. Perbustan untuk memisahkan unit usaha menjadi sebush
badan usaha tersendiri dan mandird,

Lebih lanjut, dalam PBI, ditegaskan bahwa pemisshan ateu Spin OF
merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh Bank Umum Konvesional yang
melakukan kegiatan usaba berdasarkan prinsip syariah, Kewajiban ini ditaksanakan
setelah salab safu persyaraian yang diwajibkan sudah terpenuhi, Syarat itu adalah ¢

3. nilai aset UUS telah mencapai 50 % (lima puluh persen) dari total nilai aset

BUK induknya, atau

b. paling lambat 13 (lima belas) tahun sejak berlakunya undang-undang Nomor

21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Pemisahan unit usaha syariah menjadi badan hukum tersendiri diharapkan
dapat meningkatkan layanan perbankan syariah kepada masyarakat luas. Peningkatan
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pelayanan syariash kepada masyargkat luas membutubkan jumish kantor syarish
datam jumiah yang banyak untuk dapat menjangkau masyarakat secara luas sekaligus
memperkuat keberadaan perbankan syariah tersebut.

Penerapan prinsip syarish pada bank syariah dipandang menjadi semakin
penting karena dalam kegiatan usahanya bank syariah menghindari franseksi vang
sifatnya spekulatif, mendorong transparansi, menghindari eksploitasi dan mendorong
pertumbuhan sektor riil. Sehingga mendatangkan keterfarikan dari pemilik modal
untuk dapat menanamkan atau berinvestasi pada kegiatan syariah.

1. Penerapan Spin Off Terhadap Unit Usaha Syariah

Sebagaimana telah disinggung diatas, bahwa penerapan Spin Off terhadap unit
Usaha Syariah pada perbankan syariah, berdasarkan UUPT dan PBI, dilaksanskan
berdasarken 2 {dua) cara tersebut di atas. Namun dzlam rangks pemisshan tersebut,
ada prosedur yang terlebili dahulu dilaksanakan menurut UUPT.

Namun sebelum dapat melakokan pemisahsn atau Spin OF maka terlebih
dahulu, Direksi memberitahukan rencana tersebut kepada publik, khususnya kepada
pemegang sabam publik. Bank BRI dalam melaksaanakan pemisahan terhadap unit
usaha syariah yang dimilikinya, terlebin dahulu melakukan pemberitahuan kepada
publik”. Pemberitahuan tersebut bertwjuan untuk menasmpung segala bentuk
tanggapan dan kritik, terutama keberatan-keberatan yang disampatkan ofeh pemegang
sabarm terhadap rencana yang akan dilakukan oleh Direksi. Selain #u dalam ringkasan
tersebut juga disebutkan mengenal informasi bank yang melakukan pemisahan dan
bank yang menerima pemisaban, alasan dilakssnakannya pemisahan, ikhtisar laporan
keuangan, kesiapan dan ketersediaan dana, prosedur penyelesaian hak pemegang
saham yang tidak setuju terhadap pemisaban, rencana terhadap karyawan yang
metakukan pemisahan, penyelesaian hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga dan
jadwal pemisahan.

7 thig
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Dhalam ringkasan fersebut juga diberikan batas waktu yang diberikan bagi
pihak-pihak terkait yang merasa keberatan dengan rencana tersebut. Pengumurman ini
dilaksanakan dalam surat kabsar yang memiliki peredsran nasional. Sefelah
melaksanakan pengumuman ini, dan segala keberatan telah diterima dan diselesaikan
dengan baik, maka tahapan selanjutnya adalah mengadakan Rapat Umum Pemegang
Saham LB atau RUPSLD,

Dalam RUPSLB, mengikuti prosedur yang telsh diatur dan ditetapken dalam
UUPT. Pada UUPT, pemisahan mengacu kepada Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128 dan
Pasal 135,

Pasal 126 menyebutkan :
(1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau
' Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:
a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
¢ Imasyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha,

{2) Pemegang ssham yang tidak setuju terhadep kepwtusan RUPS mengenai
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atan Pernisahan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62.

{3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat {2} tidak menghentikan
proses pelaksanaan Pengpabungan, Peleburan, Pengambilaliban, atau
Pemisahan.

Pasal 127 menyebutkan :

{1} Keputusan RUPS mengenai Penggabungen, Peleburan, Pengambilalihan,
atau Pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat
(1) dans Pasal §9,

(2) Dircksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumurnkan ringkasan rancangan
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paling sedikit dalam | (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis
kepada karvawan dari Perseroan yang skan melakokan Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan, stau Pemisahan dalam jangke waktu paling
fambat 30 (tiga puleh) hasi sebejum pemanggilan RUPS.

(3) Pengumumian sebagaimana dimaksud pada ayat {2} memust jugs
pemberitahuan bahwa pihak vang berkepentingan dapat memperoieh
rancangan Penggabunpan, Peleburan, Pengambilatihan, atau Pemisshan di
kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumurnan sampai tanggal RUPS
diselenggarakan

Pasal 87 {ayat) 1 :
Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 86 :

(13 RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambiialihan, atau
Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan paiiif;
perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat
dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit % (tiga perempat) bagian dari
jumiah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan
keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit % (tiga perempat) bagian
dari jumiah swara yang dikeloarkan, kecuali anggaran dasar menentukan
kuorum kehadiran dan/atau keteatuan tentang persyaratan pengambilan
keputusan RUPS yang lebih besar.

{2) Dalam hal kuorum kehadiran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidek
tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.

{3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ssh dan berhak
mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3% (dua pertiga) bagian
dari jumish seluruh saham dengan hak suars hadiv atau diwakili dalam
RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit % (tiga
perempat) bagien dari jumlah suars yang dikeluarkan, kecuali anggaran
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dasar menentukan kuorum kehadiran danfatau keteatuan tentang persyaratan
pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

{4} Ketentvan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat {6), ayat (7),
ayar {8}, dan ayat {9} mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana
ditnaksud pada ayat {1).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (i), avat (2), dan ayat (3)
mengenai kuorum kehadiran dan/atau  keteptuan tentang  persyaratan
pengambilan  keputusan RUPS berlaku juga bagl Perseroan Terbuka
sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal.

Pasal 128 ayat |
{1} Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengasmbilalihan, atau Pemisahan
yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris
dalam bahasa Indonesia.

Pasal 135
(1) Pemisshan dapat dilzakukan dengan cara:
4, Pemnisahan murmni; atau
b. Pemnisatran tidak mumi.
(2) Pemisahan mumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a
mengakibatkan sclurub aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum
kepada 2 {(duay Perseroan lain atau Iebih yang menerima peraliban dan

Perseroan yang melakukan pemisahan usaba fersebut berskhir karena
hukum.

(3) Pemisahan tidak muni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huref b
mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum
kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan
Persercan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.
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Prosedur dalam RUPS mengandung suatu aturan yang mengisyaratkan bahwa
kepentingan seluruh pemegang ssham, pengurus perseroan dan para karyawan harus
diperhatikan dan mendapatkan perlindungan, Perlindungan tersebut juga memberikan
kedudukan yang sama antama pemegang ssham minoritas dengan pemegang saham
mayoritas. Sehingga diharapkan hasil keputusan yang dipiguskan dalam RUPS
memberikan dampak yang sama terhadap semua kepentingan yang terkait.

Selain itu dalam RUPS juga discbutkan bahwa hasil pemisshan juga harus
memperhatikan kepentingan pars pihak dan masyasakat yang terkait. Hasil pemisahan
fidak boleh menimbulkan usaha yang menciptkan persaingan tidsk sehat, seperti
monopoli dan monopom. Monopoli adaleh penpuasaan atas produksi dan atau
pemasaran barang dan atan atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atsy
satu kelompok pelaku usaba. Praktek monopoli akan mengskibatkan adanya
pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atan lebih pelaku usaha yang mengeakibatkan
dikuasainya produksi dan atau pemasaran dtas barang dan stau jasa tertentu schingea
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
Sehingga masyarakat tidak diberiken pilihan dan dikendalikan oleh pelaku usaha,

Sedangkan bagi pelake useha lainnya juga akan merssakan kerugian, karena
bisa menimbulkan kondisi persaingan tdak schet. Persaingan ussha tidsk sehat
adalah suatn kondisi dimana terdapat persaingan antar pelaku ussha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atan josa yang ditakukan
namun dilskukan dengan cara tidak jujur stew melawan hukum atau menghambat
persaingan usaha . Sehingga bila temyata hasil pemisahan berdampak negatif tidak
hanys kepada golongan internal perusahgan tetapi juga berdampak negatif pada
masyarakat dan dunia useha, maka dapat dikenakan tindak kejahatan baik secars
perdata maupun pidana,

Selain membahas mengenai pemisahan, juga dibshas mengenai akibat yang
timbul dari pelaksanaan tersebut, terutama terhadap karyawan dan pihak ketiga,
Dalam rencana pemisahan yang dilakukan oleh Bank BRI disebutkan mengenai

™ Lihat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Uzaha Tidek Sehat,
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rencana yang akan dilakukan baik terhadap karyawan maupun pihak ketiga, Terhadap
Pihak ketiga dan atau kreditur diberikan jangka waktu paling lama 14 (empat belas)
hart sejak pengumurnan ini. Apabila tidak menyetujui akan dilakukan perandingan
kembali untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

Dalam PBI, pemisahao atau Spin Off dilakukan dengan 2 {cara). Pemisahan
atau Spir Of termasuk dalam pemisahan yang tidsk murni, karena perusahaan yang
jama masib berdiri

1.1, Mendirikan Bank Umum Syariah Barn

Secara singkat pendirian Bank Umum Syariah baru dapat ditlustrasiken
sebagai bertkut :

vus Tzin Prinsip g ' Operssional BUS
1 2 i 4 : 5

| l

’
Syarat : (3} L Syarat: (5} A
» Rancangsn Akia Pendirian » ¥zin Pricsip
Baak Umum Sysriah Hasil * Rapcangan Akta Peadirian
Pemisaban Bank Umum Syariah Hasil
» Permodalan min. 384 milvar Pemisahan
\. o o

Tabel 7 : Prosedur Pendirian Bank Umum Syariah

Unit Ussha Syariah yang akan mendirikan Bank Umum Syarizh harus
mendapatkan izin/persetujuan dari Bank Indonesia. fzin atau persetujuan tersebut
terditi dari 2 tahapan, dan keduanya harus dapat dipatuhi. Tahapan tersebut adalah ¢

a.  Persefujuan Prinsip

Merupakan persetujuan untuk mielakukan persiapan pendirian bank;
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Izin nsaha
Yaitu izin yang diberikan untuk melskukan kegiatan ossha bank setelah
persiapan pendinian Bank selesai dilakukan.

Persetujuan Prinsip

Dalam ranpka untuk memperoleh persetuivan prinsip dari Bl, maka calon
pendiri Bank Umum Svariah wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
dalamn PBI vaitu ;

L.

Minimal modal yang harus disetor korang lebih sebesar Rp. 500.000.000.-
(Lima Ratus Milyar Rupiak}, kekurangan atas penyetoran tersebut dapat
dilakukan dalam bentuk tunai dan/atau tangh dan gedung yang akan
digunakan untuk operasional Bank Umum Syariah hagil pemisahan, sesuai
dengan Pasal 45;

. Kemudian dalam jangka wektu 10 tshun jumlah modal tersebut waijib

untuk ditingkatkan secars bertahap menjodi paling kurang sebesar Rp.
1.000.000.000.000 - {Satu Milyar Rupiah) setelah izin usaha diberikan.

. Berdasarkan pasal 47 PBI, selain harus memenuhi minimal setoran modal,

calon pendiri Bank Umum Syarich wajib memenuhi  kelengkapan

dokumen sebagai berikut ¢

g Nama dan Temnpat kedudukan Bank Umum Syarieh hasil pemisahan;

b, Kegiatan Usaha Bank Umum Syarigh harug sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berfaki;

¢. Modal yang disetor sebesar Rp. 560.000.000.000,- (Lima Ratus Milyar
rupiah};

d. Pernenvhan mengenai ketentuan syarat, jumlish, tugas, kewenangan,
tanggung jawab, seria hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris,

Direksi dan anggota DPS sesuai peraturan perundang-undangan vang
berlaky,

URIVERSITAS INDONESIA

Tinjauan Hukum..., Arief Budiman, FH Ul, 2009



97

e. Kelentuan mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris,

anggota Direksi dan anggota DPS dengan memperoleh persetujuan
Bank Indonesia terlebih dahuin.

Ketentuan mengenai RUPS Bank Usaha Syariah yang menetapkan
mengenal togas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan
Direksi, laporan perianggungiawaban tehunan, penuniukkan dan biaya
jasa skuntan publik, penggungan laba dan halhal lainnya yang
ditetapkan dalam ketentvan Bank Indonesia, dan

Ketentuan RUPS yang harus dipimpin oleh Presiden Kormisaris atau
Komisaris Utama.

Kemudian juga wajib untuk melampitkan dokumen~dokumen pendukung
seperti ©

[
u

o g

oM o g

Data kepemilikan bank;

Data calon anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
Rencana struktur organisasi dan personalia;

Rencana kerja ishun pertama yeng antara lain memuat @ studi
kelayskan, dan rencana kegiatan usahs;

Rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang;

Pedoman manajemen resiko, internal control, dan I7 systen:;

Sistemn dan prosedur kerja;

Surat pernyataan dari calon pemilik bank yang menyatakan bahwa
setoran modal modat tidak berasal dari sumber dana yang dilarang oleb
ketentuan Bank Indonesia,

Setelah semua dokumen telah dilengkapi dan persyaratan telah dipenuhi dan
diterima, maka Bank Indonesia memberikan Izin Prinsip kepada Bank Umum
Syrariah hasil pemisahan. Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan terhadap
permohonan persetujuan prinsip diberikan pating lambat 60 (eoam puluh) hari setelsh
dokumen diterima lengkep. Kemudian dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak

diberikannya tanggal perseiujuan tersebut, Bank Umum Konvensional wajib
mengajukan izin usaha,
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Sclain itu, bagi Bank Umum Konvensional yang telah menerima izin prinsip
wajib mengumumkan rencana pengalihan hak dan kewajiban UUS dalam surat kabar
paling lambst 10 (sepuluh} hari sejak diberikannya tanggal persetujuan. Pengalihan
hak dan kewajiban hanya dapat dilakukan setelah izio usaha telah diberikan.

Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan atas permohonan tersebut
berdasarkan antaca lain pada”? :

a. Pemenuhan legal aspek mengenai tahapan kesiepan Pemisahan UUS yang

dilakukan oleh Bank Umum Konvensional;

b. Analisis terhadap proforma laporan keuvangan Bank Umurm Syariah hasil

pemisahan, dan

¢, Uji kemampuan dan kepatutan (fif and proper fest) terhadap calon

pemegang saham pengendali, calon Dewan Direksi Komisaris dan Calon
Direksi serta wawancara terhadap DPS,

a, Permohonan Izin Usaha

Permohonan izin usaha dapat digjukan maksimal 6 (enam} bulan setelzh
tanggal persetujuan prinsip diberikan. Selain itu dalam waktu 10 (sepuloh) hari sejak
tanggal diberikannya persetujuan  prinsip, Bank Umum Konvensional wajib
mengumumkan rencana pengaliban hak dan kewajiban dalam surat kabar yang
memiliki peredaran nasional. Pengaiuan permohonan prinsip izin usaha diajukan
kepsda Gubernur Bank Indonesia dengan melampirkan dokumen scbagai berikut,
yaitu

1. Akte pendirian badan hukum yang meneat angparan dassr yang disahkan
instanst berwenang;
Data kepemilikan bank;
Daftar susunan Dircksi dan Komisaris;

Rencana struktur organisasi dan personalia;

AT S

Rencana kegia tahun pertama;

¥ Lihat Penjeiasan Pasal 46 Peraturan Bank Indonesia Teatung Unit Ussha Syariah Nomor
HI/1/PBI260Y
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6. Rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang;

7. Pedoman mangiemen resiko pengawasan internal dan 27 spstem;

8. Sistern dan prosedur kegia;

9. Bukti pelunasan modal disetor minimum,

10. Bukti kesiapan operasional antara lain berups NPWP, dan Tanda Daftar

Perusahaan;

11. Surat pernyataan dari pemilik bank bahwa pelunasan modal disetor tidak

berasal dari sumber dana vang dilasang oleh Beok Indonesia.

Persetujuan atan penolakan terhadap terhadap permohonan izin usaha
diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dokumen diterima lenpgkap,
Bank Indonesia memberikan persetujuan izin usaha denpan  mendasatkan
pérsetujuannys pada:

a. Pemenuhan legal aspek mengenai tabapan kesizpan Pemisahan UUS yang

difakukan oleh Bank Umum Konvensional;

b. Analisiz terhadap proforma laporan keusngan Bank Umums Syariah hasil

pemisahan, dan

¢. Uji kemampuas dan kepatutan (2 and proper fesy) terhadap calon

pemegang saham pengendali, calon Dewan Direksi Komisaris dan Calon
Direksi serta wawaneara terhadap DPS, apabiia terjadi perubahan,

Apabila fzin telah disetujui dan diberikan oleh Bank Indonesia, maka bank
tersebut wajib mencantumkan kata “Syariab”. Selain itu bank tersebut juga
diwajibkan untuk melakukan kegiaian usaha perbankan paling lambat 60 {enam
puluh) han sejsk fzin usaha dikeluarkan serta waiib melaporkan pelaksanaan kegiatan

usaha tersebut kepada Bank Indonesia paling lambat 10 {sepuluh) hari setelah tanggal
pelaksansan kegiatan operasional.
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1.2. Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum
Syariah atau Mengalibkan hak dan kewajiban UUS kepada
Bank Umum Syariah vang telah ada

Untuk melakukan tindakan konversi ini, suatu Bank Umum Konvensional
wajib untuk melakukan tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Akuisisi

b. Tahap Konversi

Tindakan ini teiah dilakukan oleh Bank BRI dalam memisahkan unit usaha
gyariahinya.

a. Tahap Akuisisi
Tindakan BRI untuk mengakuisisi Bank Jass Arta dilatarboiskangi oleh
keinginan BRI untuk memisaghkan Unit Ussha Syariah yang dimilikinya untuk
menjadi Bank Umuom Syariah. Menurut BRI hal ini selaras dengan latar belakang
HBank Jasa Arta yang bergerak di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM). Tindakan akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan

hukum atau orang perseorangan vang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian

terhadap pemr@m%.

Menurut Ringkasan Rancangan Akuisisi Bank BRI dengan Bank Jasa Arta®
alasan dilaksanakannya akuisisi adalah untmk meningkatkan pertumbuban dan
perkembangan Unit (saha Syariah Bank BRI, karena kondisi sekarang usaha
perbankan syariah hanya dikuasai oleh 3 (tiga) pelaku bisnis Bank Umum Syariah,
Sehingga prospek usaha syariah di Indonesia sangal berpeluang bagus.

Tindakan ekusisi tidak mungkin dilakukan jika tidak mwmberikan manfaar
maupun kepadz pihak yang melakukan, Manfaat bagi Bank Jasa Arta dalam
melakukan akusisi adalah :

* peraturan Pemerintah RT No. 27 tahun 1998 Tentang Peapeabungan, Peleburan, dan Akuisisi
* Ringkasan Rancangan Akuisisi, Bisnis Indenesia, Seadn, 30 Juli 2087
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. Mewujudkan perubahan wvisi dan misi secara fundamental, yakoi

menjalankan usaha perbankan syariah yang fokus pada usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (UMEM),

Dengan dukungan penmodalen, tekonologi dan infrastruktur BRI, maka
Bank Jasa Arta akan lebih maju menjalankan fungsi intermediasi
keuangan dan berkontribusi bagi perekonomian nasional,

Sebagai bank yang fbkus di sekior UMKM, kehadiran BRI akan
memperkuat Bank Jasa Arta dan mendorong terwujudnya visi sebagai
salah sats Bank Umum Syeriah terbaik vang fokus pada UMEM di
indonegia,

Karyawan terbina dan berkembang Jebilh baik sehingga dapsat
meningkatkan kompetensi, keahlian dan profesionalisme.

Sedangkan pada manfazt pada BRI, akuisisi akan memberikan manfaat sebagai

berikut ¥
1, Meningkatkan Prospek Bisnis
2. Meningkatkan struktur permodalan,
3
4
5

Mentngkatkan kualitas kepercayaan dan citra,

. Meningkatkan produktifitas dan efisiensi,
. Memberikan manfaat bagi pemegang saham.

Tindakan akuisist yang dilaksanakan oleh Bank BRI dengan memperhatikan
kepentingan pernegang saham, pengurus persercan karyawan sampai dengan
masyarakat. Bank Arta Jasa diakuisisi oleh Bank BRI dengan dana sebesar Rp. 18,1
M dengan 80.000 lembar saham ekuivalen dengan 100% saham.

Pemberitahuan pelakssnaan Akuisisi terlebih dahuly disampaikan kepada publik,
terutama pemegang saham. Hal ini dilakukan untuk melibat apakah ada pemegang
saham ataw pihak-pihak terkait yang keberatan dengan rencana ini. Keberatan akan
diselesaikan terlebih dahulu sebelum menginjsk pada tabap berlkutnya yait
pelaksanaan RUPSLB.

Adapun proses akuisisi dapst digambarkan sebagai berikot :

2 1bid
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mengajukan rencans akaisisi, berisi a.1:

nk dan  Pibak Pengakx:is’h

MNama, fokasi bank & pihak
pengakusisi

Alasan & penijelasan aknisisi
Mekanisme konversi saham

Reucana anggaran dasar baok
Ketersediann dans

Peayelessian hak pikak minorites
Rancangan akta akuisisi

Suorsi perayataan pikak pengakuisis
bahwa smnber dana sesusi ketentuan

/

,rRingkasan Rencana Akuisisi @ \
Nama, lokasi bank & pihak
peagaknisisi
Alasan baspk & pihink pengakuisisi
Lap. Ken. 3 thn terakhir

Jumiah saham yang akazs dibeli
Komposisi sakiam setelah akaisisi
Perkiraan waktu akuisisi

102

J

\\.

Pepgumuman Rinpk. Akusisi

30 bari sebelum RUPS

2 surat kabar yang beredar
fuas

14  sebelum  RUPS, pada

pegawai bank
S

Rancangan akaisisi dan  konsep
akita akuisisi felah disetujui oleh
RUPS bank dan pilak pengakuisisi

Persetujuan fdtay
Penolakan BY {30 hari)

{ AKTA AKUISISI

Tabwl 8 ; Akuisisi Bank Umurn Konvensional
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B . Tahap Konversi
Setelah akuisisi selesal dilaksanakan, maka proses konversi dapat dilakukan.
Rencsna konversi, harug dicantumnkan dalam rencana bisnis bank., Konversi harus

mendapatkan persetujuan dari Gubernur Bank Indonesia. Untuk memperoleh izin

konversi,

maka bank harus melengkapi persyaratan untuk melengkapi dokumen-

dokwmen sebagai berikut

a.
b.

Anggaran dasar bank,

Rancangan akia perubghan anggaran dasar, dimana harus tercantum
penegasan babiwa bank melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah dan adanya penempatan Dewsn Pengawas Syariah beserta tugas-
ttgastiya,

Notulen RUPS

¢. Databgrupa:

i. Daftar calon pemegang sabam berikut rincian besarnya masing-masing
kepemilikan sabam bagi bank berbentuk hukum  Persercan
Terbatas/Perusahaan Daerah:

ii. Daftar calon anggota berikut rincian jumiah simpanan peokok dan
simpanan wajib, serta daflar hibah bagi bank yang berbentuk hukum
koperasi;

Dafiar calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas

Syariah;

Rencana struktur organisasi dan susunan personalia;

Rencana bisnis bank untuk tahun pertams yang paling kurang memuat:

i. Studi kelayakan mengenai peluang pasar perbankan syariah dan
potensi ekonomi;

if. Rencana kegiatan ussha serta langkah-langkah yang akan dilakukan
dalam mewsjudkan rencana dimaksud, dan

11, Proyeks: lapotan kevangan selama 12 bulen yang dimulai sejak bank
melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syarigh,

Rencana strategis jangka menengah dan panjang;
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i. Pedoman manajemen resiko, rencana sistem pengendalian intern dan

rencana sistem teknologi informasi,;

j»  Sistem dan prosedur kerja;

k. Rencana penyelesaian seluyuh hak dan kewsjiban bank terhadap nasabah

yang tidak bersedia menjadi nasabah bank berdasarkan prinsip syariah;

1. Bukti kesiapan operasional, seperti Nomor Pokok Wajih Pajak (NPWP)

dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Bank Indonesia periu melakukan penelitian mengenai Tingkat Keschatan
Bauk dan melakukan Fit and Proper test terhadap Direksi, Komisaris dan Dewan
Pengawas Syariah bank sebagai syarat untuk memberikan izin konversi. Persetujuan
terhadap penolakan izin konversi paling lambat dalam jangka waktu 60 {enam puluh)
hari sctelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Selain itu rencana konversi ini wajib sntuk divmuomkan ke dalam surat kabar
yang memiliki peredaran nasional. Bank Indonesia perlu melzkukan penefitian
mengenal Tingkat Kesehatan Bank dan melekukan 2 and Proper Test terhadap
Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah bank sehagai syarat untuk
memberikan izin konversi. Persetujuan terhadap penolakan izin konversi paling
lambat dalam jangka waktu 60 {enam puluh) hari setelah dokumen permohonan
diterima secara lengkap. Kemudian rencana konversi inf juga harus dilaporkan paling
lambat 10 {sepuluh) hari setelah tanggal pelaksansan, Serta wajib melaporkan kondisi
kewangannya sefelah paling lambat 10 (sepulub) har setelah tanggal pelaksanaan

Izin konversi berlaku sejak tanggal perseiujuan pembahan anggaran dasar atau
gkta pendirian oleh instansi berwenang atau berlaku sejak tanggal pendafiaran akta
perubahan anggacan dasar dalam daflar perusahaan, jika perubahan anggaran dasar
tidak memerlukan persetujuan instansi berwenang

Peristiwa atau perbuatan hukum pemisahan atas Spin Off merupakan upays
suatu Unit Ussha dalam membentuk dan membangun badan hukom atau entitas
tersendiri, di mana badan hukem tersebut dipersamakan dengan manugia, yakni
sebuah subjek hukum. Subjek hukum memiliki hak dan kewajiban, hak yang dapat
ditagihnya setelah kewajibannys dilaksanakan terlebih dahulu. Badan hukum sebagai
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subjek hukum berarti badan hukum memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan
manusia sebagai subjek hukum. Sehingga dengan kata lain, badan hukum sebagai
subjek hukum dapat meilakukan perbuatan hukumnya tersendiri yang dilaksanskan
oleh organ-argannya,

Menurut Otfto von Gierke, pengagas Teori Orgaan, Badan hukum merupakan
suatu organisme vang riil, vang hidup dan bekeria seperii manugia biasa. Menuruinya
badan hukum menjadi suatu “verbamdpersoblich keit”, vyaitu suatu badan yang
membentuk kehendaknya dengan perantarsan alat-alat atau organ-organ badan
tersebut misalnya anggota-angpotanya atau pengurusnya seperti manusia vang
mengucapkan kehendaknya dengan perantarasn mulotnya atau dengan perantarasn
tangannya jika kehendak itu ditulis distas keriss, Yanp mereka putuskan adzlah
kehendak dari badan hulum. Kemudian vang menjadi fujuan dari badan hukum
tersebut menjadi kolektivitas, terlepas darl individu. Berfungsinys badan hukum
dipersamakan dengan fungsinya manusia® .

Dengan dilaksanakannya Spin Of, maka badan hukum hasil pemisahan dapst
melakukan perbustan hokum sendiri, terlepas dari badan hukum schelumnya
Perbuatan hakum merupakan perbuatan dari subjek hukum. Perbuatan hukum adalah
setiap perbuatan yang skibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu boleh diangpap
menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan in®™. Perbustan hukum dapat
dibagi menjadi doa yaitu : perbuatan hukum bersegi satu dan perbuatan hukum
bersegi dua.

Perbuatan hukum bersegi satu adalah setiap perbuatan vang berakibat hukum
dan ekibat hukum ditimbulkan oleh kehendak satu subjek hukum, yaite sam pihak
saja. Sebagai contoh adalah perbuatan yang termaksud dalam pasal 132 KUHPerdata,
Pasal tersebut menyebutkan setiap istri berhak melepaskan haknya atas persatuan.
Perbuatar hukum yang dilakukan oleh istri merupakan perbuatan hukum bersegi saty,
karena hanya berdampsk pada dirinya sendiri, vaite sang istri.

z Chidic A, Badan Hukum, Bandung: Penstbit Afumsd, Km. 32-33
Thid
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Szdangkan perbuatan hukum bersegt dua adalah setiap perbuatan vang akibat
hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dua subjek hukum, vaitu dua pihak atau lebih.
Sebagai contohnya adalah perjaniian. Pasal 1313 KUHPerdata meavebutkan sustu
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebib mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atav lebih. Perjanjian tidak bisa dibuat hanya satu
pibiak saja. Perjanjian membutuhkan dua pihak atau lebih. Sehingga perjanjian
merupakan perbmatan yang akibat hukumnys memang ditimbulkan dan dikehendaki
oleh para pihak. Perbustan pemisshan stau Spin QfF merupakan kehendak dan
keinginan dari pihak ysng berasal dan badan hukum it: sendiri maupun atas
kehendak dari Tuar, misalnys adanya peraturan yang bersifat wajib.

Pertumbuban Pesbankan Syariah itu sendiri, dimulai dengan berdirinya Bank
Muamsaiat Indonesia, yang kemudian resmi beroperasi pada | Mei 2002.
Beroperasinya Bank Musmalat Indonesia, dapat dikatakan, membawa angin segar di
bideng perbankan, Yang kemudian banyak bermuoculan bank-bank konvensional
lninnya. Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, banyaknys Perbankan
Syariah dikarenakan keisis moneter yang melanda Indonesia pada tabun 1997, Pada
saat itu banysk Perbankan Konvensional yang mengalami kerugian akibat negative
spread. Kondisi pada wakiu tersebut perbankan konvensional dikenakan kewajiban
untuk membayar bunga deposito yang sangat tinggi (pada tahun 1997 pemah
mencapai 62%) sedangkan di satu sisi bunga kredit (baik untuk kredit baro maupun
kredit yang sedang berjalan) hanya dapat dibebani bunga yang lebih rendah dari
bunga deposito. Selain ity banyak bermunculan kredit-kredit bermasaiah vang tidak
menghasilkan bunga  sehingga becakibat timbulnya non-performing loans®
Sehingga banyak perbankan konvensional yang terlikudiasi.

Nemun bukan henya itu saja yang menjadi alasan untuk masuk dalam
perbankan syarish. Dalam menjalankan operasionalnye, Bank Umum Syariah
menjalankan 2 {dua) fungsi sekalipus yakni fungsi sebagai badan usaha (famwil) dan

* Sutan Remy, Perbankan Isiam dan Kedudukanaya [falam Tata Hulasn Perbankan Indonesia, him.
0
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badan sosial (maal)®. Fungsi sebagai badan usaha dapat dikelompokkan ke dalam
beberapa fungsi yakni
1. Manajer Investasi
- Bank Umum Syarish melakukan penghimpunan dans dari pana
investor/nasabahnya dengen prinsip wadi ok yad (titipan), mudharabah
{bagi hasil) atau Farch (sewa).
2. Investor
- Bank Umum Syarish melakukan penyaluran dann melslel kegiatan
investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.
3. Penyedia jasa kepangan dan Pelayanan jasa kenangan
~ Jasa keuangan yang diberikan oich Bank Umum Syariah berpegang pada
prinsip wakalah (pemberian mandate), kafalgh (bank garanst), kiwalah
(pengalihan hutang), ref» (jaminan Gtang atan padai), gergh (pinjaman
kebijakan untuk dana talangan}, sharf (jual beli valuta asing).

Kemudian sebagai badan sosial, Bank Umum Sysriah memiliki fungsi scbagai
pengelola dana sosial untuk penghimpuran dan penyaluran zakat, infak dan sadagah
(Z18) seria penyaluran gardhul hasan {(pinjaman kebajikan).

Kehadiran Bank Umum Syanah dalam perbankan nasional telah memberikan
dampak yang positif. Kehadirannya telah memberikan tambshan bagi sistem
perbankan Indonesia, sehingga dzlam perbankan nasional terdapat dea sistem
perbankan atau dual basking system, Bank Umum Syariah mulai diperkenatkan oleh
pemeriatah pada tahun 1992, dengan istilah bagi hasil. Kemudian setelah tahun 1598
perkembangannys mulai meniogkat. Terutama dengan diundangkannya berbagai
macam peogaturan mengenal Perbankan Syariah sampai dengan unit usaha syariah.

Pada awalnya masyarakat hanya mengenal Bank Umum Konvensional, bank
dengan prinsip syariah belum dikenal. Kemudian seiring dengan perkembangan
waktu dan pemikiran manusia, mulailah dibentuk atau diciptakan suatu sistem
perbankan baru yang dikenal dengan Perbankan Istam atan Syariah. Perkembangan

% Ascarys den Diane Yumanits, Bank Syarish:Gumbaran Umum, Bank Indonesia, him, 13.

UNIVERSITAS INDONESIA

Tinjauan Hukum..., Arief Budiman, FH Ul, 2009



108

sistem yang terjadi dalam kehidupan manusia dikaji melalui suatu paham vang
dikenal dengan Seciological Jurisprudence.

Sociological Jurisprudence memfokuskan diri pada pembustan hukum dan
prinsip-prinsipnya dan pemberlakukan secara efektif pada masysrakat. Paham ini
harus berjalan seiring dengan perubahan masyarakat™. Sistem syerigh pada
perbankan merupakan sesoafu yang baru dalam sistem perbankan Indonesia. Syarish
muncul ke permukaan, karena memberikan keantungan dan manfaat bagi masyarakat,
Kemunculan ini belum didukung oleh pengaturan vang baik, sehingga memberikan
permasalshan tersendirl bagi penggunanya. Dalam hal ini perkembangan dalam
masyarakat belurn dapat dijmbangi.

Namun pada tahun 2009 perkembangan pengaturan mengenai syariah mulat
banyak diperkenalkan. Sehingga menjadi acuan dan pedoman bagi penggunanya.
Pengaturan ini melihat bahwa telah berfungsi dan beroperasinya syariah di dalam
maasyarakat, pasti iah membutubkan suatu petunjuk dan pedoman tertentu. Gunanya
adalah untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum, terstama sistem perbankan
serta uniuk menghindari terjadinya konflik-konfiik dalam masyarakat.

Selain ite dalam ilmu sosial juga berkembang paham yang diberi nama
Sociology of Law. Paham tersebut menitikberatkan pada masyarakst. Sedangkan
hukum menjadi varfabel dalam masyarakat bersama-sama dengan varisbel lainnya®,
Perubahan atau perkembangan yanp terjadi dalam masvarakat harus diimbangi
dengan pencrapan dan pelaksanaan hukum yang baik. Hukum bersanding dengan
masyarakat,

Selain hukum hares melihat masyarskat serta dinamika yang terjadi dalam
masyarakat. Pemahaman tersebut juga harus didukung dengen penciptaan bukum
yang baik. Dalam hal ini hukum sebagai peraturan yang berlaku dalam masyarakat.
Sebagai zlat control terhadap perilaku manusia namun tidak sifat yang mengekang
atau melarang perbuatan manusia. Namun lebih kepada membatasi perbuatan

¥ Antonius Cahysdi dan E. Fernando 3, Manullan, Pengantar ke Filsafar Hukum, @ JakartaKencans
gmm Media Group, 2607, hlm. 120121,
Ibid
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manusia dengan konsepsi bahwa apa yang dilakukan oleh satu manusia jangen
sampai mengganggn hak manusia lainnya.

Untuk itu diperiukan hukum yang mengerti tentang manusia. Artinya hukum
harus dibuat unhik mengakomodir permasalahan tersebut, Pandangan yang seperti ini
dapat diakomedir dalam sustu psham Positivisme. Positivisme menunjukkan pada
sebuah sikap atau pemikiran yang meletakkan pandangen dan pendekatannya pada
suatu®. Positivisme dalam hukum melihat hukum adalah suatu fakta bahwa hukum
diciptakan den diberlakukan olch orang-orang tertentu di dalam masyarakat vang
mempunyai kewenangan-kewenangan untuk membuat hukum. Sedangkan begi
paham ini sendiri, yang dimaksudkan dengan hukum adalah norms-norma yang
diciptakan atau bersumber pads kewenangen yang formal atau informal dari lembaga
yang berwenang untuk itu aten lembaga pemerintahan yang tertinggi, dalam sebuah
komunitas politik vang independen. Berdasmrkan pada psham ini, hukom
digarabarkan pada dus pertanysan bessr yakni apakah hukum itu dan apakah hukum
yang baik itu?”.

Apaksh hukum itu menyangkut sebuah usaha untuk menerangkan fulwm
secara factual yang ada dalam moanusia. Selain ity merupakan sebush usaha untuk
mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik dasar, struktur dasar daa prosedur
serta konsep serta prinsip yeng mendasard keberadaan sebush hukum. Kemudian
hukum yang baik itu adalah hukum yang memenubii tujuan yang ingin dicapai dari
adanya hukum dan juga hukum vang secars procedural normative memenuhi
terciptanya sebuah hukum.

Pengataran mengenai Perbankan Syarish vang didalamnya mencakup unit
usaha syariah, merupakan hukum yang dibuat pada swatu. Suate itu adalah adenya
kenyataan dan fakia bahwa dalam kehidupan masyarakat telah berkembang suatu
pemahamsn bahwa telah beredarnys mengenai syzrigh. Oleh karena pemilik
wewenang dan kekuasasan tertinggi, dalem hal ini pemerintah, berwenang dan
berkewajiban untuk mengeluarkan dan mengundangkan ketentuan mengenai syarizgh.

% Ibid, him 58,
¥ Tbid. him 5.
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Tentunya hukum yang baik harus mendasarkan pada norma-norma, prinsip-
prinsip serta harus dapat mengidentifikasi dan menganalisis karakter dasar dari suatu
hekum, Selain itu agar dapat becjalan dengan baik maka harus memperhatiken
prosedur-prosedur normative sebagai langkah untuk memenuhi tercipatnya sebuah
hukum yang baik.

Menurut Bentham, bukum hanya dapat diidentifikasi dan digambarkan
berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang relevan yang mengikutsertakan hal-hal
yang berkenagn dengan proses penciptaan hukum dan pelaksanaannya oleh orang-
orang dalam posisi memiliki kekuasaan dan control dalam masyarakat. Lebih lanjut
Bentham berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi
prinsip memaksimalkan kebshagioan dan meminimalkan msa  sakit dalam
masyarakat’,

Peraturan, dalam hal ink Undang-undang, diciptakan oleh orang-orang yang
memiliki kekuasaan dan conirol dalam masyacakat. Dalam penciptaannya undang-
undang harus berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang kemudian digabungkan
denpan fakta-fakea fakimalnya, yakni fakta yang terdapat dalam masyarakat. Sehingga
hukum yang tercipta dan terbegtuk dalam masyarakat merupakan corminan dari
kondisi factualnya.

Penciptaan hukum tersebut harus dapat meminimalkan rasa sakit dan
memaksimmaikan kebahagiaan. Nepara, pemerintah, harus dapat menciptakan kondisi
niegara kesejahteraar,

% thid. hlm 63.
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2. Permasalahan yang timbul sehubungan dengan penerapan Spin

off
Sebagaimana felah diuraikan mengenai proses pemisahean di atas, maka
permasalahan yang timbul adalah
8. Permodalan

Modal yang harus dimitiki unit vssha gyariah dalam rangka pemisahan adalah
minimal sebesar Rp. 560.000.000,- (Lima Ratus Milyar Rupiah). Sedangkan
modal unfuk pendirian unit usaba syariah adalah sebesar Rp. 100.000.000.-
{Seratus Milyar Rupish). Hal tersebut merupakan perbandingan yang jauh,
Bank Umum Konvensional diberikan waktu selama 15 (Lima Belas) tahun
kesempatan untuk mensikkan permodalan unit usaha syariah, Sedangkan
menurut pengamatan penulis, permodalan entam syariah dengan bank umum
konvensional dibedakan menjadi dua, Karena secara prinsip baik syariah
dengan konvensional tidak dapat digabung mengingat perbedasn system.
Permodalan yang ditetapkan oleh peraturan dapst saia terpenuhi apabila
digabung, namun jiks sebaliknya tefjadi, maka belum tentu unit usaha syariah
dapat memenuhinya, Sedangkan menurut undeng-undang yang berlaku, dalam
hal ini Peraturan Bank Indonesia, tidak menjelaskan apakah bank umum
konvensional dimana unit usaha sya:iah terssbut bemaung diperbolehkan
untuk membantu. Namus dalam penjeissannya hanys menvebutkan bahwa
asset berupa tanah dan gedung dapat digunakan sebagai setoran modal. Jika
dicermati hal ini juga fidak akan membantu banyak. Karena bank vmum
syariah yang nantinva akan berditi belum tento memiliki asset yang bisa
mencukupi atau mungkin tidak sampal setengshnys untuk menutupi
kekurangan modal. Andaikan saja, terdapat suatu peraturan yang mengatur
untuk memperbolehkan atau tidak melarang adanya bantuan dari bank umum
karivensionainya, dalam rangka pemenuhan modal bagi pendirian bank umum
syariah.
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b. Belum ada penpaturan tersendirl mengenai pemisahan atau Spin Off

Pemisahan atav Spin off berada pada duva bidang yakni, perusahsan den
perbankan. Pada satu sisi harus mengikuti peraturan yang mengatur mengenai
perusahaan dan di sisi lainnya tunduk kepada peraturan perbankan. Hal ini
dimungkinkan untuk terjadi karena badan hukum suatu bank diwajibkan
berbentuk Persercan Terbatas, Kedua pengaturan ini saling melengkapi. Sama
seperti permasalahan mengenai pemisahan atau Spin Gf Datam UU PT,
mengenal permasalahan pernisshan atau Spin Off belum diatur secara
mendetil. Sedangken sebaliknya dalam perbankan melalui persturan Bank
Indonesta maupun undang-undang Perbankan Syariah, pemisahan sudsh
diatur, Namun ini aken menjadi halangan bagi perseroan terbatas yang akan
melakukan pemisshan menginget hal ini belum distur. Oleh karenanya
pengaturan dari kedua sisi perlu dilaksanakan. Pengaturan secara menyeluruh
akan membantu pelaks ussha dalam menialankan kegiatannya dan untuk tetap
pada jalurnys.

Masalah sumber daya manusia

Permasafaban sumber daya manusia merupakan salah salu yang penting.
Tanpa kehadiran sumber daya yang baik maka operasional Bank Umum
Syariah tidak akan dapat berjalan dengan efektif. Pembentukan suatu badan
hukum tentunya harus didukung dengan sumber daya manusia yang baik dan
cakap. Hal inilah veng menghambat proses pemisahan, seperti yang dialami
oleh Bank BNI yang skan melakukan pemisahan. Menurut Bank BNI
permasalahan sumber daya manusia mulai dori tingkat karyawan hingga
jajaran direksi membutubkan kajian hukum dan proses adninistrasi yang
tidak sederhana. Bahkan, karena persoalan inf, kini BMNI fidak berani
menetapkan secara persis waktu peluncuran BUS BNI tersebut™.,

% Spin BN Terganjal Masalah SDM, www konten co idfadex php/K suanean/news, tanggal 7 Jund

2009,
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BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pemaparan pada bab schelummnya, maka di dapat
kesimpulan sebagai berikut ;

1. Pelaksansan Pemisahan atau Spin Of i Indonesia, mensyaratkan untuk
tunduk kepada peraturan di bidang perseroan terbaiss dan di bideng
perbankan. Terhadap badan hukumanya tunduk kepada Undang-undang
Perseroan Terbatas. Dalam i}néangmﬁdang tersebut diatur mengenal prosedur
Pemisahan atan Spin Off dilibat dari sudut pandang pengambilan keputusan
pemisahan atau Spin Off atan dapat discbut dengan pra pemisahan atau pra
Spin Off. Kepitusan untuk menjalankan pemisabaan atau Spin Off terlebih
dahulo mendapat persetujuan dari sehuruh permegang sabam. Namun sebelum
keputnsan itu diembil, pengurus perseroan diberikan kewajiban untuk
memberitahukan terlebih dahulu rencana tersebut balk kepada pemegang
sahem mavpun kepada pthak-pihak lain yang berkepentingan, Pengurus
perseroan memberikan waktu bagi para pihak termasuk pemegang saham dan
pihak III yang merasa keberatan untuk mengajukan keberatan. RUPS harus
memperhatikan kepentingan psra pihak. Astinya pemisghan atau Spin OF
tidak boleh mengganggy ataw merugikan kepentingan para pihak, seperti
pemegang saham minoritas, kreditur ataupun debitur dan pibak 111,

Setelah persyaratan dalam UUPT terpennhbi maka berlanjut kepada proses
pemisahan atan Spin Off itu sendiri. Proses tersebut diatur dalam Peraturan
Bank Indonesia yang mensyaratkan bahwa pemisahan atau Spin Off dapat
dilaksanakan apabila nilai aset UUS telah mencapai 56 % (lima pulub persen)
dari total nilai aset BUK induknya, atau paling lambat 1§ (Jima belas) tahun
sejak berlakunya undang-undang Nomor 21 Tshun 2008 Tentang Perbankan
Syariah,

Dalam Peratwran Bank Indonesia Tentang Unit Usaha Syariah
memberikan pilthan pemisahan atax Spin Off yang dapat dilaksanakan oleh
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Bank Umum. Pilihan tersebut yaitu mendirikan Bank Umum Syanah baru
atau Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah
Konverst Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syarah atan
Mengslihkan bak dan kewajiban Unit Usaba Syariah kepada Bank Umum
Syariah yang telah ada.

Pendirian Bank Umum Syarah baru dilaksanakan dengan mematuhi
persyaratan yang difetapkan oleh Bank Indonesia guna memperoleh izin
prinsip dan izin ussha, Izin Prnsip merepakan izin umtak melakukan
persiapan pendirian bank, sedangkan izin usaha adalab izin yang diberikan
untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian bank selesai
dilakukan. Selain mempersiapkan dokumen-doknmen yang diperlukan untuk
memperoleh izin terscbut, Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan
kepatutan (fit and proper test) ierbadap pemegang saham pengendali, calon
dewan komisaris dan calon dewan direksi seria Dewan Pengawas Syariah
{DPS) apabila terjadi perubahan.

Baok yvang telah memperoleh izin-izin tersebut dari Bank Indonesia, dalam
jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) bari sejak izin usaha diberikan
diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha perbankan syariah. Serta paling
lambat 10 (sepulub) hari setelah pelaksanaan operasional wajib membenkan
laporan mengenai pelaksanaan kegistan usaha tersebut kepada Bank
Indoncsia.

Apabila pemisahan ataw Spin Off dilakukan dengan menggunakan pithan
yang kedna maka ada tshapan-tahapan yvang harus dilaksanakan. Scbelum
melakukan pemisahan atau Spin Off Bank Umum Konvensional yang
memiliki Unit Usaha Syariah terlebih dahula melakukan akuisisi tehadap bank
amum konvensional lain, Setelah permohonsn akuisisi disetujui olely Bank
Indonesia dan telah menjadi Akta Akuisisi, maka tahapan selanjutnya adalah
melakukan permohonan untuk melakukan konversi bank umum konvensional
menjadi bank umum syarjah. Persetujuan dari seluruh pemegang saham
diperivkan dalam rangka terlaksananya akuisisi dengan baik. Sclain itu
pelaksanaan akuisisi harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan
pihak JII, Setelah disetujui untuk dilakukan akuisisi dan telah dibuatkan akia
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akuisisinys, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan konversi dari bentuk
bank umumn konvensional menjadi bank umum syariah.

Konversi ini dilakukan dengan cars mengajukan permohonan kepada Bank
Indonesia yang disertai dengan dokumen pendukung seperti anggaran dasar.
Bank Indonesia juga akan melakukan {shapan fir and proper test terhadap
Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Persetujuan terhadap
permchonan tersebut diberikan paling lambat 60 (enam puluk) hari setelah
dokumen diterima secara lengkap. Setelah berubah menjadi Bank Umum
Syadiah, maka wajib melakukan pelaporan terhadap operasional usahanya
paling lambat 10 (sepuluh} bari setelzh tanggal pelaksanaan.

. Permasalaban vang dihadapl oleh bank wmum konvensional dalam
melaksanakan pernisshan stau Spin OFf umumnoya permasalahan internal,
Permasalahan vang dihedapi adalah mengepai permodalen. Memuut PBI,
IS yang akan memisshkan diri dan kemudian mendirikan badan hekum
baru mgka diwajibkan untuk melskuksn modal disetor sebesar Rp.
500,000,000 (Lima Rafus Juta Rupiah), untuk kemudian dalam wakiu paling
lambat 10 (Sepuluh} Tahun dinaikkan menjadi Rp. 1.000.000.000.000 (Satu
Trillun Rupiah). Persyaratan ini dicasa cukup berat, karena tidak semua UUS
memiliki modal sedemikian besar, Namua Peratwrsn ini juga memberikan
keringanan berupa berupa penyetoran modal tidak harus berupa dana tunai.
Penyetoran dana dapat dilakukan berups fanah dan gedung yang akan
digunakan sebagai operasional BUS hasil pemisahan. Selain #tu penyetoran
modal jugs dapat dilakukan dengan cara mensmbah modal vang telah
schelumnya. Apabila UUS telab menyetor modal sebesar Rp. 200.000.000,-
(Dua Ratus Juta Rupiah) dan hendak memisahkan diri, maka hanye menambah
schesar Rp. 3006.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk memenuhi
persyaratan modal disetor sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta
Rupiah). Kemudian permasalaban kedua yang dibadapi oleh Bank Umum
Konvensional dalam pelaksanaan pemisahan atau Spin GF adalah mengenai
sumber daye wapusia. Ketika unit usaha syariah melepaskan dirl menjadi
scbuah badan hukum, maka akan dibutubkan sumber daya manusia yang
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kompeten dalam jumlah yang banyak. Permasalahan akan muncul apabila
ternyata sumbeér daya manusia yang ada tidak mencukopi. Maka pelayanan
terhadap nasabah akan tergangpu. Sehingga pencarian dan perekrutan sumber
daya manusia yang cakap dan kompeten dibidangnya menjadi salah satu
permasalshan yang timbul. Kemudian permasalahan yvang utama mengenai
pemisahan atau SpinQff adalah mengenai pengaturannya itu sendiri, Terhadap
pemisahan atau Spin Of yang dilakukan di sektor perbankan pengaturannys
tidak terbatas pada UU Perserosn Terbatas, namun diatur juge didalam
Peraturan Bank Indonesia. UU Perseroan Terbatas tidak mengatur secars
terperinci mengenai prosedwr pemisaban stau Spin QF Depgan tidak
diaturnya, maka akan menimbulkan kesulitan bagi perseroan untuk melakukan
pemisahan terutama selain perbapkan, Beruntung pada bidang perbankan
terdapat Bank Indonesia yang telsh mengeluarkan pengaturan mengenal
pemisahan, sehingga perbuatan pemisahan mengacu pada peraturan tersebut.

B. Saran
Saran yang dapat diberikan adalah :

1. Diperlukannya pengaturan yang lebih baik dan terintegrasi antara pemerintah
sebagai pemilik kewenangan dengan Bank Indonesia sebagai regulator pada
bidang perbankan. Integrasi diperiukan untuk  mencepsh  terjadinya
penyelundupan hukum seria mencegah ketidakpastian hukum. Pengaturan
mengenal pemisahan atau Spin Qff yang dilakuken oleh perseroan terbatas
periu distur secars lebih baik lagt. Karena datams UUPT Hak diatur secara detil.
Dalam UUPT hanya diatur mengenai proses sebelum pemisahan, sedangkan
mengenai vrosesnya dan paska pemisahan belum diatur, Sehingga diperfukan
pengaturan yang lebih baik.

Z. Meskipun persyaratan mengensi permodalan dirssakan cukup tinggi,namun
persyaratan ini diperlukan dalam rangka penguatan bapk terscbut dalam
menyerap resiko. Hal ini sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia. Guna
memenulii persyaratan yang diminta, pemerintah dan Bank Indonesia, vang

TARMY FTENEM I A LS IRIEWVRRICD I A

Tinjauan Hukum..., Arief Budiman, FH Ul, 2009

|



117

bertindak sebagai pemilik kewenangan memberikan insentif dan keringanan-
keringanan bagi bank vmum syariah dan unit usaba syarigh. Sehingga dengan
insentif dan keringanan tersebut dapat mepumbuhkan perbankan syariah 4i
Indonesia.
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